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ABSTRAK 

Negarp Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 
desentralisasl dqlam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan 
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakairotonomi 
daerah dan hql ini dijelaskan juga didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menggambarkan kedudukan susunan organisasi negara, diantaranya mengatur 
soal hubungqn pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah otonom yang 
melahirkan hgk desentralisasi. 

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan merupakan tugas 
dan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurusnya. 
Apabila sempa urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 
dalam suatu negara kesatuan sampai keseluruhan pelosok tanah air jelas 
tidak akan berjalan dengan lancar. Sekarang ini yang terjadi justru eforia 
dari otonomi itu sehingga Daerah seakan-akan lepas dari kerangka 
Negara Kesatuan. Terdapat beds antara Daerah dan Pusat mengenai 
Undang-Undang Otonomi. Daerah kita diberi otonomi seolah-olah 
daerahlah yang harus mengelola kewenangan itu. Pada ha1 kewenangan 
diberikan apabila daerah sanggup untuk mengelolanya. Jika tidak untuk 
sementara kewenangan itu masih dipegang oleh provinsi atau pusat. 
Apabila Daqrah sudah sanggup untuk>mengelolanya maka daerah bisa 
meminta kepada Pusat atau Provinsi agar menyerahkan kewenangan 
tersebut keppda Daerah. 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud diatas 
mengalami pembahan/pergeseran setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Disusul oleh peraturan- 
peraturan lainya berupa Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Kepmen, dan 
lain-lain. 

Tulisan ini hanya mencakup pemerintahan daerah secara keselumhan, 
secara garis besay, namun dengan pengertian bahwa hanya mengulas beberapa 
prinsip otonomi dan penyelengaraan pemerintahan daerah setelah keluarnya 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di 
Provinsi Riay. 

Berdasarkan pemahaman ini, maka peneliti memmusakan tiga 
rumusan masalah, yakni; Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan prinsip- 
prinsip penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau ? Kedua, 
Bagaimanakah Fedudukan dan fungsi Gubernur Provinsi Riau dalam 
pelaksanaan pemerintahan di daerah ? Ketiga, Bagaimanakah 
pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Riau dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah ? 

Hasil dari penelitian membuktikan ada tiga ha1 pokok yang dapat 
disimpulkan. Fertama, Pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan di Provinsi Riau dirnana setelah keluarnya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahyn 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh 
kepala daerah depgan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya, 
nyata dan beynggung jawab, serta penyelenggaran otonomi yang 



berorientasi, kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan 
serasi daerah dengan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan 
daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 
serta masing-rnasing badan atau lembaga dengan menjalankan peranannya 
sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan. hngsinya dalam sistem 
pemerintahan negara Indonesia. 

Kedua, Kedudukan dan Fungsi Gubernur Provinsi Riau dalam 
Pelaksanaan Pemerintahan, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi 
berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk 
menjembatani dan memperpendek rentang kendali, pelaksanaan tugas dan 
fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten 
dan kota. Selanjutnya sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, hubungan antara 
pemerintah daemh dan DPRD rnerupakan hubungan kerja yang kedudukannya 
setara dan bersifat kemitraan. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan 
daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara 
Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam 
membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan 
fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu 
hubungan ke rja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan atau 
pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. 

Ketiga, Pertanggungiawaban Gubemur Provinsi Riau dalarn 
Penyelenygaraan Pemerintahan di Daerah, berdasarkan ketentuan UU Nomor 
32 Tahun 2004, Pasal37 Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga 
sebagai Wakil Pemerintah diwilayah provinsi yang bersangkutan, dalarn 
kedudukannya gubernur bertanggungiawab kepada Presiden dan bukan kepada 
DPRD. Kedudukan ganda gubernur, yaitu sebagai kepala daerah otonom 
sekaligus kepala administrasi, membawa konsekuensi yang berat dan 
memerlukan cam kerja yang efisien serta dibantu aparat daerah yang 
kom peten. Kedudukan gubemur sebagai kepala wi layah administratif dan 
sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat, merupakan konsekuensi logis dari 
penerapan asas dekonsentrasi. 

Kata Kunci : Prinsip-Primip Penyelenggaraan Pemerintahan - Kerangka 
Otonomi Daerah - Provinsi Riau 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah dan ha1 ini dijelaskan juga didalam Undang-Undang Dasar' 1945 yang 

menggarnbarkan kedudukan susunan organisasi negara, diantaranya rnengatur 

soal hubungan pernerintahan pusat dan pemerintahan daerah otonom yang 

melahirkan hak desentralisasi. 

Hal ini tampak jelas digariskan dalam ketentuan Pasal 18, 18 A dan 

Pasal 18 B perubahan UUD 1945. Sejalan dengan pe~bahan  tersebut, tampak 

sejurnlah paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Paradigma penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada Otonomi 

Daerah sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah 

Pada dasamya penyelenggaraan pemerintahan merupakan tugas dan 

kewajiban Pemerintah Pusat untuk rnengatur dan mengurusnya.' Apabila 

semua urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam suatu 

' Dann Sugandha, Organismi dan Sisienr Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta 
Pemerintahan di Daerah, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 91 



yang diserahkan kepada Daerah. Sebagai mana diketahui bahwa setiap sistem 

mencakup setidaknya 3 (tiga) unsur yaitu, prinsip, struktur dan kinerja. 

Demikian juga ha1 dari sistem pemerintahan daerah menganut prinsip-prinsip 

tertentu, juga rnengenal struktur kelembagaan dan bagaimana tata kerja dari 

unsur-unsur kelembagaan yang dimakasud. 

Berbicara tentang prinsip pemerintah daerah dalam makna luas, adalah 

mencakup dasar-dasar pemerintahannya yakni : 

1.  Asas desentralisasi 

2. Asas dekonsentrasi 

3. Asas tugas pembantuan (medebewind) 

Tennasuk jug3 di. dalamnya ialah prinsip-prinsip mengenai paradigrna 

filosopinya. Misalnya pcmerintahan yang demokratis dan juga prinsip yang 

bertalian dengan hubungan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 

kesiden, seperti dimaksud dalam Pasal 37 aynt (2) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004. 

Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 

Pemerintahan di Daerah banyak kritik dan protes yang diajukan khususnya 

terhadap mekanisrne dan hubungan Pusat dan Daerah, serta masalah hubungan 

Kepala Daerah dengan DPRD yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan 

- '. 
antara Pusat dengan Daerah. 

Ketegangan antara Pusat dan Daerah ini dikarenakan Pemerintah Pusat 

terlalu banyak campur tangan terhadap berbagai kegiatan Pemerintaah Daerah 

termasuk di dalam bidang keuangan daerah. Ha1 ini merupkcan konsekuensi 



dari posisi pemerintah daerah yang merupkan sub ordinasi Pemerintah Pusat, 

sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 itu 

sendiri. 

Dalam pelaksanaanya desentralisasi dan otonomi daerah ternyata tidak 

dibarengi dengan pendanaan tercermin dari perimbangan keuangan Pusat dan 

Daerah yang kurang adil. Akibat ditimbulkannya adalah Daerah sulit untuk 

melaksanakan prioritas pembangunan di daerah, yang mengakibatkan 

terjadinya Daerah yang sebenarnya kaya akan potensi alam menjadi daerah 

miskin. Hal-ha1 seperti inilah yang pada awalnya mem icu ketidak percayaan 

Daerah terhadap Pusat. 

Pengalaman selama ini menunjukan prosentase pendapatan asli daerah 

(PAD) relatif kecil, yang merata diseluruh wilayah Propinsi. Pada umumnya 

APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan-sumbangan dari Pemerintah 

Pusat yang berakibat daerah memiliki ketergantungan yang besar kepada 

Pusat, sehingga kemampuan Daerah untuk mengembangkan potensi dan 

sumber daya yang mereka miliki menjadi terbata~.~ 

Kelemahan selanjutnya mengenai hubungan Kepala Daerah dengan 

DPRD. Selama ini yang terjadi adalah Kepala Daerah sebagai lembaga 

eksekuti f di daerah terlalu mendominasi pemerintahan. Sehingga dirasakan 

bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif tidak memiliki peran di dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Ni'matul Huda. "salah satu 

kelemahan di dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah lemahnya 

Rozali Abddulah, Pelahaman Olonomi Luas & Isu Feakralisme sebagai Suatu Pengantar 
Alternutiif: ctk. Pertama, Raja Grafondo Persanda, Jakarta, 2000, hlm. 46-47. 



fungsi konb-01 DPRD dikarenakannya tidak dapat rneminta pertanggung 

jawaban dari kepala Daerah, sebaliknya yang dapat dlakukan hanya sebatas 

men&& !aPnrzq e n a l a  -- --- n a P d . 9 J  

Hal ini dapat difahami mengingat selarna ini dengan ketentuan UU No. 

5 Tahun 1974 yang menetapkan Kepala Daerah sebagai Penguasa Tunggal di 

daerah menirnbulkan persepsi bahwa selain kepala daerah tidak ada lembaga 

kekuasaan lain di Daerah. Oleh karena itu Kepala Daerah secara yuridis 

memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan rurnah tanga daerah. 

Oleh karena itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perubahan di 

dalam mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disempumakan 

diharapkan akan membawa perubahan dalam hat pemetaan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalarn kenngka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Namun kalau kita lihat Undang-Undang 22 Tahun 1999 

campur tangan Pemerintah Pusat ini dapat dilihat di dalam ha1 pemilihan dan 

pengangakatan Kepala Daerah. Dalam prakteknya tidak jarang bakal calon 

yang sudah diajukan oleh DPRD kepada Pusat apabila tidak di sukai oleh 

Pusat maka nama-nama tersebut akan dikembalikan ke Daerah tanpa alasan 

yang pasti. Dan selanjutnya DPRD harus melakukan pemilihan bakan calon 

yang baru. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini 

pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, urnurn, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai 

7 Ni'matul Huda, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Reformasi Pemerintahan di 
Daerah", Jurnal Hukwn Ius Quia lusturn. No. 10 Vol. 5.1998 



politik. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab 

kepada DPRD. 

Kenyatan ini rnenunjukan bahwa Pemerintah Pusat masih saja berpikir 

untuk mengamankan kepentingan-kepentingan Pusat d i Daerah. Y ang pada 

akhimya ha1 ini menimbulkan gejolak dan ketegangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagai sub sistem dari 

Pemerintahan Nasional dilaksanakan melalui prinsip Desentralisasi 

kekuasaan. Antara lain melalui penyerahan sebagian kewenangan Pusat 

kepada Daerah unt~rk memberikan kesempatan kepada Daerah untuk 

mengurus sendiri rumah tangga Daerah sesuai dengan prinsjp-prinsip 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur sendiri rumah tangganya dimaksudkan untuk memberikan 

kemandirian kepada Daerah. Seiring dengan pemberian Otonomi kepada 

daerah Pemerintah juga mendemokrasikan penyelenggann dan 

pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diserahkan kepada Daerah untuk mengatur dan 

mengelolanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- 

undangan yang ada. 

Selanjutnya DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mulai 

diberdayakan peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan lembaga 

kontrol/pengawas jalanya pemerintahan di Daerah. Dalam pelaksanaannya UU 



No. 32 Tahun 2004 ternyata masih terdapat kekeliruan Daerah dalam ha1 

menafsirkan otonomi yang diberikan tersebut. 

Hampir setiap hari berbagai media massa selalu memberitakan 

perilaku penyimpangan dari Kepala Daerah ataupun anggota DPRD, entah 

dalam kasus money politik dalam pemilihan Kepala Daerah, pembahasan 

laporan peratnggungjawaban, korupsi dana APBD, penjualan aset-aset 

Pemerintah Daerah, ataupun dalam kasus-kasus lain. Kasus-kasus yang 

mencuat tersebut secara langsung ataupun tidak, telah menodai kepercayaan 

masyarakat, yang berharap bahwa melalui otonomi daerah kehidupan 

demokrasi, kemasyarakatan, juga ekonomi akan lebih baik dari sebelumnya. 

Tetapi ternyata, setelah otonomi berjalan kurang lebih 7 tahun, yang lebih 

banyak muncul ke pemukaan justru penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan oleh para elit lokal yang kurang peka terhadap penderitaan 

masyarakat dan kurang mampu menjalankan fungsi manajerial di daerah. 

Sehingga, sisi positif dari otonomi daerah seolah menjadi terhalang oleh 

persoalan tersebut. Otonomi daerah bukannya mendatangkan berkah, tetapi 

justru menimpah musibah bagi masyarakat di daerah. 

Sekarang ini yang terjadi justru eforia dari otonomi itu sehingga 

Daerah seakan-akan lepas dari kerangka Negara Kesatuan. Terdapat beda 

antara Daerah dan Pusat mengenai Undang-Undang Otonomi. ~ a e r a h  kita 

diberi otonomi seolah-olah daerahlah yang hams mengelola kewenangan itu. 

Pada ha1 kewenangan diberikan apabila daerah sanggup untuk mengelolanya. 

Jika tidak untuk xrnentara kcwenangan itu masih dipegang oleh provinsi atau 



C. Tujuan Penelitian 

1 .  Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan fbngsi Gubernur Provinsi 

Riau dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban Gubernur Provinsi 

Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

D. Kerangka Teoritik 

Pengaturan desentralisasi sejak tahun 1945 dibatasi pada pengaturan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tidak tetmasuk peraturan perundang- 

undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kedudukan Belanda (1945-1949) 

yang berlaku di daerah-daerah pendudukan. Keinginan untuk mempergunakan 

desentralisasi dalam alam Indonesia merdeka telah diutarakan jauh sebelum 

Indonesia merdeka antara lain oleh Mohammad ~ a t t a . ~  

Hasrat ini menjadi lebih konkret dalam forum Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ketika Amir dan Ratulangi mengutarakan 

perlunya penegasan mengenai desentralisasi. Pendapat yang kemudian 

disetujui antara lain oleh Supomo dengan mengutarakan bahwa pengaturan 

rnengenai desentralisasi akan diatur dalam undang-undang. Prinsip inilah yang 

M .  Yamin, Nashh Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 111, Yayasan Prapanca, 
Jakarta, 1959, hlm. 410. 



terkandung dalam UUD 1945 pasal I8 dan memuat pokok-pokok pikiran 

berikut : 

1. Daerah Indonesia akan dibagi atas daerah besar dan kecil yang akan diatur 

dengan undang-undang. 

2. Pengaturan tersebut hams memandang dan mengingati dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan rnemandang 

serta rnengingati hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 

istimewa. Kemudian dalam penjelasan "ditambahkan" berbagai prinsip 

berikut : 

a. Daerah besar dan kecil bukanlah "negara bagian". Karena daerah 

tersebut d i bentuk dalam kerangka negara kesatuan (eenheid~slaat). 

b. Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat 

administrasi belaka (administratif). 

c. Daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa 

adalah swapraja (zelfsbesturende landschappen) dan desa atau yang 

semacam itu yang disebut volksgemenrchappen. 

Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang 

mempunyai hak asal-usul yang bersifat istirnewa itu. 

Mengenai Pemerintah Daerah pasal 18 UUD 1945 menetapkan bahwa; 

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besir dan kecil dengan bentuk dan 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

Bagir Manan, Nubungan Antara Pusat dun Daerah BerdELarkan Asas Desentralisasi 
Menuruf UUD 1945, ctk. Pertama, UII Press, Bandung, 1990, hhn. 4 



pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat 

istimewa" (UUD 1945 pasal 18). 

Perwujudan dari pelaksanaan pasal 18 UUD 1945, sepanjang sejarah 

Pemerintahan Daerah di Indonesia telah banyak dikeluarkan aturan 

perundangannya. Indonesia pernah mempunyai perundang-undangan yang 

lama sekali masa berlakunya tanpa banyak diwujudkan aturan pelaksanaan 

yang banyak disebut dalam aturan perundangannya. Undang-undang itu 

dikenal dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Sekarang ini 

undang-undang yang memerintahkan deskripsi lebih lanjut bagaimana daerah 

Indonesia yang dibagi atas daerah besar dan kecil itu dibentuk susunan 

pemerintahannya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian 

diganti lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004. 

Indonesia tidak mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang 

bersifat negara (staat). Menurut pasal 18, hubungan antara Pemerintahan 

Pusat dan Daerah diikat dalam hubungan sebagai negara kesatuan. Hubungan 

seperti ini secara hirarki merupakan hubungan antara ordinat dengan sub 

ordinat, antara atasan dan bawahan. Praktek pemerintahan selama ini mencoba 

untuk menyesuaikan dengan kehendak pasal 18 UUD 1945. Setiap undang- 

undang yang dikeluarkan untuk mengatur daerah besar dan kecil tersebut, 

susunan pemerintahan di daerah seIalu berbentuk hirarkis. Terlihat dengan 

adanya daerah tingkat I, daerah tingkat 11 dan pernah pula mempunyai daerah 

tingkat 111. Tingkat I, tingkat I1 dan 111 merupakan tingkatan pemerintahan 

yang menunjukkan besar kecilnya hubungan kekuasaan. 



Demikian pula nama undang-undangnya pun diberi nomor urut seperti 

UU No. 1/1945, UU.No.2211948, UU.No. 1/1957, UU.No.6/1959, 

UU.No. I8/1965, UU.No.5/1974, UU.No.22/1999 dan yang terakhir 

UU.No.32/2004 

Paket undang-undang baru ini mencoba menawarkan solusi atas 

kemacetan pelaksanaan otonomi daerah yang selama masa pemerintahan orde 

baru didasarkan kepada UU.No.5/1974 yang dalam pelaksanaannya amat 

mengecewakan. 

Dibandingkan dengan UU.No.5/ 1974, maka UU.No.22/1999 

menggulirkan prospek ekonomi yang lebih menjanjikan sesuai aspirasi yang 

berkembang di masyarakat luas. UU.No.22/1999, khususnya berupaya untuk 

memberdayakan DPRD. Secara struktural, konsep Pemerintahan Daerah 

dalam UU.No.5/1974 yang mencakup Kepala Daerah dan DPRD kini tidak 

dianut lagi. Keberadaan kedua lembaga tersebut dipisahkan oleh 

UU.No.22/1999. 

Kemudian UU. No. 224999 diganti lagi dengan UU.No.32/2004, 

Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Pemerintah Daerah yang dipilih 

secara demokratis, pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah 

tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, DPRD, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memilih tugas 

dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 



maka pemilihan secara demokrasi dalam Undang-undang ini dilakukan oleh 

rakyat secara langsung. 

Sedangkan, hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam 

pembentukan kebijaksanaan dilakukan secara kemitraan. Kepala Daerah 

berwenang menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan bersama DPRD. 

Dan menurut UU.No.32 Tahun 2004 Gubernur bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

Menurut ketentuan pasal 18, dasar permusyawaran juga diadakan pada 

tingkat daerah. Dengan demikian, permusyawaratan/perwakilan tidak hanya 

dapat pada pemerintahan tingkat pusat, melainkan juga pada pemerintah 

tingkat daerah. Dengan kata lain, pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa 

pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus dijalankan 

melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan. Dalam 

susunan kata atau kalimat pasal 18 tidak terdapat keterangan atau petunjuk 

yang memungkinkan pengecualian dari prinsip atau dasar permusyarawatan 

perwakilan itu. 

Hatta menafsirkan "dengan memandang dan mengingati dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul 

dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa", dengan menyatakan :I0 

Bagian kalimat yang akhir ini, dalam Undang-Undang Dasar, 
menyatakan: "Hak melakukan pemerintahan sendiri bagi segenap 
bagian rakyat menjadi sendi kerakyatan Indonesia. Diakui hak tiap-tiap 
bagian untuk rnenentukan diri sendiri dalarn lingkungan rakyat yang 
satu, supaya hidup jiwa rakyat seluruhnya dan tersusun tenaga 

10 [bid, hlm. 6. 



pembangunan masyarakat dalam segala golongan untuk kesejahteraan 
Republik Indonesia dan kemakrnuran penduduknya". 

Hal meIakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam 

sebuah negara kesatuan (eenheihstaat) tidak lain berarti otonomi yaitu hak 

untilk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri. Dengan 

demikian makin kuat alasan bahwa pemerintahan dalam susunan daerah besar 

dan kecil menurut pasal 18 tidak lain dari pemerintahan yang disusun atas 

dasar otonomi. 

Dari hasil pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada hakikatnya 

otonomi daerah adalah : 

t4ak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak 

tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah 

(pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur 

dan mengurus kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayarln 

dan pertanggung jawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada 

pihak yang memberi dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah pusat. 

Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah 

tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang 

otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. 

Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang 

d iserahkan kepadanya. 



Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan 

mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur 

11 d m  mengurus rumah tangga daerah lain. 

Dalam upaya penataan Pemerintahan Daerah melalui asas 

desentralisasi yang berintikan mengurus dan mengatur urusan rumah tangga 

sendiri sebenarnya telah menganut asas demokrasi yang menekankan terhadap 

peranan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat bukan di tangan 

penguasa. Oleh karena itu pembagian kekuasaan atau kewenangan dalam 

mengatur negara dan pemerintahan itu hams dikembalikan kepada rakyat. 

Jika asas dan sistem demokrasi ini dijalankan secara konsekuen maka 

tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 

dibangun secara mandiri dan konsultatif. l 2  

Dari segi ketatanegaraan, masalah Pemerintah Daerah merupakan 

salah satu aspek struktural dari satu negara sesuai dengan pandangan bahwa 

negara adalah satu organisasi atau satu sistem. Pembagian negara dalam 

beberapa daerah propinsi dan kemudian dibagi dalam beberapa kabupaten dan 

seterusnya, dimaksudkan derni memudahkan pelayanan rnasyarakat dan 

mewujudkan jaringan pemerintahan yang teratur d m  sistematis. Aturan dalam 

undang-undang sesuai dengan jiwa dan batasan yang tercantum daiam UU 

1945. 

I I Sarundajang, A m  Batik Kekuasaan Pusat ke Daerah, ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, 
Jakarta, 2000, hlm. 35. 

'' Miftah Thoha, Hubungan Pusat dan Daerah,ctk. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 
7 



Dari semula telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara 

kesatuan. Gagasan negara kesatuan diterangkan secara jelas dan konkret 

dalam pembukaan UUD 2945 serta dalam setiap ketentuan perundang- 

undangan yang mengatur hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Dengan pengertian dan tafsiran tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: pasal 18 ULID 1945 berikut penjelasan UUD 1945 merupakan 

landasan hukum pembentukan Pemerintah Daerah berikut aparat-aparat 

'pelaksananya yang mana salah satu unsur pentingnya ialah adanya semacam 

Badan Perwakilan Daerah yang dalam perkembangannya menjelma menjadi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti pengertian yang berlaku sekarang 

ini. 

Selanjutnya dapat diringkas isi penjelasan pasal 18 UUD 1945 berupa 

pokok-pokok pengertian sebagai berikut : 

Daerah tidaklah bersifat "sfaaf " atau negara (dalam negara). Wilayah 

Indonesia mula-mula akan dibagi dalam propinsi-propinsi. Propinsi ini 

kemudian akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah- 

daerah itu adalah daerah otonom atau daerah administrasi. Di daerah otonom 

dibentuk Badan Perwakilan Daerah sesuai dengan dasar pemusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan negara. Bahwa "volksgemeenschappen " seperti 

desa, nagari, marga dan sebagainya adalah daerah-daerah yang bersifat 

istirnewa, dan yang kedudukannya dihormati l 3  

" B.N. Marbun, DPRD Pertumbuhan, Masalah dun Masa Depmnyactk. Pertama, Erlangga, 
Jakarta, 1994, hlm. 10. 



Peranan penvakilan Badan Legislatif pada hakikatnya berkenaan 

dengan masalah hubungan antara badan tersebut tepatnya anggota Badan 

Legistlatif dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu 

berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan. Teori demokrasi 

mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi 

di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. 

Dengan kata lain, pemerintah (government) melakukan apa yang dikehendaki 

rakyat, setidak-tidaknya pemerintah menghindarkan diri dari apa yang tidak a 

dikehendaki oleh anggota masyarakat. 

Disamping itu karena warga suatu sistem politik sedemikian rupa 

besamya di masa modem ini maka demokrasi menentukan pulan bahwa 

sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui penvakilan 

mereka di dalam Badan Legislatif. Dalam ha1 ini, para wakil rakyatlah yang 

bertindak atas nama pihak yang diwakili dan merumuskan serta memutuskan 

kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan. Demikianlah gambaran 

pemerintahan penvakilan yang merupakan institusi dengan fungsi 

melembagakan partisipasi para anggota masyarakat antara lain melalui Pemilu 

untuk menentukan anggota Badan Legislatif. Sungguh pun demikian, tidaklah 

berarti secara otomatis setiap kebijaksanaan pemerintah sejajar dengan 

kehendak atau opini masyarakat. Sebab sekali terpilih setiap anggota Badan 

Legislatif sekaligus berada di dalam kemungkinan untuk memuaskan dan 

mengecewakan masyarakat dalam proses perumusan dan pernutusan 

kebijaksanaan. 



Memuaskan kehendak masyarakat atau kemauan urnum adalah esensi 

dari fungsi anggora serta Badan Legislatif itu sendiri selaku wakil rakyat. 

Akan tetapi perlu diingat bahwa Badan Legisfatif merupakan salah satu unit 

dari sistern politik. Lalu anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai 

kelompok kepentingan juga merupakan salah satu aspek "jaringan kekuasaan" 

disamping eksekutif dan lembaga lainnya. Oleh karena itu anggota badan 

tersebut perlu pula mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang 

ada, baik yang dari perorangan, maupun dari berbagai kesatuan individu 

seperti kekuatan politik, kelompok kepentingan eksekutif dan sebagainya. 

Dengan demikian para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai 

kehendak atau opini tersebut dalam proses perumusan dart pemutusan 

kebijak~anaan'~ 

Pada hakikatnya suatu pemerintahan rakyat hrvuslah sesuai dengan 

falsafah Pancasila sudah tentu pemerintahan rakyat (dernokrasi) harus 

dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai (values) falsafah Pancasila. 

Dengan demikian maka demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakifan yang rnengandung semangat Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 

Keadilan sosial"ls 

l4 Arbi Sanit, Penvakilan Politik di Indonesia, Rajawali Pen, Jakarta, 1985, him. 203-205 
'' Sri Soemantri, Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945,Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1989, him. 6. 



,.krasi Pancasila termasuk dalam sifat pelaksanaan demokrasi 
Dew 

r=S art inya pelaksanaan demokrasi Pancasila melalui perwakilan. 
- ' ~ a r s ~ S *  

a- m il ih wakil-wakilnya melalui Pemifu untuk duduk dalam lembaga 
tc.9-* 

me 
- 

baik untuk tingkat nasional maupun untuk tingkat daemh. Dengan - -kilafl 
hakikatnya lembaga perwakilan rakyat di negara RI merupakan 

==iaI.l P 
unruk mewujudkan demokrasi Pancasila secara nyata. Hal ini 

'%pa 
'c. 
' 

dari landasan idiil maupun konstitusional dari proses sampai terbentuk 

pe rwak i i an  di negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa 

,i formal yang dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi melalui 

an (re fresentative ckmocrocy) . 

Pri,,fip-prin~ip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang- 

Undang Nornor 32 Tahun 2004 dan Pelaksanaannya di Provinsi Riau 

2- Subjek Penelitian 

1. Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau 

2. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau 

3. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau 

4. Ketua Partai Golkar Provinsi Riau 

5. Ketua Partai PDI-P Provinsi Riau 

6. Ketua Partai PPP Provinsi Riau 

7. Ketua Partai PAN Provinsi Riau 



8. Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau 

3. Sumber Data 

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. 

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan berupa dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, 

makalah dm lain-lain. 

c. Data Tertier, yakni data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, 

d m  yang sejenisnya yang berfungsi untuk rnendukung data primer dan 

sekunder 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Mengadakan wawancan dengan subjek penelitian tentang 

pennasalahan yang diteliti. 

b. Studi Kepustakaan 

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang 

berhubungan dengan pennasalahan yang sedang diteliti. 

5. Metode Pendekatan , 

Yuridis sosiologis, yakni mendekati pernasalahan dari aspek norna hukum 

yang diimplementasikan dalam tataran empirik. Selanjutnya, dilihat fakta- 

fakta empirik tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum. 

6. Analisis Data 

Deskriptif kualitatif, yakni; data yang terkumpul selanjutnya dianalisis 

secara kualitatif dengan mengunakan metode deduksi yakni menganalisis 



dari pennasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan 

secara universal berdasarkan teori yang ada. 



BAB I1 

BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN 

A. Pengertian 

Bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara 

keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, 

yaitu daerah bangsa dan pernerintahannya. Dengan kata lain, bentuk-bentuk 

negara melukiskan dasar-dasar negara susunan dan tata tertib suatu negara 

berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing- 

masing organ itu dalam kekuasaan negara. 

Sedang bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur organisasi 

dan fungsi pernerintahan saja dengan tidak menyinggung struktur daerah, 

maupun banysanya. Dengan perkataan lain: bentuk-bentuk pemerintahan 

"melukiskan" bekerja organ-organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang 

tetap. 

Untuk rnencegah terjadinya salah pengertian, maka perlu dibedakan 

secara tegas penggunaan istilah mengenai "bentuk" yang ditujukan kepada 

pengertian republik, sedangkan istilah 'susunan' ditujukan kepada pengertian 

kesatuan atau federasi. Sehingga diperoleh pengertian mengenai bentuk 

negara sebagai republik dan susunan negaranya sebagai negara kesatuan atau 

federasi. 

Kalsifikasi Bentuk Negara dan Sistem Pemerintah Negara sebagai 

berikut: 



1 Bentuk ~ e ~ a r a ' ~  

1. Negara Kerajaan 
(Mowchie), dengan 
sistem antam lain : 
1) Sistem absolutisrne; 
2) Sistem terbatas; 
3) Sistem konstitusional. 

2. Negara Republik dengan 
sistem antara lain: 
I )  Sistem referendum; 
2) Sistem parlernenter; 
3) Sistem presidensil. 

3. A ri strokras i (Oligmk~) 
4. ~ernokrasi", rneliputi: 

1) Dernokrasi langsung 
2) Dernokrasi tak 

langsung 
5. Autokrasi (autokrasi 

terpi rnpin / auforitaren 
fuhrerstuat/ auto rithire 
leider staat)I9. 

Susunan Pemerintah 
~ e ~ a r a  ' 

1. Negara Kesatuan 
(unitmisme), negara yang 
bersusun tunggal; 

2. Negara Serikat (federasi); 
Bundesstaat; negara yang 
bersusun jamak; 

3. Perserikatan negaraZ0, 
negara atau gabungan 
negara-negara 
(staatenverbindingen atau 
Bentuk ~ene~araan'  I 
antara lain : 

I .  Serikat Negara 
2. Negara Uni, yaitu : 

a. Uni personil 
bersonele unie); 

b. Uni riil (reele 
unise) 

3. Negara dibawah 
pengawasan yaitu : 

4. a. Praktektorat (vazal) 
rneliputi: 

1)  Praktektorat 
Kolonial; 

2) Praktektorat 
Internasional 

a. Koloni 
b. Mandat 
c. Perwakilan 

(Trusteeship) 
5. PBB (Staattenbaund) 
6. Dominion 

Sistem 
Pemerintahan 

1. Presidensiil; 
2. Parlementer; 
3. Quasi; 
4. Referendum. 

l6 Soehino, Ilmu Negara, ctk. Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.182. 
" Moh. Kusnardi, et.al. Penguntar Huhm Toia Negara Indonesia, ctk. Kelima, Sinar Bakti, 

Jakarta, 1983, hlm.116. 
Ibid htm.17. 

lg Ibid, hlm. 182. 
zo Soehino, Op.cir., hlm.17l 

Sarnidjo, Ilmu Negura, ch.  Pertama, Armico, Jakarta, 1986, hlm. 171. 



B. Bentuk Negara 

1. Monarchie 

Monarchie (Kerajaan, Kesultanan atau Kekaisaran), ialah negara 

dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk 

seumur hidup. Selain raja, kepala negara Monarchie dapat berupa Kaisar 

(Kaisar Jepang atau China sebelum dijajah Inggris) Syah (Syah Iran) dan 

Sultan (Sultan Brunei). Contoh negara Monarchi antara lain: berbentuk 

kerajaan yaitu : Belanda, Inggris, Norwegia, Arab Saudi, Yordania, Muang 

Thai; berbentuk kekaisaran yaitu; Jepang, berbentuk Kesultanan, yaitu : 

Brunnai Darussalam; dan berbentuk Syah, yaitu : Iran 

Beberapa macam Monarchi antara lain: 

1.1. Monarchi Mutlak (Absoluf), yaitu seluruh kekuasaan berbeda ditangan 

raja, raja mempunyai kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (mutlak). 

Contoh Perancis dibawah Louis XIV dan Louis XVI, Spanyol dibawah 

raja Philip 11, Rusia dibawah Tsar Nidholas. 

1.2. Monarchie terbatas (Konstitusionall Monarchie dengan undang-undang), 

yaitu suatu Monarchie dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi 

(ULJD). Contoh, Kerajaan Inggris dengan konstitusi yang bersumber 

pada kebiasaan (konvensi). 

1.3. Monarchie Parlementer, yaitu suatu Monarchie dimana terdapa sesuatu 

parlemen (DPR), terhadap dewan mana para mentri baik perseorangan 

maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya. Contoh, 
d 

Kerajaan Belanda. 



2. Republik 

Republik berasal dari bahasa Lathin Respublica yang artinya 

'kepentingan umum' ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai 

oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat 

untuk suatu masa jabatan tertentu (misal USA selama 4 Tahun Indonesia 

selama 5 Tahun). Misalnya, Republik Indonesia, Republik Rakyat China, 

Republik rakyat Filipina. 

Macam-macam bentuk Republik : ' 

2.1. Republik dengan sistem pemerintah rakyat secara langsung (system 

referendum). Misalnya, Yunani Kuno dan Romawi Kuno. 

2.2. Republik dengan sistem pemerintahan perwakilan rakyat (system 

parlementer). Misalnya Negara Republik Indonesia pada saat berlakunya 

UUDS 1950. 

2.3. Republik dengan sistem pemisahan kekuasaan (sistem presidensil). 

Misalnya, Negara Republik Indonesia 

3. Aristokrasi (Oligarki) 

Aristokrasi adalah negara dengan pemerintahan yang pimpinan 

tertingginya terletak ditangan beberapa orang, biasanya dari kalangan feodal, 

golongan yang berkuasa (oligo artinya beberapa) 

Golongan orang yang memegang kekuasaan dapat dibedakan menurut 

kelahiran (kebangsmn), umur, hak milik atas tanah, kekayaan 

keraj inan,pendidikan, fungsi-fungsi militer dan lain-lain. 



4. Demokrasi 

Demokrasi ialah suatu negara dengan pemerintahan yang dipimpin 

tertinggi terletak ditangan rakyat (demos = rakyat, cratein = kekuasaan). Jadi 

suatu pemerinyah negara disebut demokrasi apabila kekuasaan negara 

ditangan rakyat, dimana gerak langkah negara ditentukan oleh kehendak 

rakyat. 

Syarat-syarat demokrasi, antara lain: 

a) Harus didukung oleh persetujuan umum (general consten); 

b) Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yank dipilih melalui 

referendum yang luas atau melalui Pemilu : 

C) Kepala ncgara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilu, dan 

bertangguny jawab kepada dewan legislatif ; 

d) Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar 

kesederajatan; 

e) Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan 

rakyat. 

Macam-macam bentuk negara demokrasi, yaitu : 

4.1. Demokrasi Langsung, yaitu negara demokrasi dimana semua warga 

negara secara langsung memilih serta ikut memikirkan jalannya 

pemerintah, bahkan semua orang ikut memerintah. Contoh Negara 

Yunani Kuno, New England dan Negara-negara bagian Swiss 

(Appenzel I, Glarus, Uri dan Untenvalden) 



4.2. Dernokrasi Perwakilan yaitu suatu negara dimana tidak semua orang 

warga negaranya diikutsertakan secara langsung dalam pemerintahan, 

tetapi mereka itu memilih wakil-wakil diantara mereka yang duduk 

dalam badan-badan perwakilan (parlemen). Contoh negara demokrasi 

penvakilan, USA dengan parlemen, Indonesia dengan DPR. 

5. Autokrasi 

Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara 

yang berdasarkan atas pandangan autoriteit negara. Dimana pengangkatan 

atau penunjukan kepala negara tidak menggunakan sistem pewarisan 

(sebagairnana negara monarkhi dengan azas ketidaksamaan walaupun tidak 

sama persis) tetapi setiap orang berhak menduduki jabatan kepata negara 

(sebagairnana negara republik dengan asas kesarnann walaupun tidak sama 

persis). 

Contohnya Negara Autokrasi yang berubah menjadi negara tinni, 

Monarkhi Mutlak Perancis dibawah Lois XIV dan diktalctor Jerrnan dibawah 

Adolf Hitler. 

C. Susunan Pemerintahan 

1. Negara Kesatuan 

Negara kesatuan disebut juga dengan uniterisme atau eenheistaat, ialah 

suatu negara yang merdeka atau berdaulat, dimana diseluruh negara yang 

berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi 

tidak terdiri dari beberapa daerah yang berstatus negara bagian (deelstaat) atau 



negara dalam negara. Dengan demikian dalam rangka kesatuan hanya ada satu 

pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta 

wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan 

kebijaksanaan pemerintahan negara baik dipusat maupun di daerah-daerah, 

didalam maupun di luar negeri. 

Negara kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, mewujudkan 

kesatuan, unity, dan yang mono-setris berpusat satu). 

Macam-macam negara kesatuan, antara lain : 

1.1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala urusan diatur 

oleh pemerintah pusat. Sedang pemerintah daerah tidak mempunyai hak 

untuk mengurus sendiri daerahnya, pernerintah daerah tinggal 

melaksanakan. 

Contoh : Jerman dibawah Hitler. 

1.2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Cgedecentraliseerde 

eenheidrstaat), dimana kepala daerah-daerah diberikan kesempatan dan 

kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) 

yang dinamakan daerah swatantra (daerah otonomi). 

Contoh: Republik Indonesia dengan daerah Swatantra (autonomie) 

tingkat I (Daswati atau Pemprov) dan Daswati I1 atau pemkot / Pemkab. 

2. Negara Federasi 

Federasi berasal dari kata latin foedus, yang berarti perjanjian atau 

persetujuan. Dalam federasi atau negara serikat (federasi = bonstaat = 

bundestaat), merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau 



belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalarn suatu ikatan politik, 

ikatan mana akan mewakili mereka secara keseluruhan, jadi merupakan suatu 

negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Yang berdaulat. adalah 

persatuan dari negara itu yaitu Negara Serikat (Pemerintah Federal). 

Jadi negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang 

merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri 

dalam suatu Negara Serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan 

sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan 

menyerahkannya kepada negara serikat itu. kekuasaan yang diserahkan 

disebutkan sebuah demi sebuah (Zimifafive); hanya kekuasaan yang disebutkan 

saja yang diserahkan kepada negara serikat (delegafed powers). Lazimnya 

kekuasaan yang diberikan negara-negara bagian kepada negara serikat adalah 

hal-ha1 yang berhubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan 

urusan pos, dengan demikian kekuasaan yang diberikan tersebut sifatnya 

terbatas, karena kekauasaan asli ada pada negara bagian itu ~ e n d i r i . ~ ~  

Anggota-anggota federasi tidak berdaulat dalarn arti yang 

sesungguhnya. Federasilah (negara) sebagai kesatuan nasional yang berdaulat. 

Anggota-anggota suatu federasi disebut "Negara Bagian" yang dalam bahasa 

asingnya dinamakan " deestaar ", "state ", "anton ", atau "lander ". 

Kekuasaan asli tetap ada pada Negara Bagian; negara bagian 'ini 

berhubungan langsung dengan rakyatnya, kekuasaan dari negara serikat, 

adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian kepada Negara Serikat 

22 CTS Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 
hlm, 4. 



adalah hal-ha1 yang berhubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan 

dan urusan pos. 

Federasi adalah bentuk tengah, suatu bentuk komptomistis antara 

konfederasi yang hubungannya tidak erat dengan negara kesatuan yang sangat 

kukuh ikatannya. Komponen-komponen suatu federasi menghendaki 

persatuan (union), tetapi menolak kesatuan (unity). Bentuk negara federasi 

adalah gejala modem yaitu baru dikenal di sekitar tahun 1787, ketika para 

pembentuk konstistusi 'Amerika Serikat memilih bentuk federasi sebagai 

bentuk pemerintahan mereka. Sejak saat itu negara Amerika Serikat menjadi 

"bentuk modelWdari hampir semua federasi-federasi yang dibentuk kemudian. 

Bentuk federasi yang dikenal dalam jaman kuno ataupun dalam abad 

pertengahan (abad ke V - abad ke XV). Hal ini karena federasi memerlukan 

syarat-syarat tertentu. 

Menurut C.F. Strong dalam bukunya 'Modern Political Institution ', 

diperlukan dua syarat untuk mewujudkan suatu federasi, antara lain : 23 , 

I .  Hams ada semacam perasaan nasional (a sense of Nationality) diantara 

anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik yang hendak berfederasi 

tersebut; 

2. Hams ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik itu 

akan persatuan (union) dan kesatuan (unity) karena apabila anggota- 

anggota itu menginginkan kesatuan, maka bukan federasi yang dibentuk, 

23 Sarnidjo, Op. cit, hlm. 166 



melainkan negara kesatuan selain itu federasi ditandai oleh tiga ciri yang 

khas, yaitu: 24 

1. Adanya supremasi konstitusi federasi; 

2. Adanya pemencaran kekuasaan (disribution of powers) antara negara 

federal dengan negara bagian; 

3. Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan 

sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara federal dengan 

negara bagian; 

D. Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu 

"sistem" dan 'pemerintah'. Menurut Car1.J. Friecdrich 25, sistem adalah suatu 

keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan 

fungsional baik anatara bagim-bagian maupun hubungan fungsional terhadap 

kesel uruhannya, seh ingga hubungan itu rnenimbulakan suatu ketergantungan 

antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja 

dengan baik akan mempengaruhi keseiuruhannya itu 

Adapun pemerintahan dalam arti Iuas adalah segala urusan yang 

dilakukakan oieh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya 

dan kepentingan negara ~ e n d i r i . ~ ~  Karena itu apabila berbicara tentang sistem 

pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian 

24 lbid 
25 Carl J. Frederich &lam Moh. Kusnardi, etal, Pengantar Hukum Tata Negara Indenesiu, 

ctk. Kelima, Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 171. 
26 pemerintah sernata-rnata tidak hanya sekedar rnenjdankan tugas eksekutif saja, melainkan 

juga tugas-tugas lainnya tennasuk legislatif dan yudikatif. Lihat Ibid. 



kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan 

kekuasaan-kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan 

rakyat. 

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan apa negara- 

negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil atau 

bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kodisi yang berbeda sehingga 

melahirkan bentuk-bentuk semua (quas~27, misalnya quasi parlementer atau 

quasi presidensiil. 

1. Sistem Parlementer 

Sistem parlementer merupakan sistem pemerinahan dimana hubungan 

antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini 

disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. 

Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan 

dengan suaru terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan 

pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki 

oleh parlemen. 

Adapun ciri-ciri urnum dari sistem pemerintahan parlementer antara 

lain : 

a. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau dasar 

kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. 

- - 

'' Disebut 'Quasi' karena jika dilihat dari salah satu sistern perleman atau presidensiil, dia 
bukan merupakan bentuk yang sebenamya. Waca pada dasarnya merupakan baentuk gabungan 
antara kedua bentuk pernerintahan tersebut. 



b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota kabinet 

mungkin seluruh anggota parlernen, atau tidak seluruhnya dan mungkin 

pula selumhnya bukan anggota parlemen; 

c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen 

(legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa orang dari 

padanya harus mengundurkan diri ; 

d. Sebagai imbangan dapat dijatuhkan kabinet, maka kepala negara 

(presiden; raja atau ratu) dengan saran a@u nasehat Perdana Menteri dapat 

membubarkan parlemen. 

e. Kekuasaan kehakiman secara prisipil tidak digantungkan kepeda lembaga 

eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegati intimidasi dan intervensi 

lernbaga lain. 

Dari sejarall ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan 

dari bentuk negara Monarchi kontitusionil, dimana kekuasaan raja dibatasi 

oleh konstitusi. Karena dalam sistem parlementer, Presiden, Raja dan Ratu 

kedudukannya sebagai Kepala Negara. 

Sedangkan yang disebut eksekutif dalam sistern parlemen adalah 

kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-rnenteri yang 

bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Karena itulah 

Inggris dikenal istilah "The King can do no wrong". Pertanggungjawaban 

menteri kepada parlernen tersebut dapat berakibat kabinet meletakan jabatan, 



dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak 

lagi mempercayai Kabinet. 28 

1.1. Sistem Parlernen deogan Dua Partai. 

Dalam sistem dua partai, ketua partai politik yang memenangkan 

pemilu sekasligus ditunjuk sebagai formatur kabinet yang langsung sebagai 

perdana menteri. Seluruh menteri dalam kabinet adalah mereka yang terpilih 

sebagai anggota parlemen, dengan konsekwensi setelah diangkat menjadi 

Menteri harus non aktif dalam parlemen (kabinet parlementer). Kabinet partai ' 

politik yang menguasai kabinet adalah sama dengan partai politik yang 

memegang mayoritas di House of Commons maka kedudukan kabinet sangat 

kuat, sehingga jarang dijatuhkan oleh parlemen sebelum dilaksanakan pemilu 

berikutnya. Misalnya, sistem parlementer di ~ n ~ ~ r i s . ~ ~  

1.2. Sistem Parlementer dengan Multi Partai 

Dalam sistem multi partai didalam parlemen tidak satupun dari partai 

politik yang mampu menguasai kursi secara mayoritas, maka pembentukan 

kabinet disini sering tidak lacar. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik 

tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk kabinet/formatur. Dalam ha1 ini 

diformatur harus mengingat perimbangan kekuatan di parlemen. Sehingga 

disetiap kabinet dibentuk merupakan bantuk kabinet koalisasi (gabungan dari 

beberapa partai politik). 

Karena koalisasi didasarkan pada kompromi, kadang-kadang terjadi 

setelah kabinet berjalan, dukungan yang diberikan oleh salah satu partai 

28 Ibid him. 173-174. 
29 Karena sangat kuat kedudukan kabinet &lam sistem parlemen di lnggris ini, Ivon Jenings 

menulis bukunya 'The Cabinet Government'. Lihat Ibid, hlrn. 174. 



politik ditarik kernbali dengan cara rnenarik menterinya (kabinet 

mengembalikan rnandatnya kepada Kepala Negara). Sehingga dalam sistem 

, parlemen dengan multi partai sering terjadi ketidakstabilan pernerintahan 

(sering penggantian kabinet). Misal, Republik Indonesia tahun 1950-1959, 

dirnana terjadi 7 kali pergantian kabinet. 

2. Sistem Presidensiil 

Pemerintahan Sistern Presidensiil adalah suatu pemerintahan dirnana 

kedudukan eksekutif bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat, 

dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) 

parlernen. 

Ciri-ciri sistern pernerintahan presidensiil : 

a. Presiden adalah kepala eksekutif yang rnernirnpin kabinetnya sernuanya 

diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai 

kepala negara (larnbang negara) dengan rnasa jabatan yang telah 

ditentukan dengan pasti oleh UUD; 

b. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah 

pernilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti 

dalarn sistern pemerintahan parlementer; 

c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif dan tidak dapat 

dijatuhkan oleh badan legislatif; 

d. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat rnembubarkan badan legislatif. 

Dalam sistern pemerintahan presidensiil seorang presiden 

bertanggungjawab kepada pemilihannya (kiescollege). Sehingga seorang 



presiden diberhentikan atas tuduhan House of Representattives setelah 

diputuskan oleh senat. Misalnya. Sistem pemerintahan presidensiil di USA. 

3. Komparasi Sistem Pemerintahan Parlementer dengan Sistem 

Pemerintahan Presidensiil. 

Sebab-sebab timbulnya perbedaan antara dua sistem pemerintahan 

tersebut diatas adalah karena latar belakang sejarah politik yang dialami oleh 

masing-masing negara itu berlainan. 

Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel komparasi 

berikut: 

Sistem Pemerintahan Parlementer 
a. Latar belakang timbulnya 

Timbulnya dari bentuk negara 
Monarchi yang kemudian mendapat 
pengaruh dari pertanggungjawaban 
mentri. Sehingga fungsi raja 
merupakan faktor stabilisasi jika 
terjadi perselisihan antara eksekutif 
dan legislatif. Misalnya. Kerajaan 
Inggris, Perancis dan Belanda. 

b. Keuntungan 
Penyesuaian anatara pihak eksekutif 
dan legislatif mudah dapat dicapai. 

c. KeIemahan 
I .  Pertentangan anatara eksekutif 

dan legislatif bisa sewaktu- 
waktu terjadi menyebabkan 
kabinet hams mengundurkan 
diri, dan akibatnya 
pemerintahan tidak stabil; 

2. Sebaliknya, seorang presiden 
dapat pula membubarkan 
legislatif; 

3. Pada sistem perlemen dengan 
multi partai (kabinet koalisi) 
apabila terjadi mosi tidak 
percaya dari beberapa partai 

Sistem Pemerintahan Presidensiil 
a. Latar belakang timbulnya. 

Timbulnya dari keinginan untuk 
melepaskan diri dari dominasi 
kekuasaan raja, dengan mengikuti 
ajaran Montesquieu dengan ajaran 
Trias Politika. Misalnya, negara 
USA timbul sebagai kebencian atas 
Raja George I11 (Inggris). 

b. Keuntungan 
Pemerintahan yang jangka waktu 
yang ditentukan itu stabil. 

c. Kelemahan 
1. Kemungkinan terjadi bahwa 

apa yang ditetapkan sebagai 
tujuan negara menurut 
eksekutif bisa berbeda dari 
pendapat legislatif; 

2. Untuk memilih presiden 
dilakukan untuk masa jabatan 
yang tidak sama, sehingga 
perbedaan yang timbul pada 
Para pemilih da pat 
mempengaruhi sikap dan 
pandangan lembaga itu 
berlainan. 



politik, sering terjadi pertukaran 
(penggantian) kabinet 

4. Sistem Quasi 

Sistem Pemerintahan Quasi pada hakekatnya merupakan bentuk 

variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan 

presidensiil. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga 

melahirkan bentuk-bentuk semuanya apabila dilihat dari kedua sistem 

pemerintahan diatis, sistem pemerintahan diatas, setelah pemerintahan quasi 

bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi 

parlementer dan quasi presidensiil. 

Pada pemerintahan sisten~ quasi presidensiil, Presiden merupakan 

kepala pemerintahan dengan dibantu oleh Kabinet (ciri presidensiil). Tetapi 

dia bertanggungjawab kepada lembaga dimana dia bertanggungjawab, 

sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan presidedeksekutif (ciri 

sistem parlementer). Misal sistem pemeritahan Republik Indonesia. 

5. Sistem Referendum. 

Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistern quasi (quasi 

presidensiil) dm sistem presidensiil murni. Tugas pembuat Undang-Undang 

berada dibawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan 

itu dilakukan dalam bentuk referendum. 

Dalam sistem ini pertentangan antara eksekutif (bundersrat) dan 

legislatif (keputusan dari pada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari 



eksekutif ini dipilih oleh brrdersversammlung untuk waktu tiga tahun lamanya 

dan bisa dipilih kembali. 

Berkenaan dengan pengawasan rakyat dalam bentuk referendum, maka 

dikenal dua sistem referendum yaitu : 

a. Refirendurn Obligator, yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus 

diberikan dalam pembuatan suatu peraturan UU yang mengikat rakyat 

seluruhnya, karena sangat penting. Contoh, persetujuan yang diberikan 

oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. 

b. Refirendrtm Fctkullat$ yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan 

terhadap UU biasa, karena kureng pentingnya, setelah UU itu diumumkan 

dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Kcuntungan dari sistem pemerintahan referendum, adalah bahwa 

setiap masalah negara, rakyat langsung ikut serta menanggulanginya dan 

kedudukan pemeritah stabil yang membawa akibat pemerintahan akan 

memperoleh pengalaman yang baik dan menyelenggarakan kepentingan 

rakyatnya. 

Adapun kelemahannya, tidak setiap masalah rakyat mampu 

menyelesaikannya, karena untuk mengatasi perlu pengetahuan yang cukup 

bagi rakyat dan sistem ini tidak dapat dilaksanakan jika banyak terdapat 

perbedaan famah antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijaksanaan 

politik. Contoh sistem pemerintahan referendum adalah Swiss. 



E. Bentuk Negara Indonesia 

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily  brah him,^ UUD 1945 baik 

dalam pembukaan maupun pasal-pasalnya basal 1) ti&k menunjukan adanya 

persamaan pengertian dalam menwnakan istilah untuk negara. Apakah 

penggunaan istilah bentuk negara itu ditunjukan kepada sifat negara Indonesia 

sebagai Rebpulik ataukah sebagai Negara Kesatuan. Dalam pembukaan 

dinyatakan : 

"...maka disusunlah ketnerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 

sztatzt Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbenruk dalam 

szrstcnan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyar dengan 

berdusarkan kepadu .. . " 

Lebih lanjut dalarn pasal 1 ayat ( I )  disebutkan pu1a:"Negara Indonesia 

adalah negara kcsoftran yang berbentuk Republik ". 

Narnun demikian sesuai dengan musyawarah badan PPKI 

rnenyirnpulkan bentuk negara adalah Republik. Hal ini dapat diketahui dari 

beberapa definisi: 

1. Bentuk negara bukan Monarchi (Kerajaan); 

2. Kepala negara dipilih dan tidak diturun temurun; 

3. Masa jabatan Kepala Negara ditentukan dalam kurun waktu tertentu. 

Apabila ketiga ciri perneritahan Republik tersebut dikaitkan dengan 

ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945, maka terdapat dalam: 

Moh. Kusnardi, et.al. Op ... city hlm. 173. 



1. Pasal 1 ayat 1 yang menyetakan negara Indonesia adalah kesatuan yang 

berbentuk republik dan bukan kerajaan : 

2. Pasal 6 ayat 2, yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih oleh 

rakyat dan tidak turun temurun; 

3. Pasal 7 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan 

selama lima tahun. 

Dengan demikian jelaslah dari pasal tersebut tersirat bahwa bentuk 

negara Indonesia adalah Republik sedangkan susunan negaranya adalah 

kesatuan. 

F. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 

1. Sistem Pemerintahan Indonesia Pra Amandemen UUD 1945 

1.1. Sistem Pemerintahan Menurut Sifatnya. 

Berdasarkan UUD 1945 maka sistem pemerintahan lndonesia adalah 

presidensiil, namun sistem ini bukan mempakan suatu konsekensi yang 

diadakan karena ULlD 1945 menganut ajaran Trias Politika. Jadi jika ada 

sistem pemerintahan presidensiil, maka Indonesia tidak terdapat sistem 

presidensil yang m ~ r n i . ~ '  

Pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukan bahwa pemerintah Indonesia 

menganut sisten presidensiil, dimana presiden menjadi kepala eksekutif 

(pemerintahan) dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang 

bertanggung jawab kepadanya. 

"/bid, hlm. 179. 



Tetapi j ika dilihat dari pasal 5 ayat 1 dalam hubungannya dengan pasal 

21 ayat 2 UUD 1945, dapat dipastikan bahwa sistern presidensiil tersebut 

bukan sitern presidensiil sepenuhnya, karena rnenurut pasal tersebut presiden 

dan DPR bersama-sama mernbuat UU yang berarti sistem pernerintahan 

presidensiil di Indonesia itu bukan merupakan palaksanaan dari ajaran Trias 

Politika. Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR rnengandung ciri-ciri 

parlementer dan juga kedudukan Presiden sebagai rnandataris pelaksanaan 

GBHN menunjukan supremasi dari MPR (Parliamentary Supremacy) yang 

rnelambangkan sifat dari lernbaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak 

habis kekuasaannya dibagi-bagikan kepada lembaga-lernbaga negara yang ada 

dibawahnya. 

Dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat ( I )  dan pasal 17 UUD 

1945, sistern pemerintahan Indonesia adalah pernbantui presiden adalah 

eksekutif, dan menteri-rnenteri adalah pernbantu presiden. Tetapi apabila 

dilihat dari sudut pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, rnaka berarti 

bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lernbaga negara lain (kepada siapa 

presiden bertanggungjawab, yang merupakan ciri pemerintahan parlementer), 

maka sistern pemerintahan di bawah UUD 1945 dapat disebut "quasi" 

presidensiil. 

1.2. Sistern Pernerintahan Menurut Pembagian Kekuasaan 

Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya tidak menganut sistem 

pernisahan kekuasaan (Trias Politika) sebagaimana diajarkan oleh 

Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan karena: 



I .  UUD 1945 tidak membatasi secara tajam, bahwa setiap kekuasaan itu 

harus dilakukan oleh satu organhadan tertentu yang tidak boleh saling 

campur tangan; 

2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan 

juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga 

orgadbadan saja; 

3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh 

MPR, pasal I ayat 2, kepada lembaga-lembaga negara ~ a i n n ~ a . ~ ~  

UUD 1945 menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara sebagai 

berikut : 

1. Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan 

(BPK); 

2. Kakuasaan Legislatif, meliputi : 

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

3. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutg, yaitu Presiden, dan Wakil 

Presiden 

4. Kekuasaan Kehakiman (Yudikafg, meliputi : 

a. Mahkamah Agunmg (MA) 

b. Mahkamah Konstitusi (MK) 

c. Mahkarnah Y udikatif (MY) 



Jika terdapa lembaga-lembaga lainnya yang tidak diatur oleh ULD 

1945, maka lembaga-lembaga itu termasuk dalam organisasi pemerintahan 

yang disebut sebagai lembaga Pemerintah (regerings-organen) dan lembaga- 

lembaga adm inistrasi negara (admisnistrative-organen). Misalnya 

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. 

1.3. Pokok Pikiran Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut Penjelasan 

UUD 1945. 

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia menganut "sistem presidensiil" 

dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945. di 

dalam penjelasan itu dikenal 7 buah kunci pokok : 

1.3.1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechfstaat) 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaut), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (rnnchtsstnat). Hal ini berarti bahwa negara 

(termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain) 

dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat 

dipertanggungiawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht) disini 

dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (macht). Prinsip dari sistem ini 

disamping akan tampak dalarn rumusan pasal-pasalnya, jelas sejalan dengan 

merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan oleh cita hukum 

(rechtsidee) yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dasar 

yang tidak tertulis. 



Sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai negara 

hukum dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah negara hanya sebagai "polisi 

lalu lintas" atau "penjaga malam", yang menjaga jangan sampai terjadi 

pelangaran hukum. 

Ciri-ciri dengan negara hukum antara lain, adalah : diakuinya hak asasi 

rnanusia; adanya asas legalitas; dan adanya suatu peradilan yang bebas dan 

tidak memihak. 

Adapun pengertian negara hukum rnenurut Undang-Undang Dasar 

1945 adalah negara hi~kum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti 

material. 

Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan urnurn 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material itu, 

setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun 

landasan, ialah kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukurnnya 

(rechtmatigheicl). Harus selalu diusahakan agar setiap tindakan negara 

(pemerintah) itu selalu rnemenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. 

Adalah suatu seni tersendiri untuk mengambil putusan yang tepat apabila ada 

pertentangan kepentingan atau landasan itu tidak terpenuhi. 



1.3.2. Sistem Konstitusional 

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak 

bersifat absoltisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintah 

negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga 

ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti 

Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara, undang-undang, dan sebagainya. 

Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem 

negara seperti yang dikemukakan dimuka. Dengan landasan kedua sistem itu 

(sistem negara hukum dan sistem konstitusi) diciptakan mekanisme hubungan 

juga dan hukum antan lembaga-lembaga negara, yang dapat menjamin, 

terlaksananya sistem itu sendiri dan dengan sendirinya juga dapat 

memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. 

1.3.3. Kekuasaan Negara tertinggi berada ditangan Mejelis Perrnusyawaratan 

Rakyat (die gesamte Staatsgewalt Ligegt allein bei der Mejelis) 

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 

(Vertergungsortan des Willens des Staatsvolkesr). Majelis ini rnengubah dan 

menetapkan UUD dan menetapkan GBHN, majelis melantik dan mengangkat 

Kepala Negara (Presiden) 

Mejelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, 

sedang presiden hams menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar 

yang telah di tetapkan oleh Majelis. 



Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab 

kepada Majelis. Ia adalah 'mandataris' dari majelis, wajib menjalankan 

putusan-putusan Majelis. Presiden tidak 'neben ', akan tetapi 'zqtergeordnet ' 

kepada Majelis. 

Hal ini merupakan penjelmaan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat 

yang terkandung dalam pembukaan ULlD 1945. 

Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi MPR mempunyai tugas 

dan wewenang sangat menentukan jalannya negara dan bangsa, yaitu berupa : 

1) Menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Dari Haluan ~ e ~ a r a ; ~ ~  

2) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil ~residen.'~ 

Kekuasaan tersebut diperlukan mengingat bahwa MPR adalah 

pernegang kedaulatan rakyat (menurut UU). Maka segala putusan yang 

diambil haruslah mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat. 

1.3.4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi 

dibawah Majelis. 

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah 

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan 

pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan 

Presiden (concentration ofpower and responsibility upon the President) 

Karena Presiden diangkat oleh Majelis, maka Presiden dipercaya dan 

diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang bempa Garis- 

Garis Besar Haluan Negara ataupun ketetapan MPR, lainnya. Oleh karena itu 

33 Pasai 3 UUD 1945 Pra-amandernen 
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Presiden adalah mandataris MPR, yaitu Presidenlah yang memegang tanggung 

jawab atas jalannya pemerintah yang dipercayakan kepadanya dan 

mepertanggung jawabkan kepada Majel is. 

1.3.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Disamping Presiden adalah DPR untuk membentuk UU 

(Gesetzgebung) serta untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 

negara (staatsbegrooting). 

Oleh karena itu, Presiden hams bekerja bersama-sama dengan Dewan, 

akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya 

kedudukan Presiden tidak bergantung dari Dewan. 

Menurut sistem ini, Presiden tidak bertangyng jawab kepada DPR. - 
Tetapi Presiden bekerja sama dengan Dewan. Dalam ha1 pembuatan Undang- 

Undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara 

(APBN) hams mendapat persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan 

DPR seperti pada sistem Parlementer, namun DPR pun tidak dapat 

menjatuhkan Presiden tidak bertiggung jawab kepada DPR. 

1.3.6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri Negara tidak 

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Presiden rnengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 

~enteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan 

rakyat. Kedudukannya tidak bergantung dari dewan, akan tetapi bergantung 

dari Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. 



Pengangkatan dan pemberhentian menteri-rnenteri negara adalah 

sepenuhnya wewenang Presiden (pasal 17 ayat 2). Menteri-menteri tersebut 

tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada 

Presiden, karena statusnya sebagai pembantu presiden (pasal 17 ayat 1). 

Meskipun demikian menteri-rnenteri negara itu bukanlah pegawai tinggi biasa. 

Dengan petunjuk dan persetujuan Presiden, menteri-menteri inilah yang pada 

kenyataannya menjalankan kekuasaan pemerintahan dibidangnya masing- 

masing (pasal 17 ayat 3 UUD 1945 hasil amandernen), inilah yang disebut 

sistern kabinet presidensial. 

Dalarn praktek penyelenggaraan pemerintah, diangkat rnenteri 

koordinator, menteri yang memirnpin suatu departernen dan menteri negara 

yang tidak mernbawahi departernen dan rnenteri negara yang tidak 

membawahi departemen. Pada pemerintahan orde baru pernah dibentuk 

menteri rnuda dan rnenteri urusan khusus. Dan pada akhirnya tugas dan 

wewenang menjadi tumpang tindih sehingga ditiadakan. 

1.3.7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas 

Meskipun kepada negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan 

Penvakilan Rakyat, ia bukan ditaktor, artinya kekuasaan tidak terbatas. Diatas 

telah ditegaskan, bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kecuali itu 

ia hams rnemperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh 

Presiden (berlainan dengan sistern parlernenter). Kecuali itu anggota-anggota 

DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, oleh karena itu DPR dapat 



senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan 

menganggap bahwa Presiden sunguh-sungguh melanggar haluan negara yang 

telah ditetapkan MPR, maka Majelis itu dapat mengadakan persidangan 

istimewa supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden. Menteri- 

menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. 

Meskipun kedudukan menteri negara bergantung pada Presiden, akan 

tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah 

yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan Qpoupoir execut$ dalam 

praktek. 

Sebagai pimpinan departemen, menteri mengetahui hal-ha1 mengenai 

lingkungan pekcrjaannya. Berhubungan dengan itu menteri mempunyai 

pengaruh besar terhdap Prcsiden dalam menentukan politik negara mengenai 

departemennya. 

Memang yang dimaksud adalah, para menteri itu pemimpin-pemimpin 

negara. Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam 

pemerintahan negara parta menteri bekerja bersarna satu sama lain seerat- 

eratnya dibawah pimpinan Presiden. 

2. Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca-amandeman UUD 1945 

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 berlaku dalarn periode 18 Agustus 

sampai 27 Desember 1949 dan periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. 

Keberlakuan W D  1945 dalam kurun waktu ke dua dapat dibagi dalam 5 Juli 

1959 sampai 12 Maret 1967 (dikeluarkannya Ketetapan MPR-RI No. 



XXXIII/MPR/1967) dan 12 Maret 1976 sampai 2 1 Maret I998 sampai 

sekarang. 

2.1. Perubahan Pertama UUD 1945 

Perubahan terhadap UUD 1945 terjadi setelah berkumandangnya 

tuntutan reformasi, yang di antaranya berkenaan dengan reformasi konsitusi 

(constitusional reform). Sebagaimana diketahui sebelum terjadinya 

amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden RI 

sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara. 

Parameter yang terlihat dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai 

1967 sampai 1998, MPR (S) yang nenurut UUD merupakan lembaga tertinggi 

dikendalikan oleh Presiden. 

Sedangkan dalam kurun waktu 1967 sampai 1998, DPR yang menurut 

ULID 1945 dapat mengajukan usul inisiatif RUU, tidak dapat melakukan 

haknya. Semua RUU berasal dari pemerintah. Sehingga dengan amandemen 

RUU 1945 dilakukan upaya: Pertama, mengurangilmengendalikan kekuasaan 

Presiden; Kedua, hak legislasi dikembalikan ke DPR, sedangkan Presiden 

berhak mengajukan RUU kepada DPR. 

2.2. Perubahan Kedua UUD 1945 

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada subtansi yang 

meliputi pemerintahan daerah, wilayah negara, warganegara dan penduduk, 

hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, bendera, bahasa, 

lambang negara dan lagu kebangsaan, serta DPR, khususnya tentang 

keanggotaan, fungsi, hak, maupun tentang cara pengisiannya. Berkaitan 



tidak berarti tidak ada satupun anggota MPR yang keberadaannya diangkat 

sebagaimana yang terjadi sebelum amandemen, dimana anggota MPR yang 

besaral dari unsur utusan daerah dan ABRI melalui proses pengangkatan 

bukan pemilihan. 

Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 

terjadi perubahan yang mendasar, dimana setiap kebijakan presiden hams 

mendapat persetujuan atau sepengetahuan DPR. Dengan kata lain perubahan 

keempat ini "membatasi" kewenangan presiden yang sebelumnya "mutlak" 

menjadi kewenangan dalam pengawasan rakyat melalui wakilnya yaitu DPR. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terjadi pada perubahan 

terhadap UUD 1945 baik langsung ataupun tidak memberikan pengaruh 

terhadap sistem pemerintahan. 

1) Konsep Negara Hukurn 

UUD 1945 pasca-amandemen mempertegas deklarasi dengan hukum, 

dari yang semula hanya ada didalam penjelasan, menjadi bagian dari batang 

tubuh UUD 1945." 

Implementasi ketegasan konsep negara hukum Indonesia, adalah 

sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat sehingga mereka bebas 

dalam menentukan sikap dan pendapatnya dalam pandangan Oemar Seno Adj i 

pemilu yang bebas adalah fundamental bagi negara hukum. Karena melalui 

pemilu langsung akuntantabilitas anggota parlemen semakin tinggi. 

3S Pasal 1 ayat (3) ULTD Pasca -amandemen 



2) Kedudukan Presiden 

Sebagaimana diketahui sebelum terjadinya amandemen terhadap ULJD 

1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden RI sangat dominan, lebih-lebih dari 

praktek penyelenggaraan negara. Parameter yang terlihat adalah dalam kurun 

waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967, MPR (S) yang menurut UUD 

merupakan lembaga tertinggi dikendalikan oleh hsiden.  Sedangkan waktu 

1967 sampai 1968, DPR yang menurut UUD 1945 dapat mengajukan usul 

inisiatif RUU;tidak dapat melakukan haknya. Sehingga dengan amandemen 

UUD 1945 kekuasaan presiden dikurangi dan hak legislasi dikembalikan ke 

DPR. Artinya Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk UU, 

tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas RUU. 

Dengan kata lain kekuasaan legislative dikembalikan kepada DPR. 

Lebih jauh untuk beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan isu regional, 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dibentuk dan dilibatkan dalam proses 

legislasi. 

Selain itu periodisasi lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. 

Seseorang hanya dapat dipilih sebagai presiden maksimal dalarn dua kali 

periode jabatan. 

3) Sistem Pemerintahan 

UUD 1945 pasca amandemen menetapkan dengan jelas mengenai 

sistem presidensiil dalam sistem pemerintahan. Menurut Sri Soemantri, ciri- 

ciri sistem pemerintahan presidensiil dalam UUD 1945 pasca-amandemen 

antara lain: Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 



pasangan serta secara langsung oleh rakyat; Kedua, Presiden tidak lagi 

bertanggung jawab kepada MPR, karena lembaga ini tidak lagi sebagai 

pelaksanan kedaulatan rakyat. 

4) Kedudukan MPR dan DPR 

Melalui amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan 

sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. 

Hal ini berimplikasi pada kewenangan MPR yang dahulu memiliki kedudukan 

strategis, melalui amandemen kewenangan menjadi : ( I )  mengubah dan 

menetapkan UUD; (2) Melantik Presiden atau Wakil Presiden; (3) 

Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 

menurut UUD 1945. 

Mencermati amandemen UUD 194, memberikan implikasi DPR 

menj adi lembaga supreme diantara lembaga-lembaga negara yang ada. 

Dengan kondisi ini kedudukan DPR heavy dari pada DPD dan hegemoninya 

lebih dominan. Dalarn proses legislasi DPR sebagai lembaga penentu kata 

putus dalam bentuk memberi persekjuan terhadap agenda kenegaraan. 



BAB IU 

PRINSUP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERRYTAHAN 

DAERAH DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

A. Tinjauan Umum 

Undang-Undang Dasar 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan 

negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara 

vertikal. 

Berdasarkan pasal 1 ayat ( 1 )  UUD 1945 menentukan "Negarn 

Indonesia udalah Negczru kesatzrun yung berbentlrk Repuhlik" ketentuan pasal 

1 ayat ( 1 )  UUD 1945 ini adalah merupakan suatu kenyataan bahwa negara 

Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara 

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Snragih mengatakan : 

Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan 
Pemerintahan Pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam 
negara, dan tidak ada saingannya dari Badan Le@lafif Pusat dalam 
membentuk undang-undang. Kekuasaan Pemerintahan yang didaerah 
bersifat derivafif (tidak langsung) d m  sering dalam bentuk otonomi 
yang luas 36. 

36 Moh. Kusnardi,et.al, I h  Negara, ctk. Pert-Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995, hlm, 
195. 



Dalam kegiatannya dengan desentralisasi Joniarto, 37 mengemukakan : 

Dalam negarn kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang 
sepenuhrrya dari perintah (Pusat)-nya. Kalau negara yang 
bersangkutan rnempergunakun azas desentralisasi, dimana di daerah- 
daerah dibentuk pemerintah lokal yang berhak mengatur dun 
mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan- 
urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah tanggarrya sendiri. 

Pilihan pendiri negara atas bentuk negara kesatuan, membawa 

konsekuensi bahwa Indonesia tidak mempunyai daerah didalam 

lingkungannya yang bersijat staat juga, Pemerintah @usat) adalah satu- 

satunya pemengang kekuasaan pemerintah. 

Prinsip negara kesatuan tersebut jika dikaitkan dengan pasal 18 UUD 

1945 (sebelum amandemen) maupun pembahan kedua UUD 1945 Rab VI 

tentang pemerintahan daerah pasal 18 ayat (I), ide negara kesatuan 

sesungguhnya bukanlah sentralistik. Perubahan kedua pasal 18 ayat (I)  

menyatakan : 

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibugi atas daerah-daerah 
provinsi dun dnerah provimi dibagi atas kabupaten dun kota, ycmg 
tiap-tiap provinsi, kabupaten dun .kota itu mmpurryai pemerintahan 
daerah, yang dia~ur dengnn undang-undang '1 

Dengan rumusan yang tegas tersebut, melalui interprestasi gramatikal 

dikebhui bahwa pembagian satuan-satuan pemerintahan daerah dalam negara 

kesatuan (dalam ha1 ini negara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat NKRI) 

tersebut disusun secara bertingkat (hirarki), antara daerah provinsi dan 

" Joniarto, Op ... cif, hlm. 35-36 
'' Yorgemes Derek Hegernur, "Pembagian Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua antara daenh 

Propinsi dan Daerah KabupatenXota*, Tesls, Program Studi. llmu Hukum Pasca Sajana. 
Universitas Airlangga, Surabaya. 2005, hlm.1. 



Masing-masing satuan pernerintahan daerah tersebut selanjutnya 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahanya sendiri menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2) perubahan kedua UUD 1945. 

berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) perubahan kedua UUD 1945, NKRI 

rnenganut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Berdarurkan ketentuan Pasal 18 W D  1935 sudah jelas bahwa 
Pemerintahan Daerah ham dilaksanhn berdasarkan sistem 
pemerititahan negara. Sejalan dengan ha1 fersebut menurut Soehino : 
Sistem pemerintahan daerah pada prinsipnya harus menyesuaikan diri 
dengan sistem Pernerintahan Pusat, yang pada umumnya sistem 
tersebut telah ditegaskan dalam UUD sepanjang negan itu mempunyai 
UUD 39 

Dari segi hukum tata negara khususnya tcori bentuk negara otonorni 

adalah stibsisrem dari negara kesatuan (unitary state, eenheidsstaat). Otonomi 

adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian (begrip) dan isi (materie) 

otonorni adalah pengettian dan isi otonomi 40. Selanjutnya dikemukakan 

bahwa berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai aturan 

(rules) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan 

antara tuntutan kesatuan dan tuntutan ot~nomi.~ '  

Berdasarkan doktrin, pada suatu negara kesatuan kekuasaan 

pemerintahan adalah wewenang Pemerintahan Pusat, yang 

diselenggarakan berdasarkan asas senlralisasi dan asas desenfralisasi. 

Namun demikian Muhsan mengakui bahwa kedua sistem tersebut 

39 Saehino, Op ... cit, hlm,l. 
40 Bagir Manan, Perjalana Historis Pmul18 UUD 1945: Perumwan dun Undang-Undang 

Pelaksmaan, ctk. Pertama, Uniska, Karawang, 1983, hlm.1. 
4 1 Ibid, hlrn. 2-3. 



hanyalah terbatas sebagai model, sebab secara empiris tidak satupun 

negara yang secara ekstrem pemerintahannya bersifat sentralistis, 

ataupun sepenuhnya bersifat desentralisasi. 

1. Asas Sentralisasi 

Sentralisasi merupakan suatu konsekuensi dari suatu pilihan terhadap 

negara kesatuan. Dengan kata lain bahwa konsepsi dasar pemerintahan dalam 

negara kesatuan adalah merupakan suatu rancangan yang hams dibangun di 

atas pondasi sentralisasi. Jika mengacu pada pola pembagian kekuasaan 

negara secara horizontal menurut UUD 1945, jelas bahwa seluruh kekuasaan 

negara telah terbagi habis pada semua organ utama negara di tingkat pusat. 

Dengan demikian, maka semua penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahan dilakukanldigerakkan dari pusat kekuasaan, sebagaimana 

dapat dipahami bahwa dalam sistem sentralisasi semua kewenangan 

ada pada Pemerintah Pusat. 

Dalam perkembangan, seiring lahirnya paham negara modern, 

dimana negara harus turut serta dalam pergaulan sosial ekonomi 

warganya, menyebabkan tugas-tugas pemerintahan negara semakin 

bertambah luas dan berat. Model pemerintahan yang sentralistik 

dengan beban tugas pemerintahan yang semakin luas tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal oleh Pemeritahan Pusat dalam suatu 

wilayah yang sangat luas. 

Di samping Pemerintah Pusat juga tidak dapat memahami secara 

mendalam mengenai kebutuhan suatu daerah yang didiami oleh 



berbagai suku, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda, oleh karena 

itu penyelenggaraan pemerintahan dengan model sentralisasi secara 

mutlak tidak dapat dilakukan. Penyelenggaraan sentralistik kemudian 

dilakukan melalui asas dekonsentrasi. 

1. 2. Asas Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi menurut Instiluut voor Besturrswetenschappen 

dalam laporan penelitian tentang organisasi pemerintahan 1975 

' (Onderzoek naar de besttuurlijke organisatie) seperti dikutip Philipus 

M. Hadjon; 42 

"Dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas- 
dinas yang mempunyai hubungan hirarki dalam suatu badan 
pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai 
hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah- 
masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan 
pemerintahan yang bersangkutan." 

Menurut Bagir   an an,^' dekonsentrasi hanya bersangkutan 

dengan penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat 

kepegawaian (ambtelijk). Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk 

"melancarkan" penyelenggaraan pemerintahan sentral di Daerah. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya 

dekonsentrasi i tu dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas 

Pemerintah (Pusat) yang diselenggarakan di Daerah. Oleh karena itu 

menurut Bagir Manan; 

42 Philipus M. Hadjon, Pengantar Htikum Administmi Indonesia (Introduction to the 
Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogjakarta, 1993, hlrn. 1 12. 

43 Bagir Manan, Op ... cit, hlrn. 61. 



Dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi. Karena semata-mata 

"ambelijk" maka dekonsentrasi dalam ilmu hukum terletak dalam 

lingkungan Hukum Administrasi Negara (Administratiefrecht bukan 

Staatrecht).* 

Dekonsentrasi berdasarkan ketentuan Pasal I huruf f UU No. 5 

Tahun 1974 adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah atau kepala 

instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerahnya. 

Sedangkan dalam Pasal 1 huruf h UU No. 22 tahun 2999 dekonsentrasi 

adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai 

wakil Pemerintah danlatau perangkat Pusat di Daerah. 

Makna dekonsentrasi dalam UU No. 5 tahun 1974 menunjukkan 

betapa banyaknya organ Pemerintah (Pusat) yang ada di daerah. Dalam 

redaksi yang agak berbeda berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 32 

Tahun 2004 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah 

oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah danlatau 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

Berkaitan dengan asas dekonsentrasi, persoalan kemudian yang 

timbul dalam dekonsentrasi adalah figur kewenangan yang dimiliki oleh 

organ Pusat yang ada di Daerah. Apakah organ Pusat yang di daerah itu 

bertindak berdasarkan suatu delegasi wewenang-, mandat, ataukah 

atribusi wewenang? 

* Ibid, him. 62. 



1.2.1. Delegasi 

Pengertian delegasi menurut Philipus M. ~ a d j o n , ~ ~  dengan 

,mengutip Pasal 10:3 AWB, "delegasi diartikan sebagai penyerahan 

wewenang (untuk membuat "besluit") oleh pejabat pemerintahan 

(Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi 

tanggung jawab pihak lain tersebut." 

J.B.f M, Ten Berge mengemukakan syarat-syarat delegasi sebagai 

berikut: 

a) Delegasi harus defenitif, artinya delegasi tidak dapat lagi 
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu 
dalam peraturan perundang-undangan; 

c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 

d)  Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi 
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut; 

e) Peraturan kebijakan (bleiiisregel), art inya delegasi mern berikan 
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang t e r ~ e b u t . ~ ~  

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa organ 

Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah 

bertindak tidak berdasarkan pada suatu delegasi wewenang karena organ 

45 Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", J m a l  Yuridka, Fakultas Hukum Universitas 
Airleg a No. 5 dan 6 Tahun XII, September 1997, hlm. L. 

lhd. 



Pemerintah Pusat dengan organ Pemerintah Pusat yang di Daerah 

terdapat hubungan hirc~rki.~' 

1.2.2. Mandat 

Philipus M. Hadjon, 48 mengemukakan bahwa: 

"Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada 
bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada 
bawahan untuk membuat keputusan a.n pejabat TUN yang 
memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat 
TUN yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab 
dan tanggung gugat tetap ada pada pemberi mandat". 

Dalam m'andat ini juga tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalihtangan kewenangan. 

Dengan mcndasarkan pada pengertian dekonsentrasi sebagai 

"pelimnpuhan wewenang dari pemeriniah ....... ", maka dengan pengertian 

yang demikian berarti wewenang yang dimiliki oleh organ Pusat di 

Daerah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi adalah bukan 

suatu mandat. 

1.2.3. Atribusi 

Dalarn suatu dekonsentrasi tidak terdapat pernbentukan lembaga 

baru yang terpisah dari organ Pemerintah Pusat. Artinya dalam 

dekonsentrasi, lembaga yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi 

adalah merupakan unsur Pemerintah Pusat. 

47 Ibid, hlm. 7. 



Bagir Manan mengemukakan b a h ~ a : ~ ~  

"Pengaturan dekonsentrasi, dengan demikian inheren dalam 
wewenang administrasi negara. Pengaturan dekonsentrasi baru 
menjadi wewenang pembentuk undang-undang apabila 
administrasi negara bermaksud "mengalihkan" wewenang pada 
badan-badan di luar administrasi negara yang bersangkutan." 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas diketahui bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan dengan pola sentralisasi belum ada suatu 

pembagian wewenang pemerintahan antara Pemerintahan Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah. 

2. Asas Desentralisasi 

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui 

asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pernerintahan secara 

baik dalnm arti pemerintahan gaga1 dalam mewujudkan pemerintahan 

yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan 

unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat 

daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan 

wewenang Pemerintah (Pusat) sebagian harus discrahkan kepada organ 

negara lain yang ada di daerah (Pemerintah Daerah), untuk diurus 

sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan 

pemerintahan kepada Daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya 

inilah yang disebut desentralisasi. 

" Ibid. 
49 Bagir Manan,Op ... cit., hlm. 62. 



Philipus M. ~adjon," mengemukakan: 

"Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh 
satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk 
satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan 
yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan dibiarkan 
mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan". 

Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, Bagir   an an,^' 

mengemukakan: 

"Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, 
desentralisasi antara lain bertujuan "meringankan" beban 
pekerjaan Pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan 
pekerjaan dialihkan kepada Daerah, Pusat, dengan demikian 
dapat lebih rnernusatkan perhatian pada hal-ha1 yang 
bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara 
keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di 
daerah kecuali dalarn batas-batas yang diperlukan. namun 
demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak 
boleh ada fungsi dekonsentrasi". 

Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 

antara desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi 

sesuatu yang harus ada (dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara kesatuan). 

Baik desentralisasi maupun merupakan ciri suatu negara bangsa 

dan keduanya berangkat dari suatu titik awal yang sentralistik, 

sebagaimana dikemukan oleh Herbert H. ~ e r l i n , ~ ~  bahwa 

sesungguhnya desentralisasi tidak terjadi tanpa sentralisasi. 

Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum ..., Op ... cir., hlm. 11 1. 
'' Bagir Manan, Perjalanan ..., Op ... cit., hlm. 62-63. 
52 [bid, hlm. 2. 



Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut di atas, maka antara 

desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki persamaan, namun terdapat 

perbedaan. Penyelenggaraan dekonsentiasi dilaksanakan dalam area 

hukum administrasi sehingga antara organ pemerintah yang ada di Pusat 

dengan pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi di Daerah 

ferdapat suafu hubungan hirarki. 

Dalam hubungan yang demikian itu, tidak ada suatu penyerahan 

wewenang. Penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi hanyd 

merupakan pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan dari Pusat. 

Hal ini  berarti bahwa dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi' 

Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi berangkat dari, saat 

mana sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu 

negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah 

penduduk yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, dan 

agama. 

Dengan kondisi demikian sentralisasi menghadapi tantangan 

berupa tuntutan-tuntutan daerah karena pemerintahan yang sentralistik 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat. Konsekuensi dari luas 

wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan agama adalah daerah 

memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga 

diperlukan suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi 

kepentingan yang berbeda setiap daerah. 



Pemerintah yang sentralistik tidak mampu secara bersamaan 

mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga 

kepada daerah harus diberi wewenang untuk mengurus kebutuhan dan 

kepentingannya itu menjadi urusan rumah tangganya. 

Tujuan desentralisasi agar penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah m a ~ i n ~ - r n a s i n ~ . ' ~  

Dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah Otonom. 

Desentralisasi daerah otonom berada di luar hirarki organisasi 

pemerintahan pusat. Desentralisasi menunjukkan pola hubungan 

kewenangan antara organisasi, dan bukan pola hubungan kewenangan 

intra ~ r ~ a n i s a s i . ' ~  

Berkaitan dengan ha1 tersebut, Joniarto mengemukakan tiga 

elemen pokok dalam desentralisasi: Pertama, pembentukan organisasi 

pemerintahan Daerah Otonom; Kedua, pembagian wilayah negara 

menjadi Daerah Otonom, dan Ketiga, penyerahan wewenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada Daerah 0tonom." 

Dalam Negara kesatuan, kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh 

Pemerintah rnelalui proses h ~ k u r n . ' ~  Dengan kata lain bahwa dalam 

proses desentralisasi adalah wewenang Pemerintah Pusat. 

- -  - - - - 

s3 Joniarto, Op ... cit., hlm. 13 
" Ibid 
'' Ibid. hlm. 16. 
36 Bhenyamin Hoessein, "Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah", Makulah, 

disampaikan pada Semiloka, Rekontruksi Politik Hukum Otonomi Daerah yang Berbasis pada 
Kemandirian dan Demokratisasi di Daerah. Malang, 18-20 Februari, 2006. 



Adapun proses penyerahan wewenang, kepada daerah dalam UU 

Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku dapat dilakukan melalui dua 

cara: 

1) Penyerahan penuh, artinya baik tentang asas-asasnya (prinsip- 
prinsipnya) maupun tentang caranya menjalankan kewajibannya 
(pekerjaan) yang diserahkan itu, diserahkan semuanya kepada 
Daerah (hak otonom), dan 

2) Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya 
menjalankan saja, sedangkan asas-asasnya (prinsip-prinsipnya) 
ditetapkan oleh Pernerintah Pusat sendiri (hak medebewind). 

Dengan terbentuknya Daerah Otonom dan terjadinya penyerahan 

wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom, tidak berarti 

bahwa Daerah Otonom sudah terlepas dari pengarvasan Pemerintah 

Pusat. Pemerintah Pusat tetap merniliki akses untuk melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan Pernerintahan Daerah. Pengawasan 

merupakan "pengikat" kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi 

tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam 

kesatuan. 

Pada desentralisasi pembagian kewenangan antara Pusat dan 

Daerah tidak ditentukan oleh sifat urusan, lebih ditujukan pada manfaat. 

Apakah suatu urusan lebih bermanfaat jika diurus oleh Pusat atau 

diserahkan kepada ~aerah."" Terkait dengan itu pula, selain urusan- 

urusan yang dikecualikan yaitu urusan-urusan yang tidak boleh 

diserahkan kepada daerah, Bagir Manan mengemukakan: 

Bagir Manan, Perjalanan ..., Op ... cil., hlm.59. 



" ..., tidak ada jenis urusan pemerintahan yang secara lengkap dan 

alami adalah urusan pusat dan daerah. Suatu urusan pemerintahan setiap 

saat dapat bergeser dari urusan Daerah menjadi urusan Pusat atau 

Dalam keadaan demikian, harus dikernbangkan berbagai aturan 

(rules) yang mengatur mekanisrne yang akan rnenjelrnakan 

keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan berot~nomi.'~ 

B. Pemerintanan Daerah Dalam Perspektif Sejarah 

1 .  Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. I Tahun 1945 

Keinginan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah 

berdasarkan UUD 1945 segera diwujudkan oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI 

menetapkan untuk sementara rnembagi daerah Indonesia dalam 8 

provinsi. 

Menurut Bagir Manan: 

"Penetapan PPKT pada tanggal 19 Agustus 1945 belurn dalam 
kerangka melaksanakan desentralisasi. Dengan perkataan lain, 
belum dalam rangka melaksanakan UUD 1945, Pasal 18. 
Pernbentukan pernerintahan di tingkat Daerah semata-mata 
bertujuan: Pertama, mengisi kekosongan pemerintahan yang 
ditinggalkan pemerintahan pendudukan tentara Jepang atau 
karena tidak dipatuhi oleh rakyat Indonesia yang rnerdeka dan 
berdaulat; Kedua, untuk sesegera mungkin melengkapi susunan 
pemerintahan RI sarnpai ke daerah-daerah. Dengan demikian 
kehadiran RI yang merdeka dan berdaulat menjadi tampak nyata 
sarnpai ke daerah-daerah."60 

Ibid, hlm.55. 
59 Ibid, hlrn.2-3. 

Bagir Manan, "Hubungan Anrara ..., Op ... cit, hlm.182-183. 



Pada tanggal 16 Oktober 1945, dikeluarkan Maklumat Wakil 

Presiden No. X tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite 

Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Dalam diktum Maklumat itu 

menyatakan: 

Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya 

majelis permusyawaratan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat di serahi 

kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan 

Negara serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari- 

hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan 

Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada 

Komite Nasional Pusat. 

Pada tanggal 20 Oktober 1945, Badan Pekerja Komite Nasional 

Pusat mengeluarkan penjelasan tentang kedudukan; kewajiban dan 

kekuasaan Badan Pekerja. Dalam penjelasan bagian b tersebut 

dikemukakan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah (KND) 

sebagai berikut: Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus 

oleh pemerintah Pusat. 

Kedudukan dan tugas KND mengikuti keadaan di Pusat. Oleh 

karena itu pekerjaan KND dalam membentuk Pemerintah Daerah adalah 

sama seperti KNP.~'  Untuk keperluan ini, dikeluarkan UU No. 1 tahun 

61 The Liang Gie, Kurnpulan Pernbahasan Terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah Indonesia, ctk. Pertama, Karya Kencana, Yogyakarta, 1977, hlrn. 18. 



1945 tanggal 23 November 1945 (dimuat dalam Berita Republik 

Indonesia tahun I1 No. 7, 15 Februari 1946, p. 56).62 

UU No. 1 tahun 1945 terdiri dari 6 pasal. Pasal 2 menegaskan 

kedudukan KND menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD): 

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepada Daerah 

menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak 

bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

yang lebih luas dari padanya. 

Perkataan mengatur rumah tangga daerahnya in i  lazimnya 

diterjemahkan dengan perkataan otonomi. Otonomi berdasarkan UU No. 

1 Tahun 1945, diselenggarakan pada daerah Karesidenan, kabupaten dan 

kota. UU No. I Tahun 1945 menghapus KND pada Provinsi, sehingga 

tidak memungkinkan Provinsi berfungsi sebagai satuan Pemerintahan 

Otonom. Karena keberadaan KND sebagai DPRD sementara yang 

memungkinkan penyelenggaraan Pemerintahan Otonom. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah adalah otonomi Indonesia 

yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut The Liang Gie, otonomi 

Indonesia lebih luas dari otonomi Belanda, artinya dalam pasal ini (Pasal 

2) hanya ada pembatasan: asal tidak bertentangan dengan peraturan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang lebih luas dari padanya.63 

62 Ibid. 
The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan ..... Op ... cit.. hlm.29 



Hal ini dapat diartikan, dalam kaitannya dengan sistem rumah 

tangga, bahwa UU No. 1 tahun 1945 ini menganut sistem rumah tanggal 

formil. Penyelenggaraan otonomi pada daerah Karesidenan, Kabupaten 

dan Kota diselenggarakan bersama-sama antara KND dan kepada Daerah. 

Kepala Daerah (Presiden, Bupati dan Walikota) adalah pejabat 

pemerintah yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. 

Mereka masing-masing menurut berbagai peraturan yang berlaku 

mempunyai tugas menjalankan wewenang Pemerintah Pusat di dalam 

lingkungan wilayah jabatannya. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah 

berdasarkan UU No. I tahun 1945, tiada batas yang tegas antara 

wewenang daerah berdasarkan otonominya dan wewenang yang 

dijalankan oleh Kepala Daerah dalam rangka dekonsen t r a~ i .~  

2. Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 

Konsideran Menimbang UU No. 22 tahun 1948, menentukan: 

Bahwa perlu ditetapkan undang-undang berdasarkan Pasal 18 Undang 

Undang Dasar, yang menetapkan pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri 

di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

Berdasarkan konsideran tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

maksud undang-undang ini adalah mengatur pemerintahan lokal yang 

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Undang-undang ini lebih 



menampilkan pemerintahan yang demokratis sebagai cerminan 

keinginan daerah untuk memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur 

daerahnya masing-masing. 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 22 

tahun 1948, daerah memiliki dua macam kekuasaan yaitu otonomi dan 

tugas pembantuan (medebewind). Kekuasaan mana yang diserahkan 

kepada Pernerintah ~ a e r a h  dilakukan melalui dua bentuk yaitu: 

1) Penyerahan penuh, artinya baik tentang asasnya (prinsip-prinsipnya) 
maupun tentang caranya menjalankan kewajiban (pekerjaan) yang 
diserahkan itu, diserahkan semuanya kepada daerah (hak otonom) 
dan; 

2) Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya 
menjalankan saja, sedang prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sendiri. 

Walaupun undang-undang ini menganut sistem rumah tangga 

materiil tetapi mengandung otonomi seluas luasnya. Makna otonomi 

seluas-luasnya bukan dalam pengertian formal yaitu berhak atas inisiatif 

menambah urusan berdasarkan kepentingan daerah (kuantitatif tetapi 

lebih diartikan bahwa wewenang itu bulat dan utuh dalam melaksanakan 

suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan (kualitatif). 

Satu ha1 yang penting, bahwa penyelenggaraan Pernerintahan 

Daerah berdasarkan asas desentralisasi dalam UU No. 22 tahun 1948 

adalah bahwa kewenangan daerah itu tetap merupakan suatu utusan yang 

telah diserahkan oleh pemerintah  usa at.^^ 

Surahman, "Pernbagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 22 tahun 1999 , Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 
2001, hlm.lO1. 



3. Otonorni Daerah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965 

Berdasarkan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 

berlaku kembali. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka 

penyelenggaraan pemerintahan harus melaksanakan sesuai dengan 

semangat dan isi UUD 1945. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sebelum Dekrit Presiden dilaksanakan berdasarkan UU No. 1 Tahun 

1957 yang dibuat berdasarkan UUDS 1950, untuk menyesuaikan 

semangat dan isi UUD 1945 maka dikeluarkan Penetapan presiden 

(Penpres) No. 6 Tahun 1959 yang kemudian disempurnakan dengan 

Penpres No. 5 Tahun 1960. 

Peyelenggaraan otonomi berdasnrkan UU No. 1 tahun 1957 tetap 

dipertahankan yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah 

dan sistem ruang tangga nyata. Perubahan yang mendasar terjadi adalah 

membubarkan DPR hasil Pemilu, dan mengganti dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seluruh anggota DPR- 

GR diangkat serta diketahui oleh Kepada ~ a e r a h  karena Jabatannya 

(Pasal 9 ayat (3) Penpres No. 5 Tahun 1 9 6 0 ) ~ ~ ~  

Walaupun Penpres No. 6 tahun 1959 dan Penpres No. 5 Tahun 

1960 telah menyesuaikan UU No. 1 tahun 1957 dengan kehendak UUD 

1945, tetatpi secara formal Pasal 18 UUD 1945 menghendaki agar 

66 B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah Talk Beral Otonomi dun Urusan Rumah 
Tangga Daerah, Pokuk- Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang,, Penerintahan 
Daerah, ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1998, hlm. 8 1. 



Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-undang. Ralisasinya, 

ditetapkan UU No. 18 tahun 1 9 6 5 . ~ ~  

UU No. 18 tahun 1965 secara keseluruhan meneruskan politik 

otonorni yang telah diatur dalam Penpres No. 6 tahun 1959 dan Penpres 

No. 5 Tahun 1960 kecuali mengenai hubungan kepata Daerah dan DPRD. 

Kepala Doerah tidak lagi karena jabatannya adalah Ketua DPRD, tetapi 

Ketua DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada 

Kepala. ~ a e r a h . ~ *  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 18 tahun 

1965 adalah asas desentralisasi yang bersendikan sistern rumah tangga 

nyata. Hal ini berarti pula bahwa desentralisasi dalam UU No. 18 tahun 

1965 adalah suatu penyerahan. 

4. Otonomi Dacrah Berdasarkan UU No. 5 Tahua 1974 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur sekaligus Daerah 

Otonom dan Wilayah Administratif. Dalam penjelasan Umum angka 2 

UU No. 5 Tahun 1974 dinyatakan: 

"Adanya Pemerintah Daerah yang bersifat otonom adalah sebagai 
konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi, yakni asas 
penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah Pusat atau 
Daerah Otonomi tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan 
rumah tangga sendiri. Sedangkan wilayah administrasi sebagai 
konsekuensi dilaksanakannya asas dekonsentrasi." 

67 Bagir Manan, Perjalanan ..., Op ... cit, hlrn. 32. 
Ibid, hlrn, 33. 



Penjelasan Umum UU No. 5 tahun 1974 juga menegaskan tujuan 

pemberian otonomi kepada daerah, yaitu: 

a) Agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah 
tangga sendiri; 

b) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan 
pelaksanaan pembangunan; 

c) Memberikan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan berbagai 
urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. 

UU NO. 5 tahun 1974 ini melaksanakan prinsip-prinsip pokok yang 

telah digariskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 

IV/MPRII 973 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai berikut: 

"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang 
tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan 
politik serta kesatuan Bangsa maka hubungan yang serasi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara 
Kesatuan, diserahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang 
nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan 
dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan 
dek~nsentrasi ."~~ 

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa dalam UU No. 5 

tahun 1974, prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan 

berdasarkan otonomi nyata dan bertanggung jawab. Undang-undang i n i  

tidak lagi menggunakan otonomi nyata (riil) dan seluas-luasnya, ha1 ini 

disebabkan karena prinsip otonom? nyata dan seluas-luasnya dianggap 

dapat menimbulkan kecenderungan yang dapat rnembahayakan keutuhan 

negara kesatuan." 

69 Moh. Kusnardi, e t . d  Pengantar Hukurn ..., Op ... cit, 1983, him. 279. 
'O Lihat Penjelasan Umum huruf e UU No. 5 Tahun 1974 



Kekhawakiran mengenai otonomi seluas-luasnya menurut Bagir 

Manan lebih disebahkan oleh persepsi yang kurang tepat persepsi yang 

kurang ini timbul karena dua hal: 

Pertama; Pandangan bahwa urusan itu mempunyai jumlah 
(kuantitas) tertentu. Pendekatan kuantitas mengenai urusan 
pemerintahan tidaklah begitu tepat bahkan menyesatkan. 
Kemampuan untuk menjalankan kekuasaan secara efektif tidaklah 
ditentukan oleh kuantitas tetapi kualitas. 

Kedua; Pandangan seolah-olah otonomi luas dapat berjalan tanpa 
batas atau tanpa tanggung jawab. Telah disebutkan bahwa 
otonomi adalah pranata Negara Kesatuan. Keluasan dan 
keleluasaan otonomi tidak mungkin melampaui prinsip negara 
kesatuan. Kalau prinsip tersebut dilampaui, bukan saja tidak ada 
lagi negara kesatuan tetapi jug0 tidak ada lagi o t ~ n o m i . ~ '  

Sistem rumah tangga nyata adalah dasar untuk melaksanakan 

otonomi luas, oleh karena itu menurut Bagir Manan, sistem rumah 

tangga nyata tidak mungkin dipisahkan dari pemberian otonomi seluas- 

luasnya kepada daerah. Sistem rumah tangga nyata memuat konsep 

bahwa daerah diberi keleluasaan mengembangkan diri sesuai dengan 

kemampuannya. Dengan keleluasaan, kebebasan berinisiatif otonomi 

daerah akan selalu berkembang sesuai dengan kenyataan yang ada di 

daerah. Kesempatan berkembang inilah inti otonomi s e l u a s - l ~ a s n ~ a . ~ ~  

Penyelenggaraan otonomi nyata dan bertanggung jawab dalam 

UU No. 5 tahun 1974 lebih dimaksudkan pada keserasian antara 

kebijakan Pusat dan daerah, sebagaimana dapat dipahami dari 

penjelasan umum angka I huruf h bahwa: 

71 Bagir Manan, Perjalanan ..., Op ... cit, hlrn.37. 
Ibid 



"Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama-sama 
dengan asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi tidak lagi sekedar 
komplemen atau pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan 
tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah". 

Pengertian yang tercantum dalam UU No. 5 tahun 1974 

mengartikan desentralisasi sebagai "penyerahan urusan pemerintahan 

dari pemerintah atau daerah Tingkat atasnya Kepada Daerah menjadi 

urusan rumah tangganya." 

Menurut Philipus M. Hadjon, pengertian ini hanya terbatas pada 

otonomi dan tidak mengenai tugas pembantuan. Karena dalam tugas 

pembantuan tidak terdapat unsur penyerahan urusan kepada daerah. 

Dengan perkataan lain, desentralisasi diberi arti sempit oleh U U  No. 5 

Tahun 1974, dan tugas pembantuan merupakan asas tersendiri di 

samping desentra~isasi.'~ 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Ateng Safrudin, 

mengemukakan bahwa, betapapun luasnya otonomi daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, tidak boleh 

mengakibatkan rusaknya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah Pusat dari Negara ~ e s a t u a n . ' ~  

Lebih lanjut dikemukakan bahwa penyerahan kewenangan kepada 

Daerah dapat diperluas tetapi dapat pula dipersempit oleh pemerintah 

73 Philipus M. Hadjon, Penguntar Hukum ..., Op . A t ,  him, 1 1 1. 
74 Surahman, Pembagian Kewenangan ..., Op ... cit., hlm. 105. 



Pusat dengan memperhatikan kepentingan nasional di satu pihak, dan 

memperhatikan kemampuan Daerah yang berkepentingan di lain pihak.75 

Kemungkinan-kemungkinan untuk memperluas dan 

mempersempit urusan pemerintahan pada daerah otonom menganut 

penyerahan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan keadaan 

masing-masing daerah, tidak secara integral, sehingga isi otonomi 

masing-masing daerah tidak perlu ~ a m a . ~ ~  

UU No. 5 tahun 1974 menentukan bahwa penambahan urusan 

pemerintahan kepada daerah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah 

(Pasal 8 ayat 1) tetapi suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan 

dapat ditarik kembali (Pasal 9). 

Menurut Amrah Muslimin, urusan-urusan yang telah diserahkan 

kepada Daerah dapat dicabut kembali setelah daerah-daerah diberi 

kesempatan tetapi tidak menunjukkan kekuatan dan kemampuan hidup 

dan daerah-daerah itu dapat dihapus sebagai daerah ~watantra. '~ 

5. Otonomi Daerah Berdasarkaa UU No. 22 Tahun 1999 

Undang-Undang No, 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah 

(LNRI Tahun 1999 No. 60, TLNRI No. 3839) disahkan pada tanggal 4 

Mei 1999, dan berlaku mulai 1 Januari 200 I.78 Undang-undang ini 

rnenggantikan UU No. 5 tahun 1974 yang dalam masa berlakunya sangat 

7S Ibid 
76 Amrah Muslimin, Op..cit, hlm. 137. 

lbid 
Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1991 lebih awal dari yang ditentukan dakm Pasal 132 ayat 

(2). 



menonjolkan pelaksanaan asas dekonsentrasi dari pada asas 

desentralisasi, sehingga praktik Pemerintah Daerah sangat sentralistik. 

Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 22 

tahun 1999 yaitu penyelenggaraan otonomi yang rnenekankan pada 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, 

serta memperhatikan potensi dan keanekaragarnan D ~ e r a h . ~ ~  

Untuk rnelaksanakan otonomi tersebut rnaka wilayah NKRI 

dibagi atas Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

sebagai Daerah Otonom (Pasal2 ayat 1). Daerah otonom masing-masing 

berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain 

(Pasal 4 ayat 2). Pelaksanaan otonomi dacrah yang lua.~ dan utuh 

diletakkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang otonomi 

Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. Selain Daerah 

otonom yang ditentukan dalam pasal 2 aynt (1) tersebut di atas masih 

terdapat bentuk pernerintahan otonom yang disebut Desa. 

Konsep Otonomi Daerah menurut Pasal 1 huruf h UU No. 22 

Tahun 1999: 

"Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan." 

Dengan pengertian yang demikian menurut Philipus M. Hadjon, 

datam UU No. 22 Tahun 1999 isi otonomi adalah kepentingan setempat 

bukan rumah tangga sendiri (ide federasi?). 



Lahirnya UU No. 22 tahun 1999, ini bertujuan untuk melakukan 

perubahan terhadap sistem penyelenggaraan Pernerintahan daerah, 

dengan memberikan otonomi yang luas kepada Daerah. Menurut 

Muchsan, ada tiga sendi yang merupakan pilar otonomi yaitu: (1) 

sharing of power (pembagian kewenangan); ( 2 )  distribution of income 

(pembagian pendapatan); dan (3) empowering (kemandirian administrasi 

Pemerintahan Daerah). 

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-Luasnya 

berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, terdapat tiga aspek utama yang 

ditonjolkan, yaitu: 

1 )  Aspek Politis, desentralisasi ini dimaksudkan untuk 
mendemonstrasikan Pemerintah Daerah; 

2) Aspek teknis, pelaksanaan desentralisasi ditujukan untuk 
rnemperolah efisiensi dan efektivitas yang rnaksimal dalam 
penyelenggaraan Pernerintahan Daerah; 

3) Aspek ekonomis, dengan pelaksanaan Otonomi Daerah seluas- 
luasnya diharapkan daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, 
karena Daerah mempunyai kewenangan untuk menggati . potensi 
dnerah yang dapat menghasilkan, baik yang berupa sumber daya 
alam maupun sumber daya m a n ~ s i a . ~  

Oleh karena itu UU No. 22 Tahun 1999 memiliki perbedaan 

dengan UU Pemerintahan Daerah sebelumnyn, sebagairnana dikemukan 

oleh Afan Gaffar bahwa ada beberapa ciri khas menonjol dari UU No. 

22 Tahun 1999 yaitu: 

1) Demokrasi dan demokratisasi, berkaitan dengan ha1 ini undang- 
undang ini mengatur mengenai: pertama, mengenai rekrutmen 

79 Baca lebih lengkap dalam Konsideran Bagian Menirnbang UU No. 22 tahun 1999 
Ibid hlm. 1 10-1 1 1 .  



pejabat pemerintahan daerah, dan kedua adalah proses legislasi di 
daerah; 

2) Mendekatkan Pemerintahan dengan rakyat. UU ini menentukan 
bahwa Otonomi Daerah diletakkan secara utuh dan bulat pada 
Daerah Kabupaten dan Kota, bukan pada Provinsi; 

3) Undang-undang ini menganut sistem otonomi luas dan nyata, dengan 
sistem ini Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan apa saja 
yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan selain yang 
dikecualikan dalam Pasal 7; 

4) Undang-undang ini tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat, 
sebagaimana yang dianut pada UU No. 5  tahun 1974 yang memiliki 
susunan daerah bertingkat (Daerah Tingkat I Propinsi dan Daerah 
Tingkat 11 Kabupatenf Kotamadya); ' 

5 )  No Mandate without Funding. Persoalan klasik yang selalu 
diperdebatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
keuangan Daerah. Pembuatan UU No. 22 tahun 1999 menyadari 
sehingga U U  ini disertai dengan U U  tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 1999).*' 

Sementara berkaitan dengan visi otonomi daerah, menurut 

Syaukani, el. al . ,  merumuskan tiga ruang lingkup interaksinya yang 

utama: 

a) Bidang politik, yaitu sebagai sebuah proses untuk membuka ruang 
bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara 
demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan 
pemerintah yang responsive; 

b) Bidang ekonomi, yaitu terbukanya peluang bagi pemerintah Daerah 
mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan 
pendayagunaan potensi ekonomi di daerah; 

c) Bidang sosial, yaitu menciptakan kemam uan masyarakat untuk 
merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. K: 

81 Afan Ghaffar, "Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan 
Pemerintahan di masa Mendatang", Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformasi Edisi 5 Tahun 11, 
2000, hlm. 1 10- 1 1 I .  



Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah yang 

kemudian melandasi lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, meliputi: (1) 

penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerjntahan dalam 

hubungan dornestik kepada daerah; (2) penggiatan peran DPRD sebagai 

representatif rakyat lokal dalam pernilihan dan penetapan kepala daerah; 

(3) pembangun tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur 

berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula; (4) 

peningkatan efektivitas fungsifungsi pelayanan eksekutif; (5) 

peningkatan efisiensi administratif keuangan daerah; dan (6) pengaturan 

pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan 

kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.*' 

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah Nur Rlj'ah 

Mmykur, merumuskan delapan prinsip-prinsip utama pemberian 

otonomi daerah yang dijadikan pedornan dalarn penyelenggaraan 

pernerintahan daerah sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 

1999, yaitu: 

1) Penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan 
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan 
keanekaragaman daerah; 

2) Pelaksanaan otonomi didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan 
bertanggungjawab; 

3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada 
daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah propinsi 
merupakan otonomi yang terbatas; 

Syaukani, et. al. dalam Tim ICCE UM Syarif Hidayatullah, Demobasi, Hak Asasi 
Marmsia, dan hfasyarakar Madani, ICCE UM Syari f Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm, 156. 

Ibid, hlm, 159- 160. 



4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan 
daerah serta antar-daerah; 

5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian 
daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota 
tidak lagi ada wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan- 
kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah maupun pihak lain, 
seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, 
kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, 
kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan parlwisata, 
dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom; 

6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan 
fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi 
pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi 
dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk 
melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan . 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah; dan 

8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan, yang mana dalam pelaksanaan 
asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah 
kepada Daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa 
yang disertai dengan I pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan 
dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan. 

C. Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) termuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125 disahkan 

pada tanggal 15 Oktober 2004, dan berlaku mulai tanggal 

diundangkannya. UU Pemda ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. 

Kenyataannya, UU Pemda pada prinsipnya telah melakukan 

perubahan yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah 



yang megutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-ha1 yang 

mendasar dalam UU Pemda adalah mendorong untuk memberdayakan 

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan 

peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta 

mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang lebih dem~kratis , '~ 

1. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah, menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 

2004' tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU Pemda): Hak, 

wewenang, dan kervajihan daerah otonont untuk rnengatur dun mengurus 

sendiri uruson pemerintuhnn dun Repentingun mnsyarukat setempat sesuai 

dengan perat uran perundnng-undangan. 

Otonomi dalarn konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan 

pcmbagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai: Penyerahan 

kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik 

mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur, 

mengurus asas dan cara menja~ankann~a).~'  

Rumusan di atas dimaksudkao untuk memberikan pembedaan 

antara asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewin4, dalam 

menjalankan pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 9 UU Pemda 

merumuskan tugas pembantuan sebagai: 

84 Titik Triwulan Tutik, aPemilihan Kepala Daerah Bcirdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 ddam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 194S", Tesis, Program 
Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 54. 

')' Philipus M. Hadjon, a al, Penganrar Hukurn ..., Op ... cjt, 2002, hIm.112. 



"Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 
pemerintah provinsi kepada kabupatenkota dan/atau desa serta 
dari pemerintah kabupatenkota kepada desa untuk melaksanakan 
tugas tertentu." 

Harsono, menulis bahwa pada medebewind, penyerahan yang 

dilakukan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya 

menjalankan saja, sedangkan prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) 

ditetapkan pemerintah pusat ~ e n d i r i . ~ ~  

lntisari (hakekat) pengertian otonomi daerah secara singkat 

dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon: "Hakekat otonomi daerah: 

berasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan: independence; 

onafhankelijkheid-otonomi merupakan subsistem dari negara ke~atuan."~' 

Pengertian otonomi seluas-luasnya tidak secara tegas diatur 

dalam UU Pemda. Namun demikian isi (wewenang) otonomi adalah 

urusan yang tidak diserahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU Pemda, yang meliputi bidang: 

politik luar negeri, pertahanan, kearnanan, yustisi, rnoneter dan fiscal 

nasional, dan agama. 

Sebagai konsekuensi dari dipilihnya asas otonomi (daerah) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan 

desentralisasi kewenangan. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 

angka 7 UU Pemda adalah: 

H m n o .  H u b  Tata Nemra: Pemerintahan L o M  dari Maso ke Masa, ctk. Pertama, 
Liberty, ~o~~akarta ,  1992, him. 10. 

lbid 



"Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

daerah otonom untuk mengatur dun mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". 

Wewenang pernerintahan yang diserahkan kepada satuansatuan 

pemerintahan daerah untuk menjadi wewenang otonomi, dapat 

ditemukan dalam UU Pemda Bab 111 mengenai Pembagian Urusan 

Pemerintahan, Pasal 13 dan Pasal 14. Wewenang tersebut dibagi atas 

wewenang yang sifatnya wajib yang ditentukan secara limitative 

meliputi: 16 jenis urusan dan wewenang yang bersifat pilihan. Pasal 13, 

mengatur mengenai wewenang daerah provinsi sebanyak: 16 jenis 

urusan pemerintahan yang bersifat wajib, ditambah urusan pemerintahan 

yang bersifat pilihan. Sedangkan Pasal 14, mengatur mengenai 

wewenang daerah kabupatenlkota sebanyak: 16 jenis urusan 

pemerintahan yang bersifat wajib, ditambah urusan pemerintahan yang 

bersifat pi l ihan. 

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dirumuskan sebagai 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan, yang disesuaikan dengan kondisi 

kekhasan, yang potensi unggulan daerah. 

Pembagian satuan-satuan pemerintahan (daerah otonom) dalam 

hubungan hirarki merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan 

dan pada sisi yang lain membawa pula konsekuensi pada hubungan 

wewenang melalui jalur koordinasi dan pengawasan, di sahping 



pembinaan dan kerjasama. Konsekuensi dari adanya distribusi 

kekuasaan secara vertikal kepada satuan-satuan pemerintahan daerah 

(sebagai daerah otonom) dalam rangka desentralisasi terjadi pula 

distribusi pendapatan, yang diterima daerah sebagai pendapatan Daerah. 

2. Otonomi Khusus 

Momentum reformasi Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (disingkat MPR-RI) mengamanatkan suatu koreksi terhadap 

berbagai penyimpangan pelaksanaan ideologi Pancasila dan ketentuan 

UUD 1945. Wujud nyata dari amanat MPRRI tersebut adalah pengaturan 

dan pembentukan otonomi khusus, sebagaimana termuat dalam: 

I )  Ketetapan MPR-RT No. lV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara tahun 1999-2004, pada Bab IV huruf G jmengenai 
Pembangunan Daerah dalam rangka 2 antara lain memuat kebijakan 
otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya; dan 

2) Dalam salah satu bagian dari Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/ 2000 
tentang Rekomenasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah, Bagian 111 mengenai Rekomendasi. 

Rumusan Tap MPR-RI No. IVlMPRl1999 menyatakan: 

"... dalam rangka mengembangkan otonomi daerah dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara 

adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan 

penanganan segera dan sungguhsungguh, maka perlu ditempuh langkah- 

langkah sebagai berikut: 

1. Daerah Istimewa Aceh: 

a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keseragaman 



sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa 
Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang 
undang; 

b) Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat 
dengan melakukan pengurusan dan pengadilan yang jujur bagi 
pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah 
operasi militer maupun pasca pemberlakuan daerah militer. 

2. Irian Jaya: 

a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalarn wadah Negara 
kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan 
dan keseragarnan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui 
penetapan otonomi Khusus yang diatur dengan ~indang undang; 

b) Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di lrian Jaya 
melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat." 

Adapun Ketetapan MPR-Rl No. lV/MPR/2000 menetapkan: 

" ... undang-undang Otonomi Khusus Daerah lstirnewa Aceh dan 
Irian Jaya sesuai arnanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Halauan 
Negara tahun 2999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 
Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah 
yang bersangkutan ...". 

Dalam kontek nasional, kedua Ketetapan MPR-RI tersebut 

merupakan langkah penting dan mendasar peralihan praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik kepada sistem 

desentralistik. 

Situasi penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai 

dengan Pancasilan dan UUD 1945, yang mendasari lahirnya kedua 

Ketetapan MPR-RI tersebut, turut mengilhami lahirnya Pasal 18B UUD 

1945 (Perubahan Kedua). Menurut Pasal 18B UUD 1945: 



Ayat (1) : Negara mengakui dun menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus dun atau 
bersifat istime~va yang diatur dengan undang-undang. 

Ayat (2) : Negara mengakui dun meyaghormati kesatuankesatuan 
masyarakat hukum adat beserra hak-hak rradisbnalnya 
sepanjang rnasih hidup dun sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dun prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diat ur dalam undang-undnng. 

2.1. Otonomi Khusas Nanggroc Aceh Darussalam 

Penetapan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkedudukan 

sebagai Daerah Otonomi Khusus, bermula dari pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM) di Aceh yang terjadi semasa maupun pasca Daerah 

Operasi Militer (disingkat DOM). Menurut B.J. ~abibie:" 

Terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 

mewarnai berbagai kasus yang terjadi semasa maupun pasca Daerah 

Operasi Militer, telah dilakukan langkah-langkah pengusutan dan 

tindakan secara menyeluruh. Pemerintah tidak pernah menutup mata 

terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, baik yang menyangkut 

pelanggaran disiplin maupun yang menyangkut pelanggaran pidana, 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak, balk oleh masyarakat maupun 

Untuk lebih memastikan berbagai pelanggaran HAM di Aceh, 

Pemerintah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak 

Kekerasan di Aceh (KIPTKA), sesuai dengan Keppres RI Nomor 88 

88 Lihat Pertangungjawaban Presiden Republik Indonesia terhadap Pemandangan Umurn 
Fraksi-Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Depan Sidang urnurn 
MPR 17 Oktober 1999. 



Tahun 1993 tanggal 30 Juli 1999. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 200 1 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam (disingkat UU Otsus NAD). 

Kenyataannya, permasalahan otonomi Aceh semakin rnenjadi 

kompleks, ketika masalah domestik menjadi isu internasional. Terbukti 

ketika masalah Aceh diangkat dalam Nota Kesepahaman (Memovendurn 

of Understanding atau MoU) di Helsinki, 15 Agustus 2005. Dalam 

pandangan icluhammad ~ a k d i r . * ~  

Jika jawaban Aceh sebagai masalah domestik diberikan sebelum 

penandatangan di Helsinki, mungkin publik masih dapat menerimanya 

meski dengan kadar reka-rekaan yang tidak sama, tetapi kenyataannya 

kini, MoU Aceh telah membuka ruang bagi munculnya pengawasan 

asing dalam implementasi kesepakatan tersebut. 

Dengan adanya MoU tersebut membuka peluang bagi 

pengawasan asing terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya 

pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Terbukti berdasarkan MoU 

memberikan justifikasi kepada Aceh Monitoring Mission (AMM) dan 

Dispufe Settlement, sebagai tim monitor pelaksanaan perdamaian dan 

sekaligus jalannya pemerintahan (daerah) di Aceh. 

Klausul yang mengatur AMM, yakni (5) Establishment of the 

Aceh Monotoring Mission. Pada bagian klausul (5.7) disebutkan bahwa 

89 Muhammad Takdir, Internasionalisasi, MoU Aceh, Kompas, Kamis 15 September 2005 
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"Tim Monitoring memiliki kebebasan yang tidak terbatas di Aceh. Hanya 

tugas-t ugas yang tercantum dalam rumusan No ta Kesepahaman ini yang 

akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan 

atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMA4. '" 

90 Menurut Muhammad Takdir . bahwa tampaknya, tugas dan 

wewenang AMM sangat besar dan cenderung tak terbatas. Karena tugas 

dan wewenang itu ternyata tidak semata-mata ditujukan pada pelucutan 

senjata GAM maupun pengawasan penarikan satuan TNI dan Polisi non- 

organik dari Aceh. 

Pernyataaan in i  cukup relevan, karena selain tugas-tugas itu, 

disebutkan pula bahwa (5.2) tugas-tugas AMM adalah (c) Memantau 

reintegrasi anggota-anggota CAM yang aktif dulam masyarakat; (d) 

i%Iemuntuu sitzrasi hak asasi munusia dan memberikan bantuan dularn 

bidang ini; (e) hfemantau proses perubahan peraturan perundang- 

undungun; Memutuskan kasus-kasus amnestyyang disengketakan; dun 

(g) Menyelediki dun memutuskan pengaduan dun tuduhan pelanggaran 

terhadap Nota Kesepahaman; ... 

Apalagi wewenang AMM seperti tertuang (5.2 butir e)  

mencerminkan bahwa tuntutan GAM yang menghendaki undang-undang 

maupun ketentuan peraturan lain dari pemerintah yang tidak sejalan 

dengan semangat MoU tersebut hams dapat segera disesuaikan. 



Konitruksi MoU Aceh tersebut memperlihatkan banyak 

menyodorkan delicate hukum dengan ketentuan perundang-undangan 

nasional. Mulai masalah amnesty, ketentuan konsulatsi dengan DPR RI 

dengan DPRD Provinsi NAD, masalah bendera, dan masih banyak lagi 

lainnya. 

Berkaitan dengan itu, Muhammad Takdir 9' mengatakan bahwa: 

"Karena banyaknya banyaknya materi subtansial MoU yang 
berkaitan langsung dengan pemerintahan negara, maka materi 
subtansial MoU itu yang mesti disesuaikan dengdn ketentuan 
undang-undang maupun peraturan pemerintah berkaitan dengan 
Aceh yang sudah lebih dahulu ada, termasuk Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonorni Khusus bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (disingkat UU Otsus NAD)". 

Kompli kasi MoU Aceh dengan Undang-Undang Nomor I S tahun 

2001 tentang Otonorni Khusus bagi Provinsi Daerah Istirnewa Aceh 

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (disingkat UU Otsus 

NAD), misalnya. Yang harus dipantau harmonisasinya oleh AMM tidak 

hanya soal bendera ( 1 . 1 3 ,  tetapi juga partisipasi politik (1.2.6). Soal 

bendera yang selama ini diperkarakan PDI-Perjuangan, menjadi problem 

yang segera dibahas, walaupun dalam kontek pemerintah ha1 ini 

dianggap tidak bertentangan dengan UU Otsus NAN. 

Dalam Pasal 8 ayat ( I )  UU Otsus NAD disebutkan bahwa: 

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapar menentukan 
lambang daerah, yang di dalamnya termasuk alam atau panji 
kemegahan, yang menee rminkan keistimewaan dan kekhususan 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ". 



Dengan ketentuan seperti ini, sulit menerima kecenderungan 

GAM, khususnya elite GAM di luar negeri, yang masih sering 

menggunakan bendera berwarna merah berlambang bulan sabit dan 

bintang dalam beberapa kesempatan wawancara dengan media televisi 

Indonesia. Karena bagi, CAM, bendera berwarna merah berlambang 

bulan sabit dan bintang bukanlah lambang daerah Aceh ataupun panji 

kemegahan. Tetapi bendera itu merupakan simbol perlawanan GAM 

yang digunakan sejak lama. 

Dengan demikian, jika kita melihatnya dengan kaca mata UU 

Otsus NAD, jawaban yang menyatakan bahwa bendera GAM tidak 

bertentangan dengan UU Otsus NAD bukanlah argumenasi yang cerdas. 

Mengapa? Sebab, Pasal 8 ayat (2) U U  Otsus NAD menegaskan 

bahwa, "Lambang Daeralt, yang di dalamnya termasuk alum 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  bukan merupakan simbol 

kedaualatan dav tidak diperlakukan sebagai bendeya kedaulatan di 

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. " 

Klausul (1.2.6) MoU Aceh bahkan jelas menegaskan bahwa, " ... 

Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun bnenunjukkan 

emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman 

ini. " 

Partisipa~i politik yang diatur dalam klausul (1.2.6), yakni, 

"Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan Iokal dan 

. , 

91 Ibid 



nasional akan dijarnin sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, " 

kelihatan sulit diimplementasikan. Khususnya bagi banyak pemimpin 

politik GAM df luar negeri yang telah menjadi warga negara asing 

seperti Malik Mahrnud atau Zainin Abdullah. 

2.2. Otonomi Yhusus Papua 

Penetapan Provinsi Papua dengan status otonomi khusus berakar 

dari semanpat memisahkan diri dari NKRI, disamping praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang mengabaikan aspirasi masyarakat 

setempat (sentralistik). Kekeliruan yang dilakukan penyelenggaraan 

negara tersebut telah menimbulkan konflik yang mengarah kepada 

gejala terjadjnya disintegrasi bangsa. 

Kenyptaan in i  seperti apa yang dikatakan oleh M. &@an Pulungan, 

"Kedua ketetapan MPR-RI apabila dikaitkan dengan Pasal 18B 
UUD 1945, disamping mempunyai makna politis untuk meredam 
tuntutan pemisahan diri, sedangkan secara yuridis merupakan 
landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (disingkat UU Otsus 
Papua), yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 35 tanggal 21 November 2001. UU 
Otsus Papua sekaligus merupakan dasar hukum perubahan nama 
Provinsi rrian Jaya menjadi Provinsi ~ a ~ u a " . ~ '  

PZ Provinsi Papua untuk pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nornor 
I/Pnps/1962 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Bentuk Baru serta UndangUndang 
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- 
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, (LN Tahun 1969 Nomor 47, TLN Nomor 2907). 
Selanjutnya nama Provinsi Irian Barat digantikan menjadi Provinsi Irian Jaya berdasarkan 
Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1973 (LN Tahun 1973 Nomor 9, TLN Nomor 2997). 
Kemudian berdasarkan aspirasi masyarakat Papua, nama Irian Jaya diganti menjadi Papua 
yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Penvakilan Rakyat Provinsi Irian Jaya Nomor 
7JDPRDl2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua. Atas dasar aspirasi 
tersebut, nama Papua secara resmi dipakai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusps Bagi Provinsi Papua (Otsus papua). www.h/ttp: Propil Papua, 
diakses, Tanggal, 23 Mei 2007. Jam, 21.1 5.Wib. 



UU Otsus Papua merupakan solusi penyelesaian masalah Papua 

, yang elegan, walaupun belum dapat dikatakan sebagai penyelesaian 

secara tuntas. 

Menurut Tim BentuAan Gubemur Provinsi Papua Jayapura (Pokok- 

Pokok yang Melatarbelakangi Penyusunan Rancangan Rancangan 

Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalarn Bentuk 

Wilayah Berpemerintahan Sendiri, 2001, h. 3), UU Otsus Papua 

dianggap sangat aspiratif karena disusun dengan mengikut-sertakan 

berbagai komponen masyarakat di Papua. 

Masyarakat Papua ikut menentukan isi dari pada UU Otsus . 
Papua dalam blngkai NKRI.  Otsus Papua merupakan suatu langkah 

awal positif dalam rangka membangun keprcayaan rakyat di provinsi 

Papaua kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis 

untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya 

yang perlu dilakukan demi thntasnya peyelesaian masalah-masalah di 

Provinsi ~ a ~ u a . ~ ~  

Konsep otonomi khusus, menurut Tim yang dibentuk Gubernur 

Provinsi Papua yang dimuat dalam naskah akademis UU Otsus Papua 

dirumuskan: 

"Kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus 
diri sendiri, sekaligus berarti pula kebebasan untuk 
berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan 

93 Yorgernes Derek Hegernur, Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua antara 
Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenKota, Artikel, www.h//ttu: Propil Papua, diakses, 
tanggal, 2 1 Mei 2007, Jam, 2 1,45. 



alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua 
dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah- 
daerah lain di Indonesia yang memang berkekurangan. Hal lain 
yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan 
strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan poltik yang 
sesuai dengan karakteristik dan sumber daya manusia serta 
kondisi alarn dan kebudayaan orang Papua." 

Kata "khusus" diartikan sebagai: 

"Perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena 
kekhususan. Kekhususan mencakup aspek geografis, fisiologis, 
politik, aspek sosial-budaya, yang ditunjukkan seperti tingkat 
sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik".94 

Artinya ada hal-ha1 mendasar yang hanya berlaku di Papua dan 

mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hat-ha1 

yang berlaku -di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan atau 

diberlakukan di Papua. 

Konsep otonomi khusus yang dirumuskan oleh Tim Bentukan 

Gubernur Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan pembedaan 

yang mendasar pada status otonomi yang pada rnasa lalu telah dimiliki 

oleh provinsi Papua sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia, 

namun dalam parktek menyimpang. 

Dengan rumusan otonomi khusus tersebut, otonomi khusus 

dipandang sebagai jalan tengah dan damai, yang ditempuh masyarakat 

Papua untuk mengernbalikan hak-hak dasarnya. Otonomi khusus 

merupakan solusi terbaik untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan 

yang terabaikan selama pemerintahan orde lama maupun orde baru. 

94 lbid 



kepentingan-kepentingan penduduk asli dalam proses pembangunan. UU 

Otsus Papua dianggap cukup aspiratif karena memberikan tempat 

terhadap perlindungan perempuan Papua, yang diwujudkan dalam 

keanggotaan MRP dalam bentuk wakil-wakil perempuan. 

UU Otsus Papua mengamanatkan bahwa jabatan Gubernur dan 

wakil Gubernur, MRP adalah orang asli Papua. Begitu pula dengan 

rekrutmen kepolisian lokal dan birokrasi sipil, harus memberikan 

prioritas bagi penduduk asli. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi, 

Kepada Kepolisian daerah termasuk relokasi satuan kepolisian di Papua 

harus mendapat persetujuan Gubernur. 

3. Pemilihan Kepala Daerah 

Perbedaan subtansial antara UU No. 32 tahun 2004 dengan 

Undang-Undang Pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan 

kepala daerah yang proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. 

Dasar konstitusional, pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan 

kedua UUD 1945 pada pasal 18 ayat (4) menyatakan, "Gubernur, Bupati 

don Walikota masingmasing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota dipilih secara demokratis. " 

Undang-undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara dernokratis dapat dilakukan melalui dua 

cara, pertama; pemilihan oleh DPRD, kedua; pemilihan secara langsung 

oleh rakyat.96 

- - - - 

95 lbid 
% Titik Triwulan Tutik, Op ... cir., h. 7. 



Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas 

dan wewenang PPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Dengan demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara 

demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh 

rakyat. 

Berkaitas dengan keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 

Philipus M. HaQjon mengatakan bahwa: 

"Prinsip glemokrasi yang terkandung dalam Pasal 18 (ayat 3 dan 
4) menypngkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah 
secara langsung ... dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan 
Republik Indonesia, pemilihin umum tidak hanya untuk mernilih 
wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD) tetapi juga untuk Kepala 
~emer in tphan .~  

Menurut DPR yang diwakili Patrialis Akbar dan Lukman Hakim 

Saifuddin dalarn keterangan tertulis tertanggal 14 Februari 2005 pada 

sidang Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara gugatan judicial 

review UU No. 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 mengatakan: 

"Lahirnyq kata demokratis yang dicantum dalam Pasal 18 ayat 
(4) UUD RI Tahun 1945 ketika itu menjelang perubahan kedua 
tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya 2 (dua) 
pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. 
Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan 
secarg lapgsung oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa yang 
terjacji pada pemilihan presiden dan wakil presiden sementara 

1 '  

P7 Philipus M. Hadjon, Kedudukan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam Sistem 
Pemerintahan Pasca Ampndernen UUD 1945, Makalah, Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia 
Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan BPHN Depkimham bekejasama dengan FH 
Unair dan Kanwil Qepkimham Prov. Jatim, Surabaya 9-10 Juni 2004, hlm. 4. 



pendapat i ang  lain menghendaki tidak dilakukan secara 
~ a n ~ s u n ~ , " ~  

Pertitpbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan: 

Rumusan "dipilih secara demokratis" dalam ketentuan pilkada juga 

mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah- 

daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan 

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 .... Tetapi ha1 ini tidak dapat diartikan 

bahwa pilkada secara langsung menjadi satusatunya cara untuk 

memaknai frasa "dipilih secara demokratis" yang dimuat dalam Pasal 18 

ayat (4) UUD 1945 .... Namun kenyataannya dalam menjabarkan 

maksud "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 

pembuat undangundang telah memilih cara pilkada secara langsung. 

Sebagai konsekuensinya asas-asas dan lembaga penyelenggara pemilu 

harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada."99 

Sesuqi dengan Konsideran Penjelasan Umum angka 2 Pemerintah 

Daerah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . 

menyatakan: 

98 Putusan Mahkamab Konstitusi No. 072-073lPUU-IU2004 Pengujian UU Pemda Terhadap 
UUD 1945, hlm. 6 1, 

* Ibid, h lm. 108- 109. Kalimat demokratis tersebut tidak serta merta berarti di pilih langsung 
oleh rakyat, tetapi @pat pula pemilihan dilakukan oleh DPRD pun berarti demokrasi apabila 
pelaksanaanya memang dilakukan secara demokratis tanpa ada intervensi dan menipulasi. Tafsir 
demokratis dalam pasall8 ayat (4) UUD 1945 sebagai "pemilihan langsung oleh rakyat" 
berdasarkan UU Susduk MPR, DPR, DPD, clan DPRD yang mengatakan bahwa DPRD tidak 
rnemiliki kewenangan lagi untuk rnemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lihat, 
Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-1112004 Pengujian Undang-Undang No. 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap UUD 1945. Adapun rnenurut 
Taufiqurrohman Syahuri, mengatakan bahwa makna kata demokratis yang tercantum di &lam 
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut dalam 
Pasa159 ayat ( I )  (Iqn (2) tanpa penjelasan. Taufoqurrohman Syahuri, Anatomi Putusan MKRI 
Tentang Pilkada, M@alah, Seminar Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian UU No. 32 Tahun 



"Pemilihpn secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, 
dengqn wengingat bahwa tugas dun wewenang DPRD menurut 
Undavg-Vndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dun 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan 
Rakyqt, Dew an Penvakilan Daerah, dun Dewan Penvakilan 
Rakyqt Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak 
memiliki tugas dun wewenang untuk memilih Kepala Daerah dun 
Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam 
Undapg-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara l angs~ng" . ' ~~  

Menyrut Taufiqqurahman Syahurifi: 

Rumqsan "dipilih secara demokratis" dalam ketentuan pilkada 

juga mempqrtimbangkan pelaksanaan pilkada di daerah-daerah yang 

bersifat khusus dan istimewa sebagaimna dimaksud Pasal 18B ayat ( I )  

U U D  1945. pal ini  tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung 

menjadi satu-sqtunya cara untuk memaknai frasa "dipilih secara 

demokratis" yang dimuat dalam Pasal I8 ayat (4) ULlD 1945. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 

pada dasarnya rqerupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan 

yang lebih , demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan 

bertanggunaawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secaqa langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam 

demokratisaqi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar 

tingkat pemqrintahan secara vertikal. 

- 

2004 Tentang Pemerintah Daerah, Kerja sama Puslitka MK, Hans Seidel Foundation, dan PS- 
HTN-FH-UI, Jakarta, 28 Maret 2005. hlm. 5. 
'00 Taufiqqurahman Syahuri, "Anatomi Putusan MKRI tentang Pilkada", MuRaIah, Seminar 
Putusan MK Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Artikel, 

: Fakultas Hukum U1, Jakarta, diakses, tanggal 2 1 Mei 2007, Jam 22 : 00 Wib. 



Kenyataan itu dapat dipahami, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pemilihan Kepala 

Daerah, "Pemilihan Kepala daerah dun Wakil Kepala Daerah 

selanjutnya di sebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di wilayah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945 ... ". 

Sinyalemen pemilihan kepala daerah ditinjau dari sudut pandang 

ketatanegaraan dan pemerintah akan membuahkan suatu kondisi: 

Pertanra, pernilihan kepala daerah akan menghasilkan pemerintahan 

daerah yang mempunyai legitimasi langsung dari masyarakat, dimana 

Pemda mempunyai pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas yang 

tidak akan semena-mena menyeleweng; Kedun, iklim menumbuhkan 

kondisi daerah menemui momentumnya. 

Dalam arti bahwa peran kepala daerah yang didukung penuh akan 

mampu membawa katalisator-konstruktif bagi kemajuan masyarakat; 

Ketigu, pemilihan kepala daerah secara esensial akan mendukung 

demokratisasi lokal, yaitu masa depan kehidupan mas~arakat di daerah 

menjadi cerah akibat terbukannya ruang publik melalui partispasi 

proaktif masyarakat.'O1 

Untuk melaksanakan rnaksud dan tujuan pemilihan kepala daerah 

langsung sebagai saransl kedaulatan rakyat di wilayah daerah, maka 

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Pemda menyatakan, "Kepala daerah 

lo' Titik Triwulan Tutik, Sistem Pemilihan, ... Op..it, hlm. 8. 



dun wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dun adil. " 

Penggunaan asas tersebut merupakan konsekuensi sebagai 

pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Menurut Mahkarnah 

Konstitusi: 

"Dalam menjabarkan maksud "dipilih secara demokratis" dalam 
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah 
memilih cara pemilihan kepala daerah secara langsung, maka 
sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan 
pemilihan urnum harus tercermin dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan ad i l  (luber-jurdi~)"."~ 

Pemi lihan Kepala Daerah langsung sebagai instrumen dernokrasi 

untuk menjaring kepimpinan nasional tingkat daerah. walaupun tidak 

dilaksanakan secara serentak seperti Pemilihan Umum Legislatif atau 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diperlukan unifikasi 

pelaksanaan/regulasi sehingga mampu menjamin pelaksanaan Pemilihan 

Umum secara "luber d m  jurdil". 

Berkaitan dengan ha1 itu dalam penyelenggaraan suatu pemilihan 

kepala daerah provinsi maupun kabupatedkota diperlukan adanya suatu 

lembaga yang bersifat mandiri (independen). Pasal 57 ayat (1) UU No. 

32 Tahun 2004 dan Pasal4 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 menyebutkan, 

"Pemilihan kepala daerah dun w akil kepala daerah diselenggarakan 

oleh KPUD." KPUD mana yang diberikan tugas menyelenggarakan 

Putusan Mahkamah Konstitusi ... Op ... cit., hlm. 67 



pemilihan kepala daerah, menurut Pasal 1 ayat (21) UU No. 32 tahun 

"Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang 
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk 
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah di setiap provinsi dadatau kabupatedkota. " 

Sebagai lembaga independen, KPUD harus bebas dari intervensi 

lembaga negara manapun dalam penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah. Ketentuan tersebut cukup logis dengan memandang bahwa amat 

sulit mencapai tujuan tersebut apabila KPUD harus bertanggungjawab 

kepada lembaga lain semisal DPRD. Sebab, DPRD merupakan unstlr- 

unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi pilkada. 

Menurut Taufiqurrahman Syahuri: 

Ketentuan jaminan independensi KPUD dalam menyelenggarakan 

pemilihan kepala daerah langsung ini adalah keinginan melepaskan 

ketergantungan KPUD kepada lembaga lain, atau dengan kata lain, ingin 

memelihara kemandirian lembaga yang aparatnya adalah KPU 

Putusan Mahkamah Konstitusi pun mengatakan: 

"..., dan apabila independensi KPUD tidak dijamin, ha1 ini akan 
mengganggu pelaksanaan hak rakyat sebaga.i pemegang 
kedaulatan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, 
bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang 
dimuat dalam Pasal 28D UUD 1 945".'04 



4. Pemerintahan Pesa 

Salah qatu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada 

keanekaragamaq adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya dan sebagainya. 

Itu pulalah sebqbnya, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam 

kesatuan masyarakat yang terendah. 

Kesatuan masyarakat dimaksud adalah, umpamanya Desa di Jawa 

dan Madura, Gqmpong di Aceh, Huta di ~ a t a k ,  Nagari di Minangkabau, 

DatisudMarga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah 

kalimantan, dan sebagainya.Ios 

Istilah "desa", menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 

dalam makna Hukum Tata Negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk 

bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian 

desa di Jawa dqn Madura adalah sama dengan- luar Jawa dan Madura. 

Istilah "desa" dlpakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah 

istilah "desa" tejah menjadi istilah umum.IM 

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu 

kesatuan hukuv, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang 

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.I0' Adapun Hazairin 

berpendapat, babwa: 

"Desa dj Jawa dan Madura, Nagari di Minangkabau sebagai 
masyarakat adat, yaitu masyarakat hukum adat adalah, kesatuan- 
kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan- 

'03 Taufiqurrohman Syahuri, Op ... cit., hlm. 4 .  
'04 Putusan MK. OD ... cit.. hlm. 110. - 
'05 Moh. Kusnardi, et.al, ~ e n ~ a n t a r  Tata Negara ..., Op ... cit., hlm. 285. 
'06 lbid 



Adapun Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (Pasal 1 huruf o) 

maupun UU Pemda (Pasal 1 angka 12) memberikan definsi yang sama 

mengenai "Desq", yaitu: 

"Desa atgu yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
desa, adqlah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- 
batas wjlayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui danlatau dibentuk 
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 
kabupatepkota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945". 

Landasaq pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 

keanekaragamaq, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

UU Pemda mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun 

dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat 

diberikan penuFasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 

Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat 

administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun 

karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya 

pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan 

diberikan keseppatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 

perkembangan dari desa itu sendiri. 

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan 

lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, 



yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan pembuatan dan 

pelakasanaan paraturan desa, Anggaran pandapatan dan belanja desa, 

dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemsayarakatan 

yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam 

memberdayakan masyarakat desa . 

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat 

Desa dalam tata cara dan prodesedur pertanggungjawabannya 

disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Kepada 

badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan 

kcterangan laporan peretanggung jawabannya dan kepada rakyat 

menyampaikan informasi pokok-pokok pcrtanggung jawabannya namun 

tetap harus mcmberi peluang kepada masyarakat melalui Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan 

lcbih lanjut terhadap hal-ha1 yang bertaliandengan pertanggungjawaban 

dimaksud. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, 

penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan 

desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten 

dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada 

pedoman yang ditetapkan Pemerintah. 



BAB IV 

PRINSIP-PWNSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAER- MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 32 . 

TGHUN 2004 DAN PELAKSANAANNYA 

DI PROVINSI RIAU 

A. Pelaksanaan PrinsipPrinsip Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi 

Riau 

1. Sejarah RingIps Propinsi Riau 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang 

pada saat itu dipimpin ole11 seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang 

mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkarnpungan. Kemudian 

perkampungqn $enapeIan berpindah ke tempat pernukiman baru yang 

kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai 

Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. PqrkembanganSenapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

menetap di Seqapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit 

berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut 

terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

rnempunyai iniqiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak 

berkernbang. Uyha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh 



putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan 

sekarang. 

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 1 Rajah 1204 H atau tanggal 23 

Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datukdatuk empat suku (Pesisir, Lima 

Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya rnenjadi 

"Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. 

Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer 

sebutan ~ P E K A N  BAHARU", yang dalarn bahasa sehari-hari disebut 

PEKANBARU. 

Perkernbangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru 

selalu mengalami pcrubahan, antara lain sebagai berikut : 

1. SK Kerajaan Besluit van Her lnlanchu Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 

19 Oktober 191 9, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 

District. 

2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh 

seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer 

disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. 

4. Ketetapan Gubemur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Harninte atau Kota b. 

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 



6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 

kota kecil. 

7. UU No. I tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

8. Kepmendagri No. Desember 52/V44-25 tanggal 20 Januari 1959 

Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. 

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pernakaian sebutan Kotamadya. 

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi ~ 0 t a . l ' ~  

2. Letak Geografis 

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopoliti k terletak 

pada jalur yapg sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang 

akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan 

lnternasional di kawasan ASEAN rnelalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. 

Setelah terjadi pemekaranan wilayah, Provinsi Riau yang dulunya 

terdiri dari 16 KabupatenIKota sekarang hanya tinggal I I KabupatenIKota 

setelah Provinsi Kepulauan Riau terhitung 1 Juli 2004 resmi menjadi provinsi 

ke 32 di Indonesia. 

Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut 

Cina Selatan, terletak antara 1°15' Lintang Selatan sampai 4'45' Lintang 

Utara atau antara 1 00°03 '-1 09" 19' Bujur Timur Greenwich dan 6'50'-1'45' 

Bujur Barat Jakarta. 

'09 Provimi Riau, D a h  Angh, 2006 



Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi 

mempunyai luas 235.306 Km2 atau 71,33 persen merupakan daerah lautan 

dan hanya 94.56 1,6 1 Km2 atau 28,67 persen daerah daratan. 

Di daerah daratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 sungai yang 

mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti : 

a) Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8- 12 m 

b) Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m 

c) Sungai Kampar (400 km) dengan. kedalaman sekitar 6 m 

d) Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman sekitar 6-8 m. 

Keempat sungai yang membelah dsri pegunungan daratan tinggi Bukit 

Barisan bermuara di Selat Maloks dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi 

pasang sumt laut.'I0 

3. Wilayah Aministratif 

Pada tahun 2004, Provinsi Riau mempunyai wilayah administrasi 

terdiri atas I I Kabupaten/Kota, 9 Kabupaten dan 2 Kota. KabupatenKota di 

Provinsi Riau terbagi lagi menjadi 153 ~ecamatan, 167 Kelurahan dan 1.57 1 

Desa. Bila dibandingankan dengan tahun 2003, terjadi pengurangan j umlah 

KabupatenKota diman terdiri dari 16 KabupatenKota, 12 Kabupaten dan 4 

Kota. Hal ini disebabkan terjadinya pemekaran wilayah Provinsi Riau menjadi 

dua Provinsi yaitu Provinsi Riau sendiri dan Provinsi Kepulauan Riau yang 

terhitung 1 Juli 2004 resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. 



Bila dilihat jumlah kecamatan pada masing-masing KabupatenKota, 

Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai jumlah kecamatan yang terbanyak, 

yaitu I7 buab k-amatan, di ikuti Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar 

masing-masing 17 buah kecamatan. 

Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir masing-masing I I buah 

kecamatan. Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah terbesar di bandingkan 

dengan semup KgbupatenIKota yang ada di Provinsi Riau hanya mempunyai 

10 buah kecamatan, sama dengan Rokan Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu 

mempunyai becapatan 9 buah dan Siak 8 buah kecamatan. 

Khusys untuk kota, Kota Pekanbaru memiliki jumlah kecamatan yang 

terbanyak, yqitu 8 buah kecamatan, sedangkan Kota Dumai hanya 5 buah 

kecamatan. Konsisi ini untuk beberapa tahun kedepan akan terjadi perubahan 

mengingat pelaksanaan otonomi daerah semakin genjar dilaksanakan di 

Indonesia. 

Seirin~ dengan bergulirnya era reformasi, di satu sisi sangat 

menguntungkan daerah, namun di sisi lain telah mendatang pertnasalahan barn 

khususnya rpasqlah tapal batas masing-masing KabupatenKota. Akibat 

adanya Kabupaten baru, terjadi tarik ulur antara satu Kabupaten dengan 

kabupaten lalnnya masalah batas wilayah masing-masing, sehingga sangat 

disesalkan sappqi timbul perselisihan hanya gara-gara tapal batas tersebut. 

Kondlsi ivi harus segera dicari penyelesainnya agar permasalahan yang 

ditimbulkan fidak semakin besar. Perselisihan seperti ini bisa saja terjadi 

nantinya antara kelurahan dengan kelurahan ataupun antara desa dengan desa, 



sehinga semangq reformasi yang sudah kita bangun tidak sesuai dengan apa 

yang kita harapkqn. 

Tabel 1..IV 

Daftar Para Gubernur 

(Dari Masa Pertama Hingga Kini) 

1 2 1 Kaharuddin Nasution 1960- 1966 

NO 

I 

NAMA 

Mr.S.M.Amin 

3 

4 

1 8 1 Drs. Atar Sibero 

MASA JABATAN 

1958- 1960 

5 

6 

7 

1 6 Aystus 1988 - 28 Desember 1988 

Arifin Achmad 

Arifin Achmad 

1966- 1978 

1966- 1978 

R.Soebr3ntas.S 

Prapto Pray itno 

H. Imam Munandar 

1978- 1980 

9 Juni 1980 - 2 Oktober 1980 

1980- I988 

I I 

9 1 Soeripto 
I I I 

I I I 

Sumber Biro Hukum Pemerirrtahan Riau, Data Olahan 2007 

1988- 1998 

1 10 1 H. Saleh Djasit, SH 
I 1 

Tabel 2.IV 

Daftar Para Ketua DPRD Propinsi Riau 

(Dari Masa Pertama Hingga Kini) 

1998-2003 

1 I I H.M.Rusli Zainal, SE 2003-Sekarang 

I 

MASA JABATAN 

1961-1966 

1966- 1968 

1968-1971 

1971-1979 

NO 

1 

2 

3 

4' 

NAMA 

Kaharuddin Nasution 

Sam Wehantow 

M. Yamin.Q 

Chairul Ali Pasahan 



1 5 1 Moh-Adnan Kasim 1979- 1982 1 

I I 

9 1 Drh.H.ChaiPir, MBA 1999-sekarang 1 

I I 

- -- 
Sumber Biro ~ u k u h  Pemerintahan Riau, Data Olahan 2007 

6 1 M. Masnoer 

4. Visi Misi Propinsi Riau 

a. Visi 

Tewjudpya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan 

1982- 1987 

Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera 

Lahir dan Batin, qi Asia Tenggara Tahun 2020" 

Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran 

Visi Pembanpungn Riau 2020, maka perlu visi antara dalam Visi 5 tahunan 

agar setiap tahap untuk periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat 

dicapai sesu~i  dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan 

berdasarkan ykuran-ukuran kinerja pembangunan. 

Untuh ity pada tahun 2004-2008 ke depan sebagai "penggalan lima 

tahunan kedua" (lari RENSTRA Provinsi Riau Tahap Pertama periode Tahun 

2001 -2007 gun@ mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara 

berkelanjutaq dan konsisten, maka dimmuskan visi antara sebagai berikut : 

"Tenyujudnya Pembangzrnan Ekonomi yang Mengentaskan 

Kemiskinan, Pembangunan Pendidikan yang Menjamin Kehidupan 

Masyaraht Agamis dun Kemudahan Abesibilitas, dun Pengembangan 



Kebudayaan yang Menempatkan Kebudqaan Melayu secara Proporsional 

dalam Kerangka Pemberdayaan ". 

b. Misi 

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Riau selama kurun 

waktu 2004-2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan Visi 

Pembangunan Riau 2020, maka ke depan Misi Pembangunan Riau yang 

dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut : 

a. Terwujudnya kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan 

profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat (reinventing 

governmenr); 

b. Terwujudnya Supremasi Hukum (Law Enforcemenl) dan penegakan Hak 

Azasi Manusia; 

c. Tenvujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah (spread of 

development equilibrium between region); 

d. Terwujudnya perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan (empowerment of economic society); 

e. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan 

masyarakat agamis. 

f. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan 

memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan 

dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, kemudahan 

memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan 

agama, seni budaya dan moral (human resources development); 



g. Terwujudnya kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, 

produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik (accessibility 

on infrastructure and public service); 

h. Terwujudnya sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan 

budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannyal' ' 
6. Ekonomi Pembangunan Propinsi Riau 

6.1. Sarana dan Prasarana 

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas didarat. 

Lancarnya arus lalu lintas akansangat menunjang perkembangan 

perekonomian suatu daerah. Guna menunjang kelancaran perhubungan darat 

di dacrah Riau pada tahun 1998 tercatat panjang jalan 13.334 km dan 

jembntan 870 buah. Dilihat kondisinya, jalan yang baik tercatat sepanjang 

3.359,25 km (25,19 persen), sedang 3.578,12 km (26,83 persen), msak/rusak 

berat 6.396,65 (47,97 persen). Jika panjang jalan dirinci menurut jenis 

permukaan dlperoleh proporsi 3 1,42 persen diaspal, 15,48 persen jalan kerikil 

dan 48,61 persen jalan tanh dan beton 4,50 persen. Selanjutnya dari 870 buah 

jembatan sebanyak 41 1 jembatan dengan konstruksi beton, 122 komposit, 2 17 

dengan konstruksi kayy 133 buah rangka, 5 buah adalah jembatan belly dan 2 

FXX."~ 

Apabila prasarana jalan diibamtkan sebagai urat nadi maka prasarana 

pengangkutan adalah ibarat darah yang rnengalir melalui urat nadi tersebut, 

dalam kumn waktu 1996-2006 jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya 

'"RENSTRA Prpvinsi Riau Tahap P e r m a  periode Tahun 2001 - 2006 
'I2 lbid 



meningkat. Pada tahun 1996 tercatat 304.239 buah kendaraan bermotor yang 

terdiri dari mobil penumpang 25.857 buah, mobil bus 15.201 buah, mobil 

gerobak 32.2 1 1 d m  sepeda motor sebanyak 230.970 buah. Dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan jumlah mobil penumpang 13,77 

persen, mobil gerobak 13,93 persen dan sepeda motor 23,58 persen. 

Di Provinsi Riau terdapat sebanyak 12 Bandara, termasuk bandara 

khusus yang dibangun oleh PT RAPP di Pelalawan yang telah diresmikan 

pernakaiannya pada tahun 2003, tapi hanya 6 Bandara yang saat ini aktif 

melayani jasa angkutan udara berjadwal yaitu Sultan Syarif Qasyim I1  di 

Pekanbaru, Hang Nadim di Batam, Kijang di Tanjung Pinang, Bandara 

Khusus Ranai di Natuna, Pinang Kampai di Dumai, dan Bandara Matak di 

Kecamatan Palmatak Kabupaten Natuna. 

Sedangkan 6 Bandara lainnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk 

penerbangan berjadwal karena selain disebabkan status sebagian Bandara 

adalah Bandara Khusus, juga disebabkan karena maskapai penerbangan yang 

sudah eksis belum memanfaatkan Bandara tersebut dalam rangka 

memperlancar arus transportasi udara dan dalam rangka pemanfaatan Bandara 

tersebut secara optimal. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau rnembangun 

perusahaan penerbangan daerah yaitu PT Riau Air Lines. 

Sekarang sebagian dari Bandara tersebut telah didarati Riau Air Lines 

seperti Bandara Khusus Ranai yang dikelola oleh TNI AU, Bandara Matak 

yang dikelola PT Conoco Philips Indonesia, dan Bandara Kijang di Tanjung 

Pinang dan selanjutnya Insya Allah, Dumai yang telah dibuka untuk 



penerbangan berjadwal dan Sei Pakning yang masih menunggu realisasi 

kerjasama dengqn Bupati Bengkalis dan izin pemakaian Bandara Sungai 

Pakning unfuk penerbangan berjadwal dari Pertamina. Selain itu, 

direncanakan pembangunan Bandara di Bagan Siapi-api dan Taluk Kuantan, 

sedangkan dj S?i Salak Indragiri Hilir sedang dalam pembangunan fisik 

landasan. 

Angkytaq laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting di 

Riau. Hal ini disebabkan sebagian Daerah Riau 'terdiri dari pulau-pulau yang 

terhampar di Selpt Sumatera sampai laut Cina Selatan. Dari laporan 42 buah 

pelabuhan laut yang ada diperoleh informasi bahwa pada tahun 2006 

banyaknya bgraqg-barang antar pulau yang dibongkar berjumlah 44,06 juta 

ton dan yang diquat berjumlah 189,62 juta ton. 

Sedaqgkqn pada tahun 2006 barang-barang antar pulau yang dibongkar 

berjumlah 30,24 juta ton, dan dimuat 32,51 juta ton, dengan kata lain lalu 

lintas barang-barang antar pulau tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 

44,77 persen untuk barang yang dibongkar dan naik sebesar 175,67 persen 

yang dimuat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

6.2. Perkebupan, Kehutanan Perikanan 

Perkebungn mempunyai kedudukan yang penting didalam 

pengembangqn pertania baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman 

perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di 

daerah ini ialgh belapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan cengkeh. Data luas dan 

produksi tangrnqn perkebunan tahun 1998 yang dikumpulkan dari Dinas 



Perkebunan, mevunjukkan luas areal tanaman perkebunan antara lain karet 

509.089 ha, kelapa 579.399 ha, kelapa sawit 769.750 ha, cengkeh 7.607 ha 

dan kopi 1 1.193 ha dengan produksi tanaman karet 273.4 14 ton, kelapa 

456.561 ton, cengkeh 1.1 12 ton, kopi 2.528 ton dan kelapa sawit 1.559.924 

ton. Untuk prodyksi kelapa sawit pada tahun 1998 mengalami kenaikan yang 

cukup tinggi yaltu dari 1.294.316 ton menjadi 1.559.924 ton atau terjadi 

kenaikan sekitar 20,52 persen dan diikuti oleh produksi karet yaitu dari 

237.088 ton pada tahun 1997 menjadi 273.414 pada tahun 1998 (15,32 

persen). 

Sedangkan produksi kelapa naik dari 444.432 ton pada tahun 1997 

menjadi 456.561 ton pada tahun 1998 atau terjadi kenaikan 2,73 persen. Selain 

dari tanaman tersebut di atas, data produksi tanaman lainnya seperti pinang, 

merica, gambir, enau dan coklat disajikan menurut series selama 5 tahun. 

Hutan mempunyai peranan penting bagi stabilitas keadaan susunan 

tanah dan isinya. Luas kawasan hutan di Propinsi Riau adalah 9.456.160 Ha. 

Bila dirinci menurut fungsinya seluas 397.150 Ha (4,2 %) adalah hutan 

lindung, 451.240 Ha (4,77 %) Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, 

1.866.132 Ha (19,74 %) Hutan Produksi Tetap, 1.97 1.553 Ha (20,85%) Hutan 

Produksi Terbatas dan 4.770.085 Ha (50,44) merupakan Hutan Produksi yang 

dapat dikonversi. 

Produksi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis tahun 2005 

berturut-turut adalah 2.537.244,43 m3; 319.468,78 m3 dan 452.586,9455 rn3. 

Dibandingkan tahun 2006 dengan produksi kayu bulat sebesar 1.386.052,52 



m3 mengalami k~naikan sebesar 83,06 %, sedangkan kayu gergajian dan kayu 

lapis mengalami penurunan masing-masing sebesar 40,64 % dan 38,75 %. 

Produksi perikanan di daerah Riau sebagian berasal dari perikanan 

laut. Data menunjukkan bahwa dari jumlah 349.362,9 ton produksi ikan pada 

tahun 2005, sebapyak 3 15.689,2 ton atau 90,36 % merupakan hasil perikanan 

laut dan budidaya. Sedangkan sisanya 33.673,7 ton (9,64 %) adalah hasil dari 

perikanan umum, tambak dan kolam. Bila dibandingkan dengan total produksi 

ikan pada tahun 2005 yang berjumlah 332.220,3 ton berarti pada tahun 2006 

mengalami kenaikan sebesar 5.1 6 persen. 

Nilai produksi perikanan pada tahun 2006 sebesar Rp. 

3.729.615.606.OQ0,-. Sedangkan tahun 2005 tercatat sebanyak 

Rp. 1.49 1.429.473.000,-. Kabupaten yang menghasilkan ikan terbanyak adalah 

Kabupaten Rokap Hilir dan Natuna masing-masing sebanyak 75.496,2 ton dan 

73.093,6 ton; dilpnjutkan dengan Kepulauan Riau ( 48.5363 ton), Karimun 

(43.680,6 ton), Iqdragiri Hilir (38.908,7 ton), Bengkalis (18.752,3 ton), Batam 

(16.385,3 ton), Kampar (1 4.332,5 ton) dan sisanya 20.177,2 ton merupakan 

KabupatenKota lain. 113 

6.3. Parawisata Qao Rekreasi 

a. Lomba Sampan Tradisional 

Lokasi : Sungai Siak, Kecamatan Lima Puluh Kotamadya : Pekanbaru 

Merupakgn atraksi wisata atraktif yang mengandung nilai budaya dan 

tradisional yang dilaksanakan setiap minggu keempat bulan Agustus secara 



rutin, sekaligus sebagai manifestasi kegembiraan rakyat memperingati Hari 

Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Lomba sampan ini diadakan di sungai Siak Pekanbaru dan biasanya 

diikuti oleh peserta dari Daerah se-Propinsi Riau. Tak dapat dipungkiri bahwa 

olah raga tradisional Lomba Sampan ini juga merupakan aktivitas budaya 

masa lampau yang refleksinya sampai kini sebagai wujud kegembiraan 

masyarakat sepanjang sungai Siak. 

b. Mandi Potang Balimau 

Lokasi : Sungai Kampar Kotamadya : Kampar, mandi potang balimau 

bagi masyarakat Kampar merupakan mandi massal yang dilakukan sehari 

menjelang masuknya bulan suci Ramadhan tiap tahun, juga d isebut 

masyarakat tempatan Mandi Balimau Bakasai. Mandi dilaksanakan oleh kaum 

laki-Inki dan perempuan secara bersama-sama di sungai Kampar. Mandi 

sambil mensucikan diri dari noda-noda yang mungkin melekat di tubuh, 

berenang dan bersukaria menyikuti arus sungai merupakan kegiatan yang 

mengasyikkan terutama bagi pemuda pemudi. 

Mandi potang Balimau menggunakan limau kapas, limau purut atau 

limau tipis yang diiris dan dicampur dengan siraman air bunga yang beraneka 

ragam jenisnya yang menimbulkan aroma yang harum. 

c. Hari Raya Puasa Enam 

Lokasi : Desa Pulau Bangkinang Kabupaten : Kampar, Di Kabupaten 

Kampar ada Mandi Potang Balimau, ada Hari Raya Puasa Enam yang 

dimeriahkan lebih ramai dari Hari Raya Idhul Fitri. Ini merupakan tradisi 



masyarakat tempatan, dimana pada hari raya puasa enarn ini mereka 

menyajikan hiburan dan atraksi permainan rakyat yang unik seperti pencak 

silat, rebana, talempong dan permainan lainnya. Mereka beramai-ramai 

menziarahi kuburan dan rnengantarkan rnakanan untuk sajian bersarna. 

d. Menggaru Ikan 

Lokasi : Desa Aur Sati, Kecamatan Karnpar Kabupaten : Karnpar, 

Danau Bokuok ferletak di Desa Aur Sati, Kecarnatan Kampar, menurut 

sumber ternpatan, danau ini dahulunya hanya sebuah lubuk saja, kemudian 

terus bertambah besar sehingga sekarang luas danau rnencapai kurang lebih 

135 hektar. Danau yang banyak ikannya ini, dahulu menjadi salah satu tempat 

penduduk menangkap ikan secara bebas. 

Sekitar tahun 1970, oleh para ninik rnamak desa ini diadakan 

musyawarah untuk mencari mufakat, bagairnana supaya upacara Menggaru 

lkan atau menangkap ikan bersama-sama dapat dijadikan upacara tetap yang 

dilakukan sekali dalam setahun. Hasilnya musyawarah rnenyekapati usulan 

tersebut dan hingga kini upacara menggam ikan masal tersebut merupakan 

salah satu event pariwisata Riau. 

Kegiatan menggaru ikan terlebih dahulu diawali dengan upacara adat 

dengan menampilkan bebenpa jenis kesenian tradisional seperti pencak silat, 

telernpong, rebana dan lain-lainnya. 

Hari mulai pelaksanaan upacara menggam ikan ditentukan dengan 

musyawarah ninik mamak yang dipirnpin oleh Pucuk Adat dan waktu 

rnenggaru ikan $k boleh lebih dari satu minggu, siang dalam malam hari, 



dimana selama satu minggu tersebut biasanya masyarakat membuat pondokan 

untuk keluarga, tamu dan kenalan. 

Di luar waktu yang telah ditentukan penduduk tak dibenarkan 

menangkap ikan secara bebas seperti menangguk, memancing dan sebagainya. 

Jenis Ikan yang terbanyak di Danau Bokuok adalah ikan Motan dan 

ikan Lomak. lkan Motan adalah ikan yang bersisik putih keperakperakan, 

sedangkan ikan Lomak cukup besar dan rasanya lemak. Menurut sumber 

tempatan penghasilan danau ini sekali menggaru selarna satu minggu siang 

dan malam seluml~nya sekitar 80 ton ikan basah. 

Penghasilan ini cukup besar, karena harga ikan, terutama ikan lomak 

cukup mahal dan digemari orang. Bila menyaksikan atau turut upacara 

menggaru ikan ini, bukan saja berpeluang untuk mendapatkan ikan dibawa 

pulang ke rumah masing-masing dalam suasana kegembiraan dan santai, tetapi 

sekaligus dapat pula menyaksikan berbagai atraksi kesenian tradisional yang 

d iperagakan masyarakat. 

~ i d a k  sulit untuk datang menyaksikan upacara ini, karena desa Aur 

Sati hanya berjarak sekitar 35 kilometer dari kota Pekanbaru, tak berapa jauh 

dari jalan raya ke Bangkinang, dan dapat pula ditempuh berbagai kendaraan 

umum. 

e. Upacm Pacu Jalur 

Lokasi : Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten : 

Indragiri Hulu, Di Taluk Kuantan terdapat suatu upacara tradisional yang 

mengandung nilai budaya dan olah raga, dilaksanakan sekali setahun dalam 



rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 

dan atraksi ini telah ditetapkan sebagai salah satu event Pariwisata Nasional. 

Upacara pacu Jalur di Rantau Kuantan ini merupakan keramaian 

rakyat yang amat meriah dan diawali dengan acara sakral dan magis. 

Kegiatan-kegiatapnya antara lain adalah : 

a) Membuat Jalu~ 

Pekerjaaq membuat jalur tentulah tidak dapat dilakukan satu atau dua 

orang, melainkan memerlukan beberapa orang yang ahli dengan bantuan 

masyarakat, karena jalur yang dibuat adalah dalam ukuran besar, panjangnya 

25-30 meter yang akan didayung oleh 50-60 orang. 

Pekerjaaq yang pertama sekali dilakukan adalah mencari bahan, yakni 

pohon kayu besar sekitar empat pemeluk (antan 45 meter lingkaran 

batangnya) diatur oleh seorang Paktuo dan Dukun Kayu. Setelah kayu didapat, 

pekerjaan berikytnya adalah upacara menobang (menebang) kayu yang 

diawali dengan rflalembe, yakni membaca doa dan mantra supaya pekerjaan 

itu berjalan lancar. Selesai itu barulah kayu mulai dicatuk, mulai dilukai. 

Catukan (kepingan kayu) diambil dan disimpan yang akan dipergunakan 

sebagai obat jika ada diantara pekerja pembuat jalur sakit. Setelah kayu 

ditebang dan dibersihkan, barulah pekerjaan membuat jalur dimulai dengan 

dipimpin oleh seorang Tukang Tuo, dibantu oleh Tukang Pengapik sebanyak 

dua atau tiga oraqg serta anggota masyarakat lainnya yang mau membantu dan 

pandai bertukang. 



b) Menarik Jalur 

Jalur barn siap separuhnya itu ditarik ke kampung dengan upacara 

khusus yang disebut menarik jalur. Jalur ditarik dengan mempergunakan rotan 

manau. Pekerjaan menarik (menghelo) jalur ini dilakukan oleh kaum laki-laki, 

sedangkan wanitgnya menyediakan makanan. Pada waktu itulah para pemuda 

dan pemudi dappt berdampingan bersenda gurau sambil ajuk mengajuk hati 

masing-masing. 

Bahkan, tidak jarang para pemuda turut pula menariklmenghelo jalur 

berdekatan dengan sang pemudi impiannya. Menarik jalur dari rimba ke 

kampung adalah pekerjaan yang tidak ringan, bukan saja karena jalur itu 

sangat berat tetapi jarak yang ditempuh cukup jauh, yakni lebih kurang 

sepuluh (1 0) kilometer. 

c) Mendiang Jalyr 

Setelah jalur selesai dua pertiga, maka jalur itu perlu pula didiang 

(dipanaskan den~an api). Pekerjaan itupun dilakukan dengan upacara khusus 

pula dan dimeriahkan dengan berbagai atraksi kesenian masyarakatnya seperti 

: tari-tarian, bekayat nandong, gondang berogung dan lain sebagainya. 

d) Menurunkan Jalur 

Dalam menghadapi acara Pacu Jalur, Paktuo lah yang mengatur dan 

mempersiapkan segala kelengkapannya termasuk menentukan orang-orang 

yang turut berpapu di dalam jalur itu. Setelah semuanya siap, ditentukanlah 

ketika yang baik untuk menurunkan jalur itu ke sungai Kuantan. Pada hari dan 



kemudian mengqlam i penambahan yaitu pada tahun 2006 menjadi 6.444 

mesjid, 507 gereja dan 73 vihara. 

Disaqping banyaknya jemaah haji yang berangkat ke Mekah terus 

meningkat dqri tahun ke tahun angka tahun 2006 menunjukkan jumlah 1.772 

orang yang tsrdiri dari 835 laki-laki dan 937 perempuan. 

6.7. Pendidibn 

Pada tahun 2001-2006, APS untuk kelompok usia 7-12 tahun pada 

tahun 2001 sebesar 95,95% meningkat menjadi 99,42% pada tahun 2006; 

untuk kelompok usia 13-1 5 tahun sebesar 79,56% pada tahun 200 1 meningkat 

menjadi 89,53% pada tahun 2006. Selanjutnya untuk kelompok usia 15-18 

tahun pada phun,2006 mencapai 54,22%, jauh di atas angka partisipasi 

sekolah untuk kelompok usia yang sama pada tahun 2001 yang hanya sebesar 

453  1% dan untpk usia 19-24 tahun, pada tahun 2001 sebesar 10,90% 

meningkat mqnjadi 29,l 1%. 

Hal Jtu menunjukkan upaya dan komitmen Pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan cukup berhasil. 

Indikator t in~kat keberhasilan di sektor pendidikan dapat pula dilihat dari 

persentase angkq melek humf yang selama periode 2001-2006 cenderung 

terus meningftat. Jika pada tahun 2001 angka melek humf bagi penduduk 

berumur 10 Wun  ke atas di Provinsi Riau sebesar 96,03%, maka pada tahun 

2002 meningkat menjadi 96,92%. 

Pelak~anaan pembangunan Sektor Pendidikan bertujuan mewujudkan 

sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas, sehat, cerdas, 



terampil clan sejqhtera serta menguasai IFTEK. Selama kurun waktu 1998- 

2002 mutu Sekolah Dasar telah menunjukkan hasil yang cukup 

menggembirakan, ha1 ini terlihat dari peningkatan kualifikasi pendidikan guru 

mulai dari jenjang program 0-11 hingga pendidikan Pasca Sarjana untuk guru 

SD. 

Dalam rangka percepatan perwujudan sumberdaya manusia Riau yang 

berkualitas, handal dan mampu berkompetisi serta berkolaborasi dalam 

percaturan globqlisasi, maka dilakukan kebijakan khusus melalui agenda 

strategis biclang pendidikan yaitu pembangunan Pesantren Teknologi, 

Pembangunan SMU Plus, Pemberian Beasiswa S2 dan S3, Pembangunan 

Kampus Fakultas Kedokteran, mendorong pendirian Politeknik, memberikan 

bantuan kepqda Perguruan Tinggi, rencana meningkatkan Fakultas Teknik 

Universitas Larlcang Kuning menjadi Institut Teknologi Riau (ITR) 

memberikan bantuan kesejahteraan guru dan membina jaringan kerjasama 

pendidikan regional dan internasional. 

Pembangunan Pesantren Teknologi dimaksudkan untuk memadukan 

bekal kemqmpuan IMTAQ yang diaktualisasikan dalam kegiatan 

pembelajara~ dengan kemampuan teknologi yang mempakan bekal 

kemampuan flasar bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki 

pendidikan lwjutan, atau Iebih jauh dari itu dalam upaya menapaki kehidupan 

masa depan yang lebih layak. 

Mengenai SMU Plus, pendekatan yang dipergunakan adalah 

peningkatan puty dengan penyediaan infrastruktur, proses belajar mengajar 



yang baik, manajemen sekolah yang profesional dan rekruitmen peserta didik 

yang dilakukan Secara selektif di wilayah KabupatenKota. Berbagai prestasi 

telah dicapai oleh SMU Plus antara lain (1) Jumlah rata-rata NEM tertinggi 

dalam dua tahun terakhir baik program IPA maupun IPS; (2) Juara I Tingkat 

Nasional lomba kreativitas guru; (3) Penghargaan dari Negara Chili dalam 

penulisan karya Fastera; (4) Sebagian besar anak didik dapat melanjutkan ke 

berbagai Perguruan Tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti 

Nanyang University Singapura, dan beberapa Perguruan Tinggi di Amerika 

Serikat dan Jepamg. 

Jumlah pemudalpemudi Riau yang telah memperoleh beasiswa sejak 

tahun 2000 adalah 950 orang terdiri atas S2 sebanyak 882 orang dan S3 

sebanyak 68 orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya 

membangun Fakultas Kedokteran dilaksanakan melalui tahapan yang diatur 

oleh pemerintah. Pada tahap awal statusnya dalam bentuk Program Studi di 

bawah payung Fakultas Kedokteran UNAND Padang dan untuk tahap 

selanjutnya diupayakan memenuhi persyaratan menjadi Fakultas ~edokteran 

UNRI. Pemerintgh Provinsi tetap "concern" terhadap pembangunan gedung 

dan penyediaan ipfrastruktur lainnya. 

Politeknik Caltex yang dibangun PT. CPI atas dorongan dan keikut 

sertaan Pemerinph Provinsi Riau telah memberikan pengaruh cukup besar 

kepada beberapa daerah untuk membangun Politeknik di daerah-daerah seperti 

di Bengkalis, Bqtam, Tanjung Pinang dan beberapa daerah lainnya. Bantuan 

pembangunan kepada Perguruan Tinggi telah diberikan kepada sejumlah 



Tabel 3.IV 

Jumlah Penduduk Masing-Masing Kahupaten/Kota 

Dari Tahun 2001 - 2006 

2 

3 

Indragiri Hulu 

4 

5 

6 

lndragiri Hilir 

7 - 

8 

247.306 

.Pelalawan 

Siak 

Kampar 

9 

I I I I I I I 
Sumber : BPS Provinsi Riau Data Olahan, 2007 

555.701 

Rokan 1-lulu 

Bengkalis 

10 

1 1  

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah 

152.949 

238.786 

447.157 

Rokan tlilir 

ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan 

I 

563.178 

265.686 

520.24 1 

Pekanbaru --- 

Dumai 

Jumlah 

penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. 

282.569 250.3 14 

157.676 

250.373 

460.894 

352.299 

Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan 

284.302 263.227 

589.784 

269.892 

529.569 

585.440 

173.188 

3.755.485 

kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah 

170.277 

272.986 

499.29 1 

359.558 

pengangguran. 

626.229 

286.993 

562.193 

599.612 666.902 693.912 

628.500 

208.0 13 

273.278 

527.736 

394.647 

179.666 

3.84 1.070 

2 15.28 1 

279.457 

530.93 1 

327.9 17 

632.637 

328.306 

649.805 

42 1.281 

190.057 

4.125.295 

425.204 

206.288 

4.413.432 

2 13.929 

4.49 1393 



Hasil Suwei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2006 

tercatat bahwa penduduk Provinsi Riau yang berusia 10 tahun keatas adalah 

3.429.189 jiya (tanpa Provinsi Kepulauan Riau), ,dari jumlah tersebut 

sebanyak 1.845.940 jiwa ( 53.83 %) adalah angkatan kerja dan 1.583.249 jiwa 

atau 46.17 % bpkan angkatan kerja. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, 

maka angkatan kerja laki-laki adalah sebanyak 1.302.403 jiwa atau 37.98 %, 

sedangkan bqkan angkatan kerja adalah sebanyak 453.353 jiwa atau13.22 %. 

Sedangkan untuk perempuan, jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 543.537 

jiwa atau 15,85 % dan bukan angkatan kerja 1.129.896 jiwa atau sebesar 

32.95 %. 

Bila dibandingkan angkatan kerja antara penduduk laki-lak dan 

perempuan, p ika  jumlah penduduk laki-laki lebih besar yang bekerja 

dibandingkaq dengan jumlah pendudu perempuan, yaitu 1.302.403 jiwa atau 

37.98 % berbanding 543.537 jiwa atau 15.85 %. Sedangkan bukan angkatan 

kerja berbanqing 453.353 jiwa atau 13.22 % berbanding 1.129.896 jiwa atau 

32.95 %. Da~i  data diatas jelas sekali, bahwa angkatan kerja laki-laki jauh 

lebih besar (libapdingkan dengan angkatan kerja perempuan, begitu juga 

sebaliknya jujnlab penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja jauh lebih 

besar dibandipgkpn dengan penduduk laki-laki. 

Untuk melihat jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja antara 

laki-laki daq perempuan berdasarkan KabupatenIKota tahun 2006 (hasil 

Susenas) dapgt dilihat pada tabel di bawah ini. 



Tabel 4.IV. 

Jumlah Angkatpn Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Masing-Masing 

KabupatenlKota 

No 
I .  

2 

3 

4 

I 
5 

6 

7 

8 

KabIKota 

Kuantan Singingi 

Indragiri Hulq 

Indragiri Hilir 
-- 

Dari tabel diatas, untuk angkatan keja  laki-laki Kabupaten Indragiri 

Kampar 

Rokan Hulu 

Bengkalis 
I I 

I I I I I 

Hilir mempynyqi jumlah yang paling besar bila dibandingkan dengan 

Laki 

76.529 

84.81 1 

198.736 

44.435 

8 1.428 

23.042 

9 

10 

I I 

KabupatenKota lainnya, yaitu sebesar 198.736 jiwa atau 15.26 % dari total 

jumlah angkqtan kerja. Kabupaten Bengkalis menempati posisi kedua yaitu 

sebanyak 191.644 jiwa atau 14.7 1 %, 

Sedawkap Kota Pekanbaru hanya sebanyak 181.043 jiwaatau 13.90 

%. Sedangkan untuk KabupatenIKota yang paling kecil angkatan kejanya 

untuk laki-laki adalah Kota Dumai, yaitu sebesar 61.269 jiwa atau 4.70 % dan 

diikuti Kabupateq ~elalawan sebanyak 62.602 jiwa atau 4.80 %. Dari jumlah 

142.9 15 

99.260 

191.644 

JUMLAM 

Perempuan 

2 1.520 

32.219 

50.242 

50.425 

69.747 

Pelalawan 

Siak 

29.80 1 

82.125 

21.108 

Rokan Hilir 

Pekanbaru 

Dumai 

Sumber : BPS Prvvlnsi Riau, Data Olahan, 2007 

543.537 

59.244 

28.67 1 

69.136 

125.713 

177.535 

57.397 

1 17.087 

18 1.043 

6 1.269 

1.129.896 1.302.403 

Angk. 
Kerja 

34.90 1 

35.365 

97.577 

62.602 

86.507 

453353 

Non 
Angk. 
Kerja 
60.054 

76.612 

139.056 
PP 

72.135 

49.580 

72.144 

19.599 

23.8 17 

134.438 

72.839 

166.080 

22.983 

25.818 



angkatan kerja bisa memberikan gambaran terhadap angka pengangguran 

disuatu daerah. Semakin banyak jumlah angkatan kerja, maka akan sedikit 

pula orang yang menganggur disuatu daerah. Namun dari komposisi di atas, 

meskipun angkatan kerja di Kabupaten Tndragiri Hilir tinggi untuk laki-laki, 

namun jumlah bukan angkatan kerja juga tinggi. 

Untuk bukan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin, Kota 

Pekanbaru wenempati urutan pertama, yaitu sebesar 8 1.428 jiwa atau 17.96 

% dari total jumalh penduduk laki-laki yang bukan angkatan kerja. Ini bisa 

dimengerti karena kebanyakan orang lebih cendrung untuk mencari pekerjaan 

di ibukota Provinsi, tapi kenyataannya persaingan yang cukup ketat, justru 

menimbulkaq bnnyak yang tersisih. Kabupaten 

Bcngkalis menempati posisi kedua yaitu sebanyak 69.136 jiwa atau 

15.25 % dan dikuti oleh Kabupaten Kampar sebanyak 59.244 jiwa atau 13.07 

%. Sedangkan untuk Kabupaten yang mempunyai jumlah bukan angkatan 

kerja yang paling sedikit adalah Pelalawan sebanyak 19.599 jiwa atau 4.32 %, 

di ikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 21.520 jiwa atau 4.75 %. 

Dari komposisi ini bisa mernberikan gambaran, bahwa permasalahan 

ketenagakerjaan untuk Kota Pekanbaru lebih kompleks mengingat banyaknya 

angka angkptan bukan kerja, sehingga kalau tidak dicari solusi 

permasalahannya justru akan menimbulkan hal-ha1 yang tidak kita inginkan, 

seperti maraknya aksi perampokan dan pencurian. 

Untuk angkatan kerja perempuan, Kabupaten Indragiri Hilir 

menempati ppsisi teratas, yaitu sebanyak 97.577 jiwa atau 17.95 % dari total 



jumlah keseluruhan angkatan kerja perempuan, diikuti oleh Kota Pekanbaru 

sebanyak 82.125 jiwa atau 15.1 1 %. Sedangkan yang paling sedikit jumlah 

angkatan kerja perempuannya adalah Kota Dumai, yaitu sebanyak 2 1.108 

jiwa atau 3.88 %, diikuti oleh Kabupaten Pelalawan 22.983 jiwa atau 4.23 %. 

Jumlah angka bukan angkatan kerja terbanyak ada di Kota Pekanbaru, 

yaitu sebesar 177.535 jiwa atau 15.71 % dari total jumlah keseluruhan 

angkatan bukan kerja perernpuan. Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi 

kedua yaitu sebanyak 139.056 jiwa atau 12.3 1 % dan Kabupaten Kampar 

sebanyak 134.438 ji wa atau 1 1.89 %. Sedangkan untuk KabupatenKota yang 

mempunyai jumlah angkatan bukan kerja yang paling kecil adalah Kabupaten 

Pelalawan sebanyak 50.425 jiwa atall 4.46 %, diikuti Kota Dumai sebanyak - 
57.397 jiwa atau 5.07 %. 

Penduduk-penduduk diatas bekerja pada krbagai lapangan usaha yang 

ada pada masing-masing KabupatenKota. Penduduk berumur 10 tahin keatas 

yang bekerja di lapangan usaha pertanian berjumlah 996.371 jiwa atau 47.72 

%, pertambangan dan penggalian 45.027 jiwa atau 2.16 %, industri 

pengolahan berjumlah 201.002 atau 9.63 %, listrik, air dan gas sebanyak 4.2 14 

jiwa atau 0.20 %, bangunan dan kontruksi sebanyak 106.747 jiwa atau 5.1 1 %, 

perdagangan, ~ m a h  makan dan hotel sebanyak 368.605 jiwa atau 17.65 %, 

angkutan dan komunikasi sebanyak 124.003 jiwa atau 5.94 %, keuangan dan 

asuransi sebanyak 28.061 jiwa atau 1 -34 %, jasa-jasa sebanyak 212.025 jiwa 

atau 10.1 5 % dan lapangan usaha lainnya sebanyak 2.056 jiwa atau 0.09 %. 



Dari korqpoisisi diatas terlihat bahwa penduduk Provinsi Riau pada 

umumnya adglah petani, karena sebanyak 996.371 jiwa atau 47.72 % bekerja 

pada sektor p~rtqnian. Sedangkan untuk perdagangan, rumah makan dan hotel 

menempati p~s i s i  kedua yaitu sebanyak 368.605 jiwa atau 17.65 %, dan posisi 

ketiga sektor jasq sebanyak 2 12.025 jiwa. Lapangan usaha lainnya merupakan 

tempat bekerja ygng paling sedikit, 2.056 jiwa. 

6.9. Kesehatpn cfan Kerniskinan 

Keberhasjlan Pembangunan di sektor kesehatan dapat diukur dari 5 . 

indikator yaltu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita 

(AKABA), 4ngka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Kasar (AKK) dan 

Usia tlarapaq kliflup (Eo). 

Pada tahvn 2001, Angka Kematian Bayi sebesar 48 jiwa per 1000 

kelahiran hidup, pada tahun 2002 menurun menjadi 36,02 jiwa per 1000 

kelahiran hidpp. Angka Kematian Kasar pada tahun 200 1 sebesar 7,5 jiwa per 

1000 pendudpk menurun menjadi 7,4 jiwa per 1000 penduduk pada tahun 

2002. Umur harppan hidup selama periode tahun 2001 -2006 menunjukkan 

peningkatan p n g  cukup menggembirakan yaitu dari 66,06 tahun pada tahun 

2001 menjadi 70,46 tahun pada tahun 2006. 

Pengqkurpn angka kemiskinan dilakukan dengan menggunakan 2 

pendataan yqitu angka kemiskinan yang dihitung oleh BKKBN dan yang 

berasal dari BPS. Berdasarkan data dari BKKBN, pengukuran kemiskinan 

dibagi dalam 2 kptegori yaitu penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera 1. 



Jumlah penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Provinsi Riau karena 

alasan ekonorni dan non ekonomi menunjukkan tren yang bertluktuasi. Pada 

tahun 200 1 apgkg kemiskinan sebesar 33,13% sebagai akibat pengaruh krisis 

ekonomi, angka kemiskinan di Provinsi Riau mengalarni peningkatan yang 

cukup signifikan, yaitu 42,2.5% pada tahun 2002 naik lagi rnenjadi 44,25% 

pada tahun 2003. Kernudian setelah melalui upaya pelaksanaan program 

ekonomi kepkyatan, angka kemiskinan tersebut kembali mengalami 

penurunan menjadi 4 1,57% pada tahun 2004 dan 40,05% pada tahun 2005. 

Ini  bgrarti sejak tahun 2001 ke tahun 2002 terdapat pengurangan 

penduduk mjskin sebanyak 4,2% atau lcbih kurang 222.000 jiwa.Angka 

kerniskinan bprdqsarkan Susenas Tahun 2002, yang diukur menurut kebutuhan 

makanan seb~sar 2 I00 kalori per kapita, pada tahun 200 1 adalah 14,00% dari 

total pendudpk menurun menjadi 13,67% pada tahun 2006 lebih rendah 

dibandingka~ dengan angka kemiskinan rata-rata Nasional sebesar 18,02 % 

pada tahun 2006."~ 

Sedangkan didalam tuntutan untuk mereformosi sistim hubungan 

antara Pusat Qan Daerah sudah tidak dapat di tawar lagi,dan hams di realisasi. 

Untuk itu te jadi perubahan sistim politik pemerintahan sistim politik, yang 

sebelumnya menganut sentralisasi kekuasaan menjadi sentralisasi pemerintah. 

Hubungan antarq Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 di laksanakan dangan memberikan otonomi kepada Daerah baik 

provinsi maupun kabupaten atau kota. 



Pada Daerah kabupaten dan kota dianut asas desentralisasi rnurni, 

dimana asas dekosentrasi tidak di pergunakan, sedangkan pada daerah 

provinsi di pergunakan asas desentralisasi dan dekonsentrsi. Sedangkan asas 

tugas perbantuan masih dimungkinkan diberikan kepada Daerah dan Desa dan 

dari Daerah kedpsa dengan kosekuensi di sertai pembiayaan, sarana dan 

prasarana, dan spmber daya manusia dangan kewajiban untuk melaporkan 

pelaksanaanyp kepada yang menugaskan. 

Menurut UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara 

kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945). Dengan 

bentuk negara kesatuan ini tersimpul pengertian bahwa Pemerintahan Pusat 

berwcnang uqtuk turut campur secara lebih luas dan intensif terhadap segenap 

persoalan di (>aeph.berdasarkan kewenangan yang diatur dalam suatu rumus 

umum dalam U U D . " ~  

Sistim kehidaupan kenegaraan ha1 seperti ini disebut dengan sistem 

scntralisasi. Dimana segala urusan yang ada dalam suatu negara dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat bahkan segala unsur-unsur yang menyangkut 

kepentingan daerah-daerahpun pusat yang menentukan, dengan kata lain 

terjadi pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah maka di bentuk 

suatu badan pemerintahan daerah yang diatur di dalam ketentuan Pasal 18 

UUD 1945. Selanjutnya ketentuan pasal 18 UUD 1945 di jabarkan rnelalui 

UU Pemerintphan Daerah. Terakhir UU yang mengatur tentang pernerintahan 



daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Dari hasil penelitian dan wawancara semua responden menjawab 

bahwa selarna Orde Baru penyelengaraan pemerintahan daerah didominasi 

oleh pemerintah pusat atau terjadi sentralisasi kekuasaan. Hal ini segala 

ilrusan baik yang menyangkut rumah tangga daemh diatur oleh pusat. Oleh 

karena dalam penyelengaraan pemerintah daerah diatur oleh UU tentang 

pemerintahan daerah maka perlu ditanyakan apakah UU tersebut (Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) membuka peluang untuk terjadinya 

scntralisasi kekuasaan di pusat. 

Selain itu temyata ketidak kcbcrdaya atau kemandulan DPRD terjadi 

bukan saja karena angota DPRD itu sendiri tidak memahami peran dan 

fungsinya tetapi lebih juga disebabkan mekanisme yang di buat oleh Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu sendiri yang mengakibatkan DPRD tidak 

berdaya. ' " 
Apabila di teliti lebih lanjut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka 

terdapat perbedaan-perbedaan yang rnendasar mengenai penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kesulitan baru bagi daerah. Seperti 

yang di kemukakan oleh anggota DPRD Provinsi Riau Kornisi B, untuk 

mengatakan dengan keluarnya ketentuan baru mengakibatkan daerah hams 

"' Hasil Wnwancara dengan AB. Purba, Wakil Ketua Komisi 8, DPRD Pmpinsi Rim, 
Tanggal 15 Mei 2007 



mengsinkronkan kembali baik, organisasi susunan maupun kelembagaan di 

~ a e r a h . " ~  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahw ddi Daerah, menganut perinsip penyelengaraan Otonomi Daerah 

yang menekankan penyeragaman dan pengawasan yang ketat terhadap 

pemerintah daerah. 

Dengqn penempatan daerah otonomi hierarkie dalam sistem 

pemerintahan yang sentralistik serta kurang membuka kesempatan bagi daerah 

otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan potensi masarakat. 

Ketentuasn dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah tcrsebut mengakibatkan tidak 

berfungsinya lembaga DPRD baik sebagai lembaga pengawas penyelengaraan 

pernerintahan di Daenh maupun sebagai badan legislatif daerah. 

Menupt Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam pemerintahan 

penyelenggaraan pernerintahan daerah di Provinsi Riau dilaksanakan oleh 

kepala daergh dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintah. 

Daerah harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: ' I 9  

a. Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. 

"* Hasil Wawancara dengan Hasyirn Aliwa, Anggota Komisi B, DPRD F'ropjnsi Riau, 
Tan al 15 Mei 2007 

'"Lihat Penjelpun Urnurn Ondang-Undang Nornor 52 Tahun 2004 



kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi daerah dengan 

Pcr1,cc ;rlCqL 

Pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

. . .  .r I F. * .  
auatalt IxLpata YaLtatt U F B L ~ U  p~ ia i~gka i  dacrah tainnya yang disebut sebagai 

lembaga Eksekutif Daerah sedangkan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

adalah sebagai lembaga Legislatif Daerah dan Iembaga kontrol bagi 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah 

(Undnng-Undang Nomor 32 Tahun 2004) 

Ehckutif Legisla tif 

PEMERINTAH DAERAH 

Lembaga Teknis Daerah 
a. Perencanaan 
b. Penelitian dan 

pengembangan 
c. Pendid ikan dan 

latihan 
d. Pengawasan 
e. Dan Lain-Lain 

A 



Secara te4as pemisahan badan eksekutif dan badan legislatif daerah ini 

dijumpai didalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yaitu," Daerah dibentuk 

DPRD sebagqi bdan legislatif daerah dan pemerintah sebagai badan eksekutif 

daerah". Olek kqrena itu Kepala daerah hanya wajib menjalankan fungsinya 

sebagai eksekutif daerah di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang 

dimaksud depgap pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan 

daerah otoqom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas 

desentra~isas~.'~~ Dan juga disebutkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, 

"Bcih,vn D P W  sebagai badan Legislatif daerah berkedudukan sejajar dun 

menjntii mitra dqri pemerintnh daerah ". 

Dengqn demikian dalam kedudukannya sebagai mitra kepala daerah 

maka DPRD bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah, Ketentuan dari 

Undang-undqng No. 32 Tahun 2004 ini jelas berbeda dengan ketentuan dari 

UU pemeriqtah daerah sebelumnya. Walaupun DPRD adalah unsur 

pemerintah daerph namun dewan penvakilan rakyat daerah ini tidak boleh 

mencampuri bidpng eksekutif. Dimana wewenang bidang eksekutif adalah 

tanggung jawpb kepala daerah sepenuhnya. 

Berbeda flengan semua Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah 

sebelumnya (1945-1999), maka dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahaq Daerah, mengatur secara panjang lebar tentang pemilihan 

Kepala Daerqh dpn Wakil Kepala Daerah dalam Pasal56-119. 
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lZ0 Rozali Abr$~ll+, Peloksanaan Otonomi Luas dun Isu Federalisme Sebagai Suatu 
Alternutif: Rajawali press, Jakarta, 2000, Hlm. 25 



Dari jumlah pasal, nyaris UU Nomor 32 Tahun 2004 seakan-akan 

khusus diadakan untuk mengatur tentang pemilihan pasangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kqpala Daerah, untuk provinsi, kabupaten, dar, kota. 

Adapun ketentuan yang berlaku selama ini, pemilihan Kepala 

Daerah dilakykm oleh DPRD yang bersangkutan serta disahkan oleh Presiden 

atau Menteri Dalam Negeri. Proses pemilihan kepala daerah untuk provinsi, 

kabupaten, dgn kota terkenal dengan politik kasak-kusuk dan istilah "dapat 

dukungan atau restu dari atas". Tidak jarang, calon kepala daerah yang dalam 

proses pemilihan di DPRD hanya mendapat suara yang lebih sedikit dari calon 

lain, tetapi justru dia yang dikukuhkan menjadi kepala daerah. 

Belajqr dari pengalaman pahit masa lampau dan terutama pnktek 

dagang sapi pemilihan kepala daerah dan "impea~hrnent'~; lewat Undang- 

undang Nomgr 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam UU 

Nomor 32 Tphun 2004 memperkenalkan pemilihan pasangan kepala daerah 

dan wakil kypalg daerah dilakukan oleh pemilih di daerah masing-masing 

dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keyakinan 

"PILKADA" pkan sukses walau di sana-sini ada kelemahan, bersumber dari 

pengalaman pernllihan langsung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

pada tahun 2904. 

Pemiljhan langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden telah 

membuka h~rison baru dalam penerapan demokrasi di Indonesia, yang 

dimungkinkan lewat Amandemen UUD 1945 serta tuntutan pembaharuan 

dalam sistem peqilihan umum di Indonesia. 



Sebenarnya, pemilihan langsung kepala daerah tidak merupakan ha1 

yang baru dan gsing, karena sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai 

sekarang kitp telah mengenal pemilihan kepala desa secara langsung 

didaerahnya, yang berlaku untuk hampir semua desa di seluruh Indonesia. 

Memgng diakui pemilihan kepala desa masih dalarn 'besta kecil" dan 

melibatkan skala pemilih yang hanya ribuan orang, tetapi prinsip dasarnya 

adalah sama dengan "Pilkada" yang cukup populer pada pertengahan tahun 

2005. 

Mungkin proses "Pilkada" ini  akan mempercepat pedewasaan 

demokrasi di Indonesia, dan sekaligus proses pendidikan politik yang tepat 

dan langsung dirpakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih dan juga bagi 

kaum (gcnerasi) muda yang melihat langsung bagaimana proses demokrasi itu 

berlangsung. Haws siap untuk menang dan untuk kalah. 

Sesuai depgan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 56 

diatur : 

(1) Kepala dgerab dan wakil kepala daenh dipilih dalam satu pasangan calon 
yang dilaksaqakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rabasiq, jujur, dan adil. 

(2) Pasangan c a l ~ n  sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) diajukan oleh partai 
politik abqu gqbungan partai politik. 

Pemiljhaq pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

diselenggarakan pleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD. Tentang 

peran DPRD ini telah menimbulkan polemik di masyarakat, karena secara 

hirarkis, KPLJD bertanggung jawab kepada KPU, maka sewajamyalah 

pertanggungjgw+an pelaksanaan pemilihan pasangan kepala daerah dan 



wakil kepala daerah dilakukan kepada KPU, dengan alasan untuk mengurangi 

politisasi pemilihan oleh DPRD. 

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara 

Republik Indonesia yang hams memenuhi 16 persyaratan yang cukup luas dan 

berat, sama halnya persyaratan untuk pencalonan anggota DPRD, DPR dan 

Presiden dan Wakil Presiden, di mana salah satu persyaratan di antaranya, 

calon "mengcnal" daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. 

Persyaratan teknis dan mekanisme pencalonan, kampanye diatur cukup rinci 

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Adapun keberatan terhadap hasil pemilihan kepaia daenh dan wakil 

kcpala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah 

Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. . 
Keberatan seperti dimaksud di atas, hanya berkenaan dengan hasil 

perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan 

keberatan kepada Mahkamah Agung disampaikan kepada pengadilan tinggi 

untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi d m  kepada 

pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

kabupatedkota. 

Mahkamah Agung memutus sengketa hasil pernungutan suara, paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak diterirnanya pennohonan keberatan oleh 

Pengadilan NegeritPengadilan TinggiMahkamah Agung. Putusan Mahkamah 

Agung bersifat final dan rnengikat (~asa l106 UU Nomor 32 Tahun 2004). 



Mengenai pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil 

gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selarnbat-larnbatnya dalam waktu 30 

(tigapuluh) hpri (Rincian lebih lanjut lihat : Pasal 109 UI-1 Nomor 32 Tahun 

2004). Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalarn Negeri atas 

nama Presiden; Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 

dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden. Semua pelantikan tersebut di atas 

dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD masing-masing daerahkota. 

Semua biaya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan 

kepada APBD. 

Hubungan Gubernur dan DPRD Provonsi Riau didalam IJndang- 

undang Nompr 32 Tahun 2004 dinyatabn bahwa antara Gubernur Kepala 

Daerah dnn DPRD terdapat hubungan kcmitram. Dengm bentuk hubungan ini 

dimaksud untuk menjamin terdapatnya hubungan yang serasi antara Gubemur 

Kepaln Daerah d m  DPRD. Selain itu juga bertujuan untuk menccgah 

terjadinya penguasa tunggal didalam pernerintahan daerah. 

Dengan rumusan di atas kedudukan DPRD sebagai mitra Pemerintah 

Daerah dengan berbagai ketentuan tentang tugas dan wewenang serta hak 

DPRD yang cukup luas dan mendasar, secara praktis dapat melakukan kontrol 

dan pengawasan atas semua kegiatan Pemerintah Daerah yang menyangkut 

jalannya roda pemerintahan di daerah. 

Hubungan Gubernur dan DPRD Provinsi Riau secara garis besar 

meliputi: 

a. Penetapan Program Pembangunan Daerah 



b. Penetapan Rencana Strategis Daerah. 

c. Pembuatan Peraturan Daerah. 

Ad. a. Penetapan Program Pembangunan Daerah. 

Program pembangunan daerah adalah dokumen induk perencanaan 

pembangunan Daerah yang terdiri dari dua bagian yaitu: pertama Pola dasar 

pembangt~nan dan kedua program pembangunan."' Adapun yang dimaksud 

dengan pola dasar pembangunan adalah strategi kebijakan pembangunan 

Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi. Pennasalahan dan kebutuhan 

nyata daerah dan aspimsi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. 

Fungsi utamn dari propeda adalah sebagai kerangka acwn dalarn 

penyusunan rencana pembanguna'n Tahunan Daerah (Repetada) yang akan 

dituangkan kedalam bentuk Angaran Pendapalan Belanja Daerah (APBD). 

Penyusunan rencana strategis Daerah Propinsi. Kabupaten/ Kota, Dinas1 

lnstansi pernerintah. 

Selanjutnya tujuan dikeluarkannya propeda adalah untuk memberikan 

arah penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat daerah yang beradap. Oleh kerena pentingnya 

sebuah propeda bagi suatu daerah demi kelangsungan dan kesenambungan 

pembangunan didaerah maka pembuatan dan pengesahan propeda harus 

dilakukan dengan kerjasama antara DPRD dan kepala Daerah. Agar rencana- 

rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kondisi sosial 

politik dan ekonomi daerah. Oleh karena hubungan yang dikembangkan 

"' Propinsi Riau, Kopep Ringkus Program Pembangunan D m h  Propimi Riau, 2003-2008, 
Riau. 



Undang-undang I\Jomor 32 Tahun 2004 antara DPRD dan Gubemur adalah 

hubungan kemitraan. 

Maka antara Gubemur dan DPRD Provinsi Riau hams tercipta suatu 

kesepakatan dan pemahaman yang sama mengenai iklim pemerintahan 

sehingga akan masing-masing lembaga dan institusi akan lebih mudah 

menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

Ad-b. Penetapaq Rencana Strategis Daerah. 

Seperti telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Provinsi 

Riau telah menetapkan agar seluruh Kepala Daerah baik Gubernur dan atau 

Rupatil Walikota membuat kerangka acuan dalam menjalankan pemerintahan 

dan pcmbangpnan Daenh. 

Pada dasarnya rencana strategis adalah merupakan dokumen 

percncanaan daerah yang ditetapkan dengan penturan daerah dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan Daerah propinsi, 

sebagai dokupen induk petcncanaan daerah yang merupakan konsensus dan 

komitmen bersama selurih masyarakat Daerah. 

Rencana strategis juga menggambarkan pilihan program dan kegiatan 

yang memiliki daya dukungan dan daya dorong yang stntegis bagi 

pertumbuhan dan perkembangan bidang kegiatan lainnya yang terdapat dalam 

program pembangunan Daerah. 

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis ini didalam 

draf rencana stategis Propinsi Riau adalah memberikan arah dalam 

peman faatan secara optima! sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah &n 



daerah Provinsi Riau. Sehingga marnpu mengantisifasi perubahan dan 

perkembangan yang a& melalui kerja sama kemitraan dengan segenap 

komponen strategis dalam masyarakat yang mengutamakan keunggulan 

kompetitif untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Riau yang akan 

datang. 

Misi Pemerintahan Provinsi Riau :Iz 

a. Terwujudpya kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan 

profesional, moral dan ketcladanan pemimpin dan aparat (reinventing 

governmettf); 

b. Tcnvujudnya S~~premasi Hukum (Lcnv Errforcemcni) dsn pencgakan flak 

Azasi Manusia; 

c. Tenvujudnya keseimbangan pcrnbangunsn antar wilayah (spreaci of 

r/evelopmcnt equilibrilrm bchveen region); 

d. Tenvujudnya perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan 

pemberdayaan ekonorni kerakyatan (empowermenf of economic society); 

e. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan 

masyarakat agamis. 

f. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan 

memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan 

dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, kemudahan 

mernperoleh petayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan 

agama, seni budaya dan moral (hurnan resources development); 
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g. Terwujudnya kemudahan untuk mengakses dalarn bidang transportasi, 

produksi, korpunikasi dan informasi serta pelayanan publik (accessibility 

on infimtyuclure and public sew ice); 

h. Tenvujudpya sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan 

budaya qelayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya. 

Ad.c. Pembuatap Pqraturan Daerah 

Dalaq ha1 pembuatan peraturan daerah terjalin kerjasama dari DPRD 

dengan kepa(a dgerah. Hal ini penting mengingat pemerintah dalam ha1 ini 

diwakili keppda daerah maupun DPRD adalah dua instansiflembaga yang 

paling dekat lan~sung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga didalam 

membuat dap qenetapkan peraturan perundang-undangan daerah kiranya 

perlu kerjasqma dan pembahasan bersama-sama DPRD dan pemerintah 

daerah. 

Kewenangan atau hak DPRD untuk ikut membuat dan rnenetapkan 

suatu peraturan flaerah dijamin oleh UUD 1945 yang dituangkan didalam 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan 

MPR, DPR, PPQ dan DPRD. Serta didalam undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahaan Daerah. 

Bahwg pymbuatan suatu peraturan daerah memilki dimensi-dimensi 

tersendiri dalam kehidupan masyarakat di Daerah. Oleh karena suatu perda 

yang baik dap efekti f itu harus memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat paha disini pentingnya DPRD dan Kepala Daerah untuk 

memahami uptub rnengali aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. 



Hubungan Pemerintahan Propinsi dengan Pemerintah Daerah 

KabupatentKota, dimana daerah Propinsi Riau adalah sebagai daerah otonom 

sekaligus wilayah administratif. Dengan konsekuensi Gubernur hams 

melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pusat dan selanjutnya 

propinsi tidak lagi menjadi pemeritah atasan dari kabupaten dan kota. 

Namun demikian tidak berarti antara daerah propinsi dan daerah 

kabupaten kota di Provinsi Riau masih memiliki hubungan koordinasi dalam 

ha1 penyelenggaraan pemerntahan. Selain itu terdapat hubungan kemitraan 

dan hubungan kerjasama dengan daerah kabupaten dan kota dalam kedudukan 

bersama sebagai daerah otonom. 

Kewenangan gubernur Provinsi Riau untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap daerah Kabupatenlkota ini memberikan arti baru bahwa 

tidak benar anggapan yang berkembang selama ini  bahwa dengan keluarnya 

UU No. 32 Tahun 2004 daerah Kabupatenl kota tidak mempunyai hubungan 

lagi dengan Gubernur. 

Propinsi dibentuk berdasarkan azas desentralisasi dan dekonsentrasi 

dan sebagai daerah otonom propinsi memiliki kewenangan yaitu: 

1. Mencakup kewenangan bidang pemerintahan yang sifatnya lintas 

Kabupaten dan daerah Kota antara lain: 

a. Kewenangan dibidang Pekerjaan Umum; 

b. Perhupungan; 

c. Kehutanap dan; 

d. Perkepunpn. 



2. Kewenangan pemerintahan dibidang lainnya. 

Kewenangan pemerintah tertentu dibidang lainnya meliputi 

perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, 

penelitian bidang tertentu lokasi sumber daya manusia potensial penelitian 

yang mencakup wilayah Propinsi Riau. Pengelolaan pelabuhan regional. 

Pengendalian lingkungan hidup. Promosi dagang dan budaya/pariwisata. 

Penanganan penyakit rnenular dan hama tanarnan dan penataan ruang Propinsi 

Riau. 

Kewenangan Propinsi Riau dnlam bidang sebagai berikut : 

1 .  Bidang pertanian; 

2. Bidang kelautiin; 

3. Bidang pertambangan energi; 

4. Ridang kchutanan dan perkebunan; 

5. Oidang pcrindustrian dan perdagangan; 

6. Bidang perkoperasian; 

7. Bidang penanamam modal; 

8. Bidang ketenaga kerjaan; 

9. Bidang kesehatan; 

10. Bidang pendidikan dan kebudayaan; 

1 1. Bidang social; 

12. Bidang penataan ruang; 

13. Bidang pemukiman; 

14. Bidang peke jaan umum; 



IS. Bidang perhubungan; 

16. Bidang lingkungan hidup; 

17. Bidang politik dalam Negeri dan administrasi publik; 

18. Bidang pengembangan otonomi daerah; 

19. Bidang perimbangan keuangan; 

20. Bidang hukum dan perundang-undangan. 

Sedasgkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administratif 

mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada 

Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat (dekonsentrcisi). Sebagai wakil 

pen~erintahan pusat di daerah Gubernur Provinsi Riau dalam menjalankan 

tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Presiden. 

Dengan diberikannya otonorni kepada dacrah baik propinsi maupun 

kepada Kabupaten atau kota rnembawa konsenkuensi diserahkannya pula 

sarana dim pembiayaan kepada Daerah. Selanjutnya dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa biaya 

penyelenggaraan otonomi dibebankan kepada anggaran Pendapatan Belanja 

Dacrah maka daerah harus menyediakan dana bagi penyelenggaraan otonomi 

didaerahnya. 

Oleh sebab itu daerah harus mampu mengali sumber-sumber keuangan 

di Daerah disamping dukungan dari pemerintah pusat. Daerah tidak akan 

rnarnpu menyediakan dana bagi pelaksanaan otonomi jika tidak disertai 

adanya periqbangan keuangan antara pusat dan Daerah. 



Sumber pendapatan Daerah Provinsi Riau terdiri dari: 

1. Pendapatan asli Daerah (PAD); 

2. Dana Perimbangan; 

3. Pinjaman Daerah; 

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari: 

1. Hasil pajak Daenh; 

2. Retribusi Daerah; 

3. t-lasil perusahaan Milik Daerah. I-lasil pcngelolaan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan; 

4. Lain- lain pcndapatan asli daerah yang dipisahkan. 

Untuk meningkatkan pendapatan nsli daerah untuk membiayai 

pelaksanaan otonomi daerah, urnutnnya daenh-daerah di Indonesia berlomba- 

lomba unti~k menetapkan pajak dalam berbagai jenis. Kenyataan ini disatu 

pihak mcmaog dapat menarnbah pendapatan asli daerah, namun disisi lain 

kutipan-kutipan pajak yang benneka ragam akan membuat rakyat menderita 

dan berpikiran buat apa otonorni jika rakyat sengsara. Pada ha1 tujuan 

pemberian otonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejabteraan 

rakyat. 

Se lma ini perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang tidak 

adil telah memicu timbulnya gejolak dan ketidakpuosan daerah terhadap 

pusat. Untuk mengatasi pernasalahan ini pemerintah telah mengeluarkan 



Undang-Undqng womor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat 

dan daerah. 

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan daerah yang 

berasal dari bagian daerah dari pajak Bumi dan Bangunan. Bea perolehan hak 

atas tanah dqn bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam serta dana 

alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak 

dapat dipisawan satu sama lain. Mengingat tujuan dari masing-masing jenis 

sumber pembiayqan tersebut sating isi mengisi. 

Perimbangan keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 secara tegas telah ditunjukan dalam bentuk persentase tersebut 

sebenarnya Qaerah telah memiliki sumber pendapatan bagi 7daerah baik 

propinsi maupun Kabupaten dan Kota yang diperlukan guna membiayai 

pelaksanaan   to no mi di Daemh. 

Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti 

Kalimantan, Piau dan Aceh tentu akan memiliki alokasi dana yang besar 

sedangkan bagi daerah yang kurang potensi sumber dayanya akan mengalami 

dampak yang serius bagi sumber pendapatan daerahnya. Akan tetapi di dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga diatur adanya dana alokasi 

khusus yan4 a a n  membantu pendanaan daerah. Selain itu juga ada 

pembagian pqrsentase bagi daerah Kabupated kota dalam propinsi yang sama 

dengan KabypatedKota penghasil dari sektor kehutanan, pertambangan 

umum, pertawbangan minyak bumi dan gas alam. 



Untuk mengendalikan dan menjaga keharrnonisan penyelegaraan 

kegiatan pemerintah daerah perlu adanya pembinaan dan pengawasan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur masalah pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah untuk menjaga 

kehannonisan dan keserasian pemerintahan. Dan yang terpenting adalah untuk 

menjaga kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan 

wewenang sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pembinaan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menyebutkan pembinaan lebih ditekankan untuk mempasilitasi 

penyelcnggcrraan otonomi daerah dalnm upaya untuk mcmbcrdayaknn daerah 

btonom. Sedangkan pcngawnsan lebih ditekankan pada pengawasan refresif 

untuk lebih mcmberikan penn kcpada DPRD dalam mewujudkan fungsinya 

sebagai badan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. 

Ada dua jmis pengawasan yang dijumpai dalam Undang-Undang 

Nomar 32 Tahun 2004 yaitu pertama pengawasan yang dilakukan oleh DPKD 

dan kcdua pengawasan yang dilakukan pemerintah. Maka berdasarkan UU 

tersebut, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau 

bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol jalannya kegiatan pembangunan 

dan pemerintahan daerah. Fungsi ini dijalankan oleh DPRD Provinsi Riau 

untuk rnengawasi kepala daerah terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai 

pedoman dalarn menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan itu terdiri 

dari : 



1. Pengawasan Represif; 

2. Pengawasan Fungsional; 

3. Pengawasan Legislatif dan; 

4. Pengawasan Masyarakat. 

Secara represif pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan di 

tunjukan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berupa peraturan daerah 

atau keputusan kepala daernh serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilaksanakan 

kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan fungsional adalah pengawasan 

yang dilakukan oleh Lembagahadadunit yartg rnempunyai tugas dan fungsi 

mclakukan pengawasan rnelalui perneriksaan, pengujian, pengusutan dm 

penilaian. 

Pengawasan legislatif diselenggaraan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terhadap pemerintahan daernh disesuaikan dengan tugas wewenang 

dan haknya. Pengawasan legislatif ini rnerupakan konsekuensi dari pemisahan 

kekuasaan antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan pembagian fungsi 

legislatif di antara DPRD dan hngsi eksekutif ditangan di kepala daerah 

beserta perapgkat daerah lainnya maka DPRD lebih berperan didalam 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah didalam 

penyelenggaraan pemerintah otonom. 

UU menjamin kebebasan bagi setaip warga negaranya untuk ikut serta 

dalam menevtukan arah pembangunan nasional disamping itu UU juga 



memberikan kesempatan dan hak bagi masyarakat untuk mengawasi kegiatan 

pemerintah daerah. Pengawasan ini dapat dilaksanakan secar langsung atau 

tidak langsung baik tulisan maupun lisan. 

Adapun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tahap 

demi tahap di rencanakan oleh Propinsi Riau adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.IV 

Rencana Pehksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Daerah Propinsi Riau 

Keterangan No 

I 

2 

3 

Periode 

Sampai akhir 

tahun 2004 

Periode tahun 

2005 

Periode Tahun 

2006 

Rencana 

- Proses analisa 

- Penyiapan berbapi dukungan untuk 

penayaan kelembagaan, personil, 

aset, pembiayaan dokumen dan arsip 

- Penetapan kelernbagaan 

- Penetapan ketentusn pedoman kerja. 

Pedoman pelayanan serta 

pelaksanaan yang meliputi praktek 

ke j a  yang trasparans dana memiliki 

akuntabil itas. 

- Penataan sistem pengkajian, sistem 

penerimaan 

/penempatan/penganghtan pegawai 

- Penetapan dan penerapan berbagai 

standar terrnasuk standar pelayanan 

minurnan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat 

- Pengkajiaan berbagai ketetapan dan 

pelaksanaan ketetapan fungsi-hngsi 

pemerintah 



Adapun fencana kerja yang telah dan akan dilaksanakan oleh 

4 

5 

pemcrintah Propipsi Riau dalarn pelaksanaan otonomi Daerah adalah : 

Tabel 6. IV  

Rencana Kerja Pemerintab Daerah Riau dalam Merealisasikan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Dutu Dari Husil Kaqtor Gubernur Daerah Propinsi Ria& Olahan Data 2007. 

Periode ~ a h u n  

2007 

Periode Tqhun 

2008 

- Pernbuatan ketetapan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat 

- Pengkosolidasian hasil-hasil yang 

dicapai untuk mernperoleh sistern 

dan metode penyelenggaraan 

pemerintah yang efesien. 

Periode pemantapan penyelenggaraan 

otonorni daerah seperti yang di 

harapkan 

Keterangan No 

I 

Program 

Sosialisasi Undang- 

Undang NQ. 32 dan 

33 Tahyn 2004 untuk 

menyarqakv 

persepsi antara : 

a. Pemerintqh 

Propinsi dengan 

pemerintqh 

Kabupate~ Kota 

b. Pemerintqh 

Kabupatep Kota 

dengan pengelola 

otoritq seperti 

Realisasi 



2 

3 

4 

pelabuhan laut dan 

pelabuhan udara. 

c. Pemerintah daerah 

dengan dengan 

Dewan Perwakilan 

Daerah 

d. Pemerintah dengan 

masyarakat, LSM 

Mahasiswa. 

Penyusqnan dan 

penataan 

kelembqhaan dan 

perangkat Daerah 

i'ropinsi. 

Penataan yang 

menyangkut personil 

Penyerahan peralatan 

Membuat rancangan 

peraturan daerah yaitu : 

I .  Ranperda mengenai 

sekretariat daerah dan 

sekretariat DPRD 

2. Ranperda mengenai 

Dinas daerah 

3. Ranperda mengenai 

badan dan kantor 

propinsi 

I .  Melakukan 

inventarisasi PNS 

dilingkungan eks 

Kanwil propinsi Riau 

2. Penyerah terimaan dan 

peralatan dari instansi 

pertikal yang dihapus 

3. Penempatan PNS yang 

berasal dari kanwil 

yang dilikuidasi 

-Tahap I 

Sedang dalam 

tahap 

pembahasan oleh 

DPRD Propinsi 

Riau 



I 1 secara bert?hap dari 

I 1 Pusat kepada 

pemerintahan 

propinsi Riau secara 

bertahap 

L 
Data Dari Haqil Kantor Gu 

Penyerahan barang 

inventaris milik 

kekayaan negara. 

-Tahap I1 

Penyerahan satuan ke j a  

personil peralatan 

dna/dokumen,/ 

arsipke pada Pem pro 

Riau 

ernur Daerah Propinsi Riau, Data O/ahan 2007 

Didalam pelaksanaannya dilapangan ditemukan bahwa temyata 

didalam mengertikan hak dan kewenangan yang diberikan oleh Undang- 

Undang Novor 32 Tahun 2004. Daerah dalam ha1 ini kabupaten atau kota 

mengartikannya otonomi secara radikal sebagai kebebasan dan hak mutlak 

yang dimiliki daerah. 

Sehingga didalam praktek pemerintahan di Provinsi Riau, ketika 

Gubernur mqmiqta tiap-tiap daerah yang menyampaikan draf kewenangan 

masing-masiqg daerah, ditemukan bahwa daerah yang memasukan semua 

bidang-bidan6 yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagai kewenan~an tanpa memperhitungkan dana anggaran dan kemarnpuan 

daerah untuk melaksanakan semua kewenangan tersebut. 

Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga memberikan 

persyaratan bahwa apabila daerah belum mampu untuk melaksanakannya 

maka kewenangqn yang diberikan dapat dialihkan kepada pemeritah tingkat 

atasan untuk gementara. Hal ini berarti bahwa daerah dapat meminta kembali 



kewenangan tersebut. Apa bila daerah telah memiliki kemarnpuan untuk 

menjalankan kewenangan tersebut. 

Dapat dipahami bahwa terjadi kesalahpahaman daerah mengartikan 

otonorni itu sendiri diakibatkan masih banyak peraturan-peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga belum ada mengatur 

mengenai standar pelayanan minimum dan pelayanan maximum yang harus 

di laksanakan. 

Untuk melaksanakan otonomi daerah Provinsi Riau memiliki program 

visi Riau 2020 yang pertatna sekali dimajukan oleh mantan Gubernur Provinsi 

Rim Rapak 1-1. Salah Djaset, SH, ketika mnsih menjabat sebagai Gubern~~r 

Riau. I'embangunan dalarn rnenggerakin ekonomi rakyat karena sernangatnya 

sama dengan otonorni daerih yaitu memandirikan rakyat seternpat untuk 

membangun daerahnya masing-masing. 

B. Kedudukan dan Fungsi Gubernur Provinsi Riau dalam Pelaksanaan 

Pemerintahan di daerxh 

Mcnurut Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Chaidir, bahwa, ketentuan 

dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini jelas berbeda dengan 

ketentuan dari UU Pemerintah Daerah sebelumnya, dimana berdasarkan 

ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 37 Gubemur yang karena 



jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah diwilayah provinsi 

yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ' ~ ~  

Dan secara tegas pemisahan badan eksekutif dan badan legislatif 

daerah ini dijumpai didalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, yaitu; "Daerah 

dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah sebagai badan 

eksekutif daerah". Oleh karena itu Kepala daerah hanya wajib menjalankan 

fungsinya sebagai eksekutif daerah di dalarn Undang-undang No 32 Tahun 

2004 yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan 

pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah dsenh dan DPRD menurut azas 

desentralisrrsi. 

Dan juga disebutkan Undang-Undang No. 32 'Tahun 2004, "Bah~vo 

DPRD srbagai badan Lcgisl~rtf claeruh herkeduclukan sejajnr dun menjadi 

mitra cluri penrerintah d~~eruh ". Den yan demi kian dalam kedudukan nya 

sebagili mitra kepala daerah rnaka DPRD bukan merupakan bagian dari 

pemerintah dpenh. 

Dalam kedudukannya seperti dimmuskan di atas, gubernur 

bertanggungiawab kepada Presiden dan bukan kepada DPRD. Kedudukan 

ganda gubernur, yaitu sebagai kepala daerah otonom sekaligus kepala 

administrasi, membawa konsekuensi yang berat dan mernerlukan cara kerja 

yang efisien serta dibantu aparat daerah yang kompeten. Kedudukan gubernur 

sebagai kepala wilayah administratif dan sekaligus sebagai wakii pemerintah 

pusat, merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. 

12' Hasil Wawancara, dengan Ketua DPKD Provinsi Riau, Bapak Chaidir, Tanggal 27 Mei 
2007. 

124 Ibid 



Dalam kedudukan Gubernur baik sebagai kepala wilayah administrasi 

rnaupun sebagai kepala daetah otonom rnempunyai kewajiban sebagai berikut 

I .  Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

2. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945; 

3. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 

4. Meningkatkan tara f kesejah teraan rakyat; 

5. rnemelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat; 

6. Bcrsama dengan DPRD Provinsi membuat Peratwan Daerah; 

7. blemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdssarknn kebijakan 

yang ditetapkan bersama DPRD Provinsi. 

Sesuai IJndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 38, Gubernur 

dalarn kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat merniliki tugas dan 

wewenang sebagai berikut: 

1. Pernbinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupatenkota; 

2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah provinsi 

dan kabupatenkota; 

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas 

pernbantuan di daerah provinsi dan kabupatenfkota. 

Sebagai wakil pemerintah pusat gubemur berperan sebagai pemelihara 

keserasian hqbungan antara pusat dan daerah dalam rangka rnenjaga keutuhan 



Negara Kesatuaq Republik Indonesia untuk menghilangkan kesan sebagai 

penguasa tunggal seperti yang terjadi masa lalu maka dalam memimpin 

penyelenggapn pemerintahan daerah harus ada pedoman kerja bagi 

Gubernur yang disahkan oleh DPRD. 

Didalam Pndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa 

disamping sebagai pimpinan pemerintahan. kepala daerah sekaIigus juga 

adalah sebagai pimpinan daerah' pengayoman masyarakat. Oleh karena itu 

kepala daerab barus memiliki integritas dan kwalitas yang tinggi. Hal ini 

menurut Rozgli qbdullah menjadi penting agar ia mampu berfikir. Bertindak 

dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa negara dan 

masyarakat urnum dari pada kepentingan pribadi golongan dan aliran. 125 

126 Misyqnti dan R.C. Kartasapoetra, Dikatakan bahwa ada beberapa 

fungsi-fungsi dari pernerintah daerah. Adapun fungsi-fungsi tersebut meliputi: 

a. Fungsi Otonom 

Dengan adanya azas desentralisasi maka terbentuklah daerah-daerah 
otonom atau dengan kata lain daerah otonom merupakan pelaksanaan azas 
desentralisasi. Daerah otonom menurut undang-~ndang Nomor 5 Tahun 
1974 pasal 1 sub e ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas wilayah tertentu yang berhak. Benvenang dan berkewajiban 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara 
kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
Jadi prinsipnya fungsi otonom dari pemerintah daerah adalah 
melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan pemerintah pusat 
maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya untuk melaksanakan 
urusan-urusan rumah tangganya sendiri pemerintah daerah mempunyai 
hak untuk menggali pendapatan daerah sendiri dalam ha1 dilaksanakan 
oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

125 Rozali AbduJlah,Qp ... cit, hlm. 163-164 
Misdyani dpn qG. KYtrasapoetra, Fungsi PemeriMahan Daerah Da!am Pembuatan 

Peraturan Daerah, $umi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 19-27 



b. Fungsi Pembgntuan 

Fungsi pembantuan merupakan konsenkuensi adanya azas medehewind 
didalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Fungsi pembantuan 
adalah fupgsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
yang ditygaskan kepada pemerintah Daerah (otonom) oleh pemerintah 
pusat atpu daerah (otonom) tingkat atasnya dengan kewajiban 
mernpertqnggung jawaban kepada yang menugaskannya (pasal 1 huruf d 
Undang-Undqng Nomor 5 Tahun 1974) 

c. Fungsi Pembangunan 

Fungsi pembqngunan dari pemerintahan daerah ini dapat diperinci sebagai 

berikut: 

1 .  Perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan; 
2. Penyediaan dana-dana pernbiayaan dan pengendalian administrasinya; 
3. Pengqwasan proyek yang sedang dalam proses penyelesaian; 
4. Pernberiap evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah selesai 

dihubpngkan dengan biaya yang,dikeluarkan serta tenvujudnya tujuan 
yang diperuntukkan sernula; 

5. Pcmeliharaan proyek-proyek agar dijaga kelangsungan hngsinya 
guna peqcukupi prasarana modernisasi dan peningkatan kehidupan 
masyqrakgt. 

d. Fungsi lainnya 

Disamping fungsi otonom. Fungsi perbantuan dan fungsi pembangunan 
masih terdapat fungsi pemerintah daerah lainnya yaitu: pembinaan wilayah 
pembinaan masyankat dan pemberian pelayanan pemeliharaan serta 
pertindungan kepentingan umum. Dengan demikian fungsi lainnya dari 
pemerintah daerah dapat diidentifikasikan dengan ketentuan-ketentuan 
fungsi kepala wilayah didalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah. 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 25 dan 26 diatur 

tentang tugas dan wewenang kepala daerah berikut tugas wakil kepala daerah. 

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 
yang diteppkan bersama DPRD; 

b. Mengajukan lancangan Perda; 
c. Menetapban Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 



d. Menyusun dap mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 

e. Mengupayakqn terlaksananya kewajiban daerah; 
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai : dengan peraturan perundang- 
undangan; dan 

g. Melaksaqakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Seorang kepala daerah memiliki dua fungsi yang melekat padanya 

yaitu Pertama. Sebagai seorang kepala daerah otonom yang memimpin 

jalannya patqerintahan di daerah dan bertanggungiawab sepenuhnya kepada 

Presiden Kedua. Berfungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas 

pemerintahan pusat didaerah. 

Kepalp daerah sebagai aparat pemerintah didaerah mencerminkan 

adanya pemerintah daerah akibat adanya pemberian otonomi kepada daerah 

oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi. Didalam 

ha1 ini Andi Mustari Pidie berpendapat sebagai berikut : 

"Apabila suatu negara kesatuan menyelenggaraan azas desentralisasi 
maka hvbungan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah melalui 
pemeri~tah daerah (Local Government) dan tidak langsung antara 
pemerintah pusat dengan kepala daerah (eksekutif daerah). Dalarn 
kontuksi seperti ini pemerintah daerah biasanya didominasi atau di 
kendalikan oleh Dewan Penvakilan Rakyat (Badan Legislatif Daerah) 
bersangkutan sedangkan kepala daerah adalah aparat daerah sebagai 
pelaksana bputusan-keputusan DPRD- nya." 

Oleh karena itu wewenang yang di serahkan oleh pemerintah pusat 

kepada Daerah akan di laksanakan pemerintah daerah dengan membuat suatu 

perturan daerph (perda) yang di buat oleh DPRDnya untuk di laksanakan oleh 

eksekutif daerah yang bersangkutan. 



Chaidir, di katakan bahwa:I2' 

" ..... dengan demikian pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada 
perumusap dan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan nasional yang 
bersifat fvndimental strategis saja. Sudah waktunya pemerintah daerah 
di beri kepercayaan untuk tampil secara kereatif rnernberikan makna 
pada penyelengara pemerintahan dan pembangunan." 

Dengan di berikanya kewewenangan kepada Daerah kepada maka 

pernerintah pusat akan lebih mudah berkonsentrasi kepada pemasalahan- 

pernasalahan yang di hadapi Indonesia secara gelobal. Sehinga pernbangunan 

bangsa- dan negara Indonesia u n t ~ ~ k  memulihkan kondisi perekonomian dan 

politik lndonesia akan lebih mudah di selesaikan. Sehinga pernerintah pusat 

hanya tinggal mengawasi dan mengontrol jalanya pernerintah daerah. 

Pemisah tugas yang sc~nangkin tajam antara Irmbga Eksekutif 

(Kepada Daerah) dengan lcrnbga legislatif (DPRD), membawa konsekusensi 

politis dan tanFung jawab moral politik pada masing-masing pihak. 

pemerintah daerah pada satu pihak dan DPRD di pihak lain. Oleh karena itu di 

perlukan peningkatan kualitas dari anggota Dewan penvakilan rakyat daerah 

sendiri maup& seorang kepala Daerah. 

Karena untuk mewujudkan pernerintahan yang dapat menunaikan 

sernua tugas perperintah dan pembangunan tidak saja di perlukan lembaga 

yang efektif dan aparatur yang propesional tapi juga diperkukan pemimpin- 

pemimpin yang siap melayani rnasrarakat. 

12' Hasil Wawancara, Op ... cit, Tanggal 27 Mei 2007 



Dengan diberikannya propinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus 

sebagai wilayah gdministrasi membawa konsekuensi Gubernur rnemiliki dua 

(2) fungsi yaifu: 

1. Sebagai Kepqla Daerah Otonom dan; 

2. Sebagai vakil  Pemerintahan Pusat didaerah. 

Ad. 1. Kepala Dperqh Otonorn 

S e b a ~ i  Vepala Daerah Otonorn Gubernur berfungsi untuk mernirnpin 

penyelenggarwn pemerintah daerah sebagai pengayoman masyarakat 

sehingga keppla daerah harus rnampu berfikir. Bertindak dan bersikap dengan 

lebih mengutamqkan kepentingan bangsa negara dan mayarakat umurn dari 

pada kepentiqgaq pribadi. Golongan dan aliran. Oleh kaeran itu dari kelompok 

dan etnis dan keyakinan rnanapun Kepala Daerah harus bersikap arif, 

bijaksana, juJur, adil dan netral. Sebagai kepala eksekutif Daerah Propinsi. 

Gubernur bertanggungajawab kepada Presiden. 

Ad.2. Sebagai VakiC Pemerintah Pusat di Daerah 

Sebagai syakil pernerintah pusat didaerah. Gubernur disenhi tugas dan 

fungsi tertentu #an karenanya ia berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada presicjen. Sebagai pemerintah pusat ia berperan sebagai perneliharaan 

keserasian hybungan antara pusat dan daerah dalarn rangka menjaga keutuhan 

Negara Kesatuqn. Gubernur diarahkan untuk mendorong percepatan 

keberhasilan ptonorni didaerah kabupaten dan kota. 

Sedangkap tugas pokok Gubernur sebagai alat pemerintahan daerah 

adalah: 



1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama DPRD. 

2. h l a m  menjalankan tugas dan kewajibannya kepala daerah bertanggung 

jawab kepada DPRD. 

3. Menetapkan peraturan daerah dengan persetujuan DPRD 

4. Menetapkan anggaraan pendapatan belanja Daerah dengan persetujuan 

DPRD 

Ryaas Rasyid membagi kepemimpinan kedalam tiga fungsi pokok 

yaitu: 

1. Fungsi idcntifikasi dan analisa 

2. Fungsi penetapan tujuan dan perumusan kebijakan 

3. Fungsi membangun dm menggerakan semangat. 

Mengingat begitu rumitnya fungsi seorang pemimpin maka kepala 

daerah yang juga sebagai pemimpin tidak mungkin dapat menjalankan semua 

fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik bila tidak ditunjang dengan badan 

atau lembaga lainnya serta aparat yang profesional. 

C. Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Daemh 

Menurut Biro Hukum Provinsi Riau, Bapak Abdul Latif, bahwa dalam 

pelaksanmn penyelenggaraan pemerintahan provinsi Riau setelah keluamya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana pelaksanaan fungsi-fungsi 

pernerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu 



hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan atau 

pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah 

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan 

kewajiban daerah yang sekaligus merupakan pedoman yang harus dijalankan 

oleh setiap penyelenggara pemerintahan daerah (Pemerintah Daerah dan 

DPRD). 

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak : 

I .  Mcngatur dan mengurus sendiri itrusan pemerintahannya; 

2. Memilih pimpinan daerah; . 

3. Mengclola apantur daerah; 

4. Mengelola kekayaan daerah; 

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumberdata lainnya yang berada di daerah; 

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. 

Dalam menyelenggarakan otonomi, kepada daerah juga diberi rambu- 

rambu kewajiban untuk mengimbangi hak seperti tersebut di atas. Rambu- 

rambu ini dimaksudkan untuk mengurangi ekses seperti yang timbul dalam 

pelnksanaan hak daerah otonom, dalam ha1 ini DPRD dan ~ernerintah Daerah 



daerah yang dilqkukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, 

adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. 

Dalarq UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 25 dan 26 diatur 

tentang tugas daq wewenang kepala daerah berikut tugas wakil kepala daerah. 

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang : 

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama DPRD; 
Mengajukan rancangan Perda; 
Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 
untuk dibqhas dan ditetapkan bersama; ' 

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan; dan 
Mclaksaqakao tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-uqdangan. 

(I) Wpkil kepala daerah me~npunyai tugas : 

1.  Mcrnbantu kepala daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan daerah; 

2. Membantu kepala daerah dalam mengkordinasikan kegiatan 
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan danlatau 
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan 
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan 
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan 
hidup; 

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 

4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 
wjlayah kecamatan, kelurahan danlatau desa bagi wakil kepala 
daerah kabupatenkota; 

5. Memberi kan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 
dalam penyelengaraan kegiatan pemerintah daerah; 

6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 
diperikan oleh kepala daerah; dan 

7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 
kepala daerah berhalangan. 



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
wgkil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. 

(4) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa 
jabaQnnya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, 
diberbentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 
(enaq) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. 

Selanjutnya dalam Pasal 27 diatur kewajiban kepala daerah dan wakil 

kepala daerab : 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 dan Pasal26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai 
kewajibaq : 
1. Memegaqg teguh dan mengamalkan Pancasila: melaksanakan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

2. Meningkqtkan kesejahteraan rakyat; 
3. Memelihqra ketenteraman dan ketertiban masyarakat; * 

4. Melahsanakan kehidupan demokrasi; 
5. Menapti Qan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 
6. Menjqga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerab; 
7. Memqjukan dan mengembangkan daya saing daerah; 
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
9. Melabsaqakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

daerab; 
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah 

dan sqmua perangkat daerah; 
1 1. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. 

(2) S e l a i ~  mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  
kepalij daprah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan 
penyelenagaraan pemerintahan daerah kepada Pernerintah, dan 
memberihan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, 
serta men~informasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada mpsyarakat. 

Demi membatasi tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, maka kepada mereka juga dirumuskan sederetan larangan dalam Pasal 

28 UU Nomqr 3;1 Tahun 2004 sebagai berikut : 



1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi 
diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan 
kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mend 
iskriminasikan warga negara danlatau golongan masyankat lain; 

2. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik 
negarddaerah atau dalarn yayasan bidang apapun; 

3. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah 
yang bersangkutan; 

4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang 
dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan 
yang akan dilakukannya; 

5 .  Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan 
selain yang dimaksud &lam pasal25 huruf f; 

6. Menyalahgunakan wewenang dm melanggar sumpah/janji jabatannjla; 
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD 

sebagaimana yang ditetrrpkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Mengingat pentingnya peran kcpala drlenh dalam menjalankan 

nielianisme otonomi daenh di samping DPRD, maka dalam Pasal 29 UU 

Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur tentang pemberhentian kepala daerah 

dankatriu wakil kepala daerah. Hal itu e n t  kaitannya dengan beberapa kasus 

pernberhentian kepala darrah oleh DPRD berkaitan dengan Laporan 

Pertanggungjawaban Tahunan kepala daerah dan laporan pertanggungjawaban 

masa akhir jabatan kepala daerah yang tidak "diterima" oleh DPRD dalam 

rapat pleno. 

Dalam Pasal 29 diatur tentang kepala daerah dan/atau wakil kepala 

daerah berhenti karena : 

1. Meninggal dunia; 

2. Permintaan sendiri; 

3. Diberhentikan karena : 



a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang barn; 2. 
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

b. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dadatau wakil 
, kepala daerah; 

d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah d a d  atau 
wakil kepala daerah; 

e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah danfatau wakil kepala 
daerah; 

f. Melanggar larangan bagi kepala daerah dadatau wakil kepala daerah. 

Maka selanjutanya dalam pertanggungjawaban Gubernur Provinsi 

Riau dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sesuai ketentuan UU 

Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 37 Gubemur yang karena jabatannya ' 

berkedudukan juga scbagai Wakil Pemerintah diwilayah provinsi yang 

bersangkutan. 

Dalam keduduhnnya seperti dirumuskan di atas, gubernur 

bertanggungiawab kepada Presidcn dan bukan kepada DPRD. Kedudukan 

ganda gubernur, yaitu sebagai kcpala daerah otonom sekaligus kepala 

administrasi, membawa konsekuensi yang berat dan memerlukan cara kerja 

yang efisien serta dibantu aparat daerah yang kompeten. Kedudukan gubernur 

sebagai kepala wilayah administratif dan sekaligus sebagai wakil pemerintah 

pusat, merupgkan konsekuensi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. 

Dalam kedudukan gubemur sebagai kepala daerah otonom ialah 

sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dan gubemur sebagai 

kepala daerah otonom bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD 

provinsi. 



Dalam kedudukan gubernur baik sebagai kepala wilayah administrasi 

maupun sebagai kepala daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut 

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

2. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945. 
3. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 
4. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 
5. Memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. 
6. Bersama dengan DPRD Provinsi membuat Peraturan Daerah. 
7. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama'DPRD Provinsi. 

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 38 gubemur dalam 

kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang 

scbagai berikut : 

I .  Pembinaan dan ptngawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupatenkota. 

2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah provinsi 
dan kabupatenkota. 

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas 
pembantuan di daerah provinsi dan kabupatenkota. 

Kemudian selanjutnya, pertanggungjawaban Bupati, Walikota datam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, dimana Bupati berdasarkan dengan 

ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah kabupaten merupakan dnerah 

otonom berdasarkan asas desentralisasi. Kabupaten dan bupati tidak 

merupakan "bawahan" atau ada hubungan hirarkis dengan gubernur, tetapi 

berada dalam hubimgan koordinatif yang tidak begitu ketat seperti praktik di 

dunia militer: Bupati bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya lewat 

DPRD Kabupaten. 



Bupati cjan perangkat daerahnya adalah pelaksana peraturan 

perundangan dalqm lingkup kabupaten yaitu Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerqh. palam arti sempit, bupati dan perangkatnya hanya "tunduk" 

dan "melaksanakan" kebijakan daerah yang digariskan dalam Peraturan 

Daerah. Nargun dalam praktek, karena kabupaten adalah subsistem dari 

negara, makq bupati dan aparatnya juga bertindak dan pelaksana peraturan 

perundang-uqdangan yang dibuat DPR dan pemerintah, presiden, menteri, dan 

gubernur. 

Bupati dqlam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, 

mempunyai kewqjiban sebagai berikut : 

I. Mempertqharlkan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Memegaqg taguh Pancasila dan UUD 1945. 

3. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 

4. Meningkqtkap taraf kesejahteraan rakyat. 

5. Memelihqra heamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. 

6. Bersama flen~an DPRD Kabupaten membuat Peraturan Daerah. 

7. Memimpjn penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan 

kebijakan yaqg ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. 

Dalaq prakteknya, ketentuan otonomi yang diberikan kepada kota 

secara prinsip qama dengan ketentuan otonorni yang diberikan kepada 

kabupaten. Yota juga menikrnati status daerah otonom penuh dan tidak 



mempunyai hubungan hirarkis dengan gubemur, kecuali hubungan koordinatif 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Walikota berkedudukan sebagai walikota adalah sebagai kepala 

pemerintahan kota yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah kota dan 

peraturan perundangan lain yang menjadi kewajibannya. 

Walikota adalah alat daerah otonom kota yang bersama perangkatnya 

adalah pelaksanq kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD Kota. 

Walikota dalam melaksanakan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada 

rakyat pemilihnyg lewat DPRD Kota. Sebagai catatan, UU Nomor 32 Tahun 

2004 telrlh menggariskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota yang 

ma.- jabatannya berakhir pada pcrtengahan 2005 yang lalu dan seterusnya, 

akan dipilih sccara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil, Kepala dacrah dan wakil kepala daenh dipilih dalam 

satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik. 

Walikota sebagai kepala daerah kota otonom, juga memiliki kewajiban 

yang berkaitan dengan pengelolaan kota sesuai kebijakan yang digariskan 

DPRD dan Walikota, di antaranya : 

1. Mempewhankan dan mernelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, 

2. Memegaqg teguh Pancasila dan UUD 1945. 

3. MenegaWcan peluruh peraturan perundang-undangan. 

4. Meningkqtka? taraf kesejahteraan rakyat. 



'73asal 14 nyot ( I )  di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif 
Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badbn Eksekutif Daerah. 
Paral I6 ayat (2) DPRD sebagai Badan Legirlatif Daerah berkzdudt~kcm 
sejujar cian mnjaa? mitra dari Pernerintnh Daerah. " 

Berbeda dengan UU Nomor 4 Tahun 1999, maka UU Nomor 22 Tahun 

2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

nlemisahkan susunan dan kedudukan DPRD Provinsi dan DPRD 

Dalam Susunan dan Keanggotaan DPRD Provinsi seperti diatur dalam 

Pasal 52 - 56 U U  Numor 22 Tahun 2003 disebutkan : "DPRD Provinsi terdiri 

atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan 

petnilihan umum:" A n g o b  DPRD hasil pengangkatan dari TN I/Polri tidak 

nda lagi sejak Pemilu 2004. Adapun anggota DPRD Provinsi berjumlah 

sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. 

Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputuwn Menteri Dalam 

Negeri atas nama Presiden. Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibukota 

provinsi yang bersangkutan (Pasal53). Masa jabatan Anggota DPRD Provinsi 

adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD Provinsi 

yang baru mengucapkan sumpahljanji. 

Tentang Susunan dan Keanggotaan DPRD KabupatenIKota seperti 

diatur dalarn Pasal 68 - 72 pada garis besarnya sama dengan DPRD Provinsi, 

kecuali anggota DPRD KabupatenKota berjumlah sekurang-kurangnya dua 

puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang. Keanggotaan 

DPRD KabupatenKota diresrnikan dengan keputusan Gubemur atas nama 



Presiden dan Anggota DPRD KabupatenIKota berdomisili di kabupatenkota 

yang bersangkutan. 

Berbeda dengan beberapa UU tentang Pemerintahan Daerah 

sebelumnya, UU Nomor 32 Tahun 2004, mengganti penyebutan Kewenangn 

Daerah menjadi 1 Pembagian Urusan Pemerintahan, rasa-rasanya penyebutan 

pembagian uruspn adalah istilah yang lebih tepat, karena penentuan 

kewenangan mpngindikasikan "kemutlakan"; padahal dalam urusan 

kenegaraan sebagai satu sistem tidak ada yang mutlak, melainkan ada saling * 

hubungan daq keyjasama. Daerah adalah sub sistem dari Pemerintah Pusat. 

Pqmbagian urusan pemerintahan diatur secara rinci (Pasal 10- 1 8) : 

I. Pemerintghaq daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi hewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang- 
undang iqi ditentukan menjadi urusan Pemerintah. 

2. Dalam menyglenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah sebagpimana dimaksud di atas, pemerintahan daerah menjalankan 
otonomi selqas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintqhan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud di atas, meliputi: 

a. Politik luqr negeri; 
b. Pertabanan; 
c. Keampnan; 
d. Yustigi; 
e. Moneier $an fiskal nasional; dan 
f. Agaqa 

Dari yurqusan ini secara teoritis dapat ditafsirkan bahwa daerah 

otonomi dapgt qtau boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang 

dimiliki pusai.. Dplam ha1 ini pusat tidak merinci kewenangan yang diserahkan 

kepada daerqh yang dalam banyak ha1 merupakan area abu-abu. Karena 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, 

maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi 

Riau d imha setelah keluarnya Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh kepala daerah dengan 

mernperhatikan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan 

bertmggung jawab, serta penyelenggaran otonomi yang ber6rientasi. 

kepada pcningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi 

daerah dengan pemerintah yang dilakukan oleh lernbaga pemerintahan 

daenh yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

serta masing-rnasing badan atau lembaga dengan menjalankan pemnannya 

sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya dalam sistem 

pemerintahan negara Indonesia. 

2. Kedudukan dan Fungsi Gubemur Provinsi Riau dalam Pelaksanaan 

Pemerintahnn, Gubemur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula 

selaku Wakil Pernerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani 

dan memperpendek rentang kendali, pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten 



+ dan kota. Selanjutnya sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, hubungan antara 

4 ,;:. 
. :; 

: ,  pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang 
.. > 

kedbdukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini tercermin dalam 

.B $ I . '. 

:$ .. membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemiaaan 
C : :  

bennakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sarna 

mitra sekerja dalam rnembuat kebijakan daerah untuk melaksanakan 

otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua 

lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling 

mendukung bukan rnerupakan lawan atau pesaing satu sama lain dalam 

melaksanakan fungsi masing-masing. 

3. Pertanggungjabvaban Gubernur Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Daerah, berdasarkan ketentuan U U  Nomor 32 Tahun 

2004, Pasal 3 7 Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga 

scbogai Wakil Pemerintah diwilayah provinsi yang bersangkutan, dalam 

kedudukapnya gubernur bertanggungjowab kepada Presiden dan bukan 

kepada DPRD. Kedudukan ganda gubemur, yaitu sebagai kepala daerah 

otonom sekaligus kepala administrasi, membawa konsekuensi yang berat 

dan memerlukan cara kerja yang efisien serta dibantu aparat daerah yang 

kompeten. Kedudukan gubernur sebagai kepala wilayah administratif dan 

sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat, merupakan konsekuensi logis 

dari penerapan asas dekonsentrasi. 



B. Saran : 

1. Pemerintqhaq pusat hendaknya konsekuen dalam memberikan 

desentrallsasi dan Otonomi Daerah Kepada Pemerintahan Daerah. 

2. Hendaknya Pemerintahan Daerah Propinsi Riau untuk lebih meningkatkan 

profesionglismenya dalam ' memimpin daerahnya, sehingga akan 

mewuj udkan masyarakat adi l dan makmur yang dicita-ci takan bersama. 

3. Di dalar(l rpenegakkan demokrasi Kepala Daerah maupun DPRD 

hendaknya lpbih berperan aktif dengan mengadakan penataan dan 

pemben&an hualitas dari SDM aparat Pemerintah Daerah dan Anggota- f 
f 
% 

anggota PPRD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada P 

rnasyarakgtnya. 
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